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ABSTRAK

Nama : Wahyu Adhy Nugroho Ramona
Program Studi : Magister Hukum
Judul : PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH

Krisis kevangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk
mencan solusi sistem ekonomi yapng aman untuk jangks panjang. Perbankan
Syariah dinilai telah terbukt marmpu bertzban dalam menghadapi krisis ekonomi
vang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang
ambruk atay mendapatkan perfolongan dan bantuan likuiditas dan pemerintah.
Perkembangan Perbankan Syarish yang sangat pesat dan semakin mumil serta
semakin berkembangnya usaha baok menpakibatican peningkatan risiko dan juga
tantangas yang dihadapi olch Bank Syarizh. Undang-Undang Nomor 21 Tzhun
2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syarish
di Indonesia dan meyakinkan masyarakat babwe kegiatan operasional Bapk
Syariah sesuai dengan prinsip svariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank
Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini jugs mengatur
mengenal Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana
sebelumnya Bank Syariah masih mengikut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30
Januari 2006 sebapaimana diubsh dengan ¥BI Nomor 8/14/PBL2006 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagl Bank Unsum,

Kata Kunci:
Perbankan Syariah, Tata Eelola Perusabaan, Bank Syariah
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ABSTRACT

Name : Wahyu Adhy Nugroho Ramona
Study Program : Magister of Law
Juctul : The Implementation QOf The Principle Of Islamic Banking

Corporate Governance Post The Implementation Of Law
Number 21 Of 2008 On Islamic Barking

Global financial crisis has made many people looking for better cconomic system
solutions for long ferm condition. Islamic banking has been considered to be able
to survive in the economic crisis that cccurred in the years 1997-1998, when many
Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government.
Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the
growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater
challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the
position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic
Baok's operational activities is agcordance with the Islamic Bharia principles, and
different from the Public Bank’s operational. The regulation also set a specific
Corporate Qovernance articles for Islamic Banking. Before Islemic Banking have
their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as
amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good
Corporate Governance for Public Banks, -

Key Words:
Islamic Banking, Good Corporate Governance, Islamic Bank
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kirisis keuangan yang pada awalnya hanya melanda Amerika Serikat (AS),
vang disebabkan salah satunya olch krisis Subprime Mortgage, dampaknya kini
semakin melebar dan semakin mengguncang perekonomian dunia. Trauma akan
krisis ekonomi AS di tshun 1929 yang sering disebut greatf depression kembali
membayangi banysk pihak. Pada fahun 1925, tedadi peristiwa kesulitan
keuangan, meningkatnya angka pengangguran hingga kelaparan menjadi dampak
krisis yang sangatl nyata dan dialami oleh hampir semua kalangan di AS. Kinj,
kejadian great depression tersebut diprediksikan oleh sejumlah kalangan dapat
saje terulang kembali, dimana banyak saham yang menjadi maskot Wall Street

berguguran.

Perusahaan sckelas Lehman Brothers dan Washingfon Mutual, bank
simpan pinjam terbesar di AS yang memiliki aset senilai USE 307 miliar, bahkan
menyatakan kebangkrutan.! Perbanksn seperi Washingion Mutual vyang
sedemikian hebat ity ambruk hanyg dalam hitungan hari akibat penarikan vang
secara bersamaan dalamn jumlak besar {rush) scbagai dampsk dard hilangnya
kepercayaan terbadap lembaga keuapgan AS. Selain itu raksasa asuransi
American Insurance Group (AIG) mengalami penurunan harga saham hingga 50

persen.?

Kekhawatiran tersebut memang tidak berlebiban dan bukan tanpa sebab.
Efek domino dari krisis finansial, yang berlanjut ke krisis ckonomi, di AS telah

PoeKrigis  Finangial, Kontestasi Politkk  dan  Prospek  Ekenomi 2009
<hitp:ffwww indefor ilfxplodiupload/pubs/PEI%202000 PDF>  dinkses 5 Tanuari 2009,

? Sholchudin A. Aziy, “Krisis Global dan Peluang Perbankan  Syariah”

<http:fivww.esro.ordidfortikeliindes php?detall= 20081031 055969, 31 Oktober 2008, diskses 3
Januart 2009,
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merambah ke berbagai negara di benua Eropa dan Asia termasuk Indonesia.
Beberapa perusahaan multi raksasa yang sudah lama berdini banyak jatuh
(collapse), bank-bank internasional dan pemerintahan di berbagai negara di dunia
mulai menjalankan berbagai program pengucuran dana dalam jumlah besar ke
pasar uang untuk meredakan serta mengurangi dampak guncangan krisis.

Sistem ekonomi kapitalisme modern yang selalu dibanggakan oleh negara
barat, terutama AS, termyata malah membawa perekonomian negaranya ke arah
kehancuran. Akar persoalan krisis ekonomi global adalah perkembangan selktor
finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil, yang berakibat
kerugian industri perbankan konvensional diperkirakan hampir mencapai lebih
dari US$ 400 milyar akibat krisis di sektor kreditnya.” Hal tersebut mungkin tidak
akan terjadi jika sektor finansial AS tidak melakukan transaksi berlandaskan riba,
termasuk transaksi maya di pasar vang. Transaksi yang dilakukan oleh industri
perbankan AS tersebut telah menjadikan fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi
alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang
diperjualbelikan. Keuntungan besar pun menjadi target sasarannya, walaupun juga
terkadang bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar.

Indonesia, sebagai negara yang perekonomiannya terbuka, tak luput dari
imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk pula akibat dari krisis keuangan
yang berawal dari AS, lalu menerpa negara-negara lainnya, dan kemudian meluas
menjadi krisis ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun
2008. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan
pertumbuhan ekonomi dunia dan 3,9 persen pada tahun 2008 menjadi 3 persen
pada tahun 2009.° Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan memengaruhi
kinerja ekspor nasional, yang pada akhimya berdampak kepada laju pertumbuhan

ekonomi nasional.

3 Ibid.

4 Ramzi A. Zuhdi, “Perbankan Syariah Melaju, Melintasi Guncangan, Memperkuat
Stabilitas Sistem Keuvangan WNasional,” <htp:/ib.eramuslim.com/cerita/detail/2/perbankan-
syariah-melaju-melintasi-guncangan-memperkuat-stabilitas-sistem-kevangan-nasional>, dinkses
10 Desember 2008.
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Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa krisis ekomomi global belum
sepenulinya menggoncang pertumbuhan perbankan nasional secara wmum.
Kecukupan modal sebesar 16,2 persen masih dapat membuat perbankan di
Indonesia bertumbuh. BI saat ini memang terlthat lebih ketat dalam menangani
masalah likuiditas, namun menumit Depufi Gubernur Senior BI Miranda Gocllom
{ketika itu), ini teriihat ketat di tengah Jgudity squeeze di dunia yang diperkirakan
masth sampai enam hingga sembilan bulan ke depan. Meski begitu, BI sendir
tidak ingin terjadi pengetatan likuiditas secara berlebihan dalam sistem perbankan
yang dapat mengganggu perekonomian secara keseluruhan ®

Bl saat ini secara terukur dan teratur tengah melakukan pelonggaran
likuiditas sesual penghitungan likuviditas yang ada agar tidak membahayakan
mdikator lain sepenti pilai tukar rupish. Keputusan Bl menaikkan suku bunga
sebesnr 25 basis poin beberapa waktu laln sangat memungkinkan dan tidak
mengganggu peran perbankan. Kepatkan suku bunga justru memberi sinyal babwa
perekenomian Indonesia masih well-guarded meski tekanan inflast year on year

di angka 12,14 persen hingga Sepierber masih tergolong tinggi,*

Semukin banyaknya produk sistem keuangan konvensional, termasuk juga
sistem perbankan konvensional, yang mulai terpengaruh dan bahkan tidak dapat
bertahan diterpa gelombang krisis keuangan global membpat banyak orang kin
mulal melirik sistem keuangan lainnys, yailu sistern keuangan syarizh dan juga
Perbankan Svariah. Krisis keuangan global telah membuat makin banysk orang
berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman uniuk jangka panjang.
Perbankan Syariah dinilai telab terbukti mampu bertahan dalam menghbadapi
krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank
Konvensional yvang ambruik atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas
dari pemerintah. Beberapa negara babkan sudah mulat mengembangkan sistem

* #Krisis (Hobal Belurn Goneang Perbankan Nastonal™ <htip:Yanew.kompas. comfvead
xmlf2008/1G/0842 105131 Ikrisis. global belum. goncong perbankan nasional>, & Oktober 2008,
diakses 10 Desember 2008,

b thid.
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ekonomi Islam, seperti Hongkong vang mendirikan Jslamie Economic Center”
Indonesia sendinn sudah memiliki Bank Syariah sejak berdirinya PT Bank
Muamalat Indonesia (BMIy vang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan
mulai beroperasi pade 1 Med 1992° Kehediran BMI  mendapat  dukungan
pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem
operasional Bank Syariah, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 72 Tahun 1992,

Peraturan perundang-undangan tersebut menandakan dimulainya era
sistem perbankan gande (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya
sistermn perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil,
Dalam sistem perbankesn ganda ini, kedua sistem perbankan bersinergi dan
bersama-sama memenuhi kebutuban masyarakat akan produk dan jasa parbankan,
serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Krisis ekonomi yeng melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 telah
menunjukkan babwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan
di tengah gejolak mnilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Sistem
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga mampu bertahan dan memiliki
kinerja yang relatif lebih baik, Hal tersebut minimal dapat terlibat dari angka Non
Performing Financings (NP¥s) yang lebih rendah daripada sistem konvensional,
tidak adanya negative sprecd, serta koosistensinya dalam menjalankan fungst
intermediasi.” Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia juga merupakan
bagian yang tidak fcrpisehkan dari upaya penyehatan sistem perbankan vang

7 ©“Ekonomi Istam dapat Dijadikan Model Bam Atasi  Krisis Global,”
<htip:/fwww.niriak.comvheritakevangan/1idd63. himi>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Desember
2008.

*  “Qejarah  Perkembangan Industri Perbankan  Syariah  di  Indonesia,”
<http: b eramuslim, con/berita/deiail/3/zejaroh-perkembangan-indusiri-perbarkansyarioh-di-
indonesiz>, diakses pada 10 Desember 2008,

® Abdul Gant Abdullah, Andalisis dan Evaluasi Hukum Temtang Pengoturan Perbanken

Syariah df Indonesia, Badan Pembinsan Hukom Nasional Depertemen Kehakimen das HAM RY,
2603, bim. 3,
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berfujuan meningkatkan daya tshan perekonomisn nasional. Pengembangan

Perbankan Syariah lerscbut memiliki setidaknya empat tojuan, yaitu:™

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarskat vang tidak dapat
menerirma konsep bunga;

2. Terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik
perbankan konvensional maupun Perbankan Syariah yang akan melahirkan
kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;

3. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sister kevangan di Indonesia;

4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatast
spekulasi atau tdak produktif karena pembiayasn ditujukan pada ussha-usaha
vang berlandaskan nilai-nilai moral.

Datam kuwrna wakiu sepuloh tihun terakhir ini, Perbankan Syariah

_ mencoba menjadi bagian solusi terbadap berbagal masalah ekonomi bangsa. Pada

. awalnya langhkah (i dianggap sebagai alternatif yang kurang layak dan dianggap

kalah pamor dibanding praktik lainnya yang sudah ada sebelumnya. Namun

., Seiring begjalamnya waktu, Perbankan Syariah mulai menunjukkan keungpulan
.. . yang sangat memikat dan memiliki peluang yang besar untuk berkembang di

Indonesia, Kondisi tersebut ditandal dengan semakin berkembangnyva jaringan
kantor Perbankan Syariah di Indonesia, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun
Unit Usaha Syariah (UUS} dani Bank Konvensional, Dana Pibiek Ketiga (DPK)
Perbackan Syarizh juga terus mengalami peningkatan setiap shoonys ™
Remajuan signifikan lainnya dapat dilibat dengan pernbahan status Biro
Perbankan Syariah BI menjadi Direkiorat Perbankan Syariah BL Berdasarkan data
statistik Direktorat Perbankan Syariah BI, sampai akhir 2007 lalu sudah ada tiga

¥ bid, bim. 343, Diketip dari Mulya B, Rirepar dan Nasirwan, “Tantangan Perbankas
Syarish,” dalam Republika, 30 agustus 2001, him. 9,

Y Mubet Fauzi Hafiz, “Membumiksn Perbankan Svariah” <hupfbeww.sebiacid/

index. php? eptions=com _cortenidiask=viewdid=379& ltemid=33> 28 Maret 2008, diakses 10
Januan 2009,
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Bank Umum Syarigh, 25 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS) dengan dukungan kantor bank sebanyak 711 kantor.”

Banyak negara mulai melibat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan
referensi untuk mengatasi pelembung ekonomi global yang terjadi saat ini
Direktur Bank Muamalat U. Saefudin Noer berpendapat bahwa keisls yang
melada ekonomi dunia sast ini, fidak hanya diskibatkan oleh sistem kapitalisme
vang masih diragukan kemampuannya dalam mewujudkan kesejahtersan dunia,
tetapi juga diekibatkan olch berubahnya etika moral para pelaku dunia keuangan.
Para pelsku ckonomi kapitalis lebih cenderung melskukan rekayasa praduk
spekarasi untuk mencari keuntungan sebesar-besamya. ™

Departernen Keuangan AS juga sedang mempelajari  keunggulan.
keunggulan sistern Perbankan Syariah untuk mengetahui seberapa javh sisten
svariah bisa dimanfaatkan untuk menghadap? dampak krisis kevangan global. Hal
tersebut salsh satunya disebabkan Perbankan Syariah belakangan ini sering
menjadi pembicaraan di sektor poblik dan swasta." Contoh nyata yang terjadi
adalah Islamic Bank of Britain (IBB) diserbu nasabah baru sejak krisis keuangan
melanda industri perbankan konvepsional. Jumlah nasabah IBB meningkat
sebesar lima persen, fermasuk nasabah sekfor pembiayaan yang naik menjadi 13
persen.” Hal yang culaip mengejutkan adalah babwa diantara nassbah-nasabah
baru iy, banyak terdapat nasabah non-Muslim.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terbilang semakin pesat.
Kirisis ekonomi global di satu sisi telah membawa keuntungan bagl perkembangan
Perbankan Syarieh, khususnys di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat
dunia, para pakar, dan pengambil kebijakan ekonomi mulai tertarik menerapkan
konsep Perbankan Sysriah secara lebih serivs, Prospek Perbankan Syariah

 phid
P «fkonomi Islam dapat Diladikan Mods! Baru Atasi Krisis Global,” Op.Cit.

“ “A8 Kall Keunppulan Sistem Perbankan Syarish™  <hnpihwww wivigh.cony
beritetbenangan/Tidd62 fumiz, 30 Oktober 2608, diakses 10 Besernber 2008,

B “Ekomomi Isham Dapat  Dijadikan Modet Barg Atasi  Krisis  Clobal®

<hpip:itwww. suaramedia.coméckonomi-a-bisnis/1 2/ 1450-ckonomi-isiam-dapat-dijadikan-model-
bari-atasiKrisissglobal- himi>, 30 Oktober 2008, diakses 10 Januari 2009,
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Indonesia semakin cerah dan menjanjikan dan diyakini akan terus tumbuh dan
berkembang di masa depan. Perkembangan industri lembaga syariah ini semakin
menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan
nasional.’ Faktor penting lainnya yang tak boleh dilupakan dengan semakin
dibutuhkannya layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah
jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sebanyak 88 persen dari total
jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa.'”

Total aset Perbankan Syariah hingga akhir Desember 2007 memang hanya
mencapai 1,76 persen. Walaupun aset tersebut terbilang masih kecil, Menteri
Koordinator Perekonomian Boediono (ketika itu), mengatakan bahwa dalam
empat tahun terakhir pertumbuhan Perbankan Syariah sudah mencapai 64 persen.
Salah satu hal yang menggembirakan dar perkembangan Perbankan Syariah
tersebut adalah tingginya angka financing to deposit ratio (FDR) yang mencapai
hampir 102 persen. Hal ini relatif lebih tinggi dibandinpkan tingkat loan to
deposit ratio (LDR) perbankan nasional yang masih berada pada angka 63 persen.

Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan yang tercatat terus mengalami

. peningkatan."

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar
mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha dalam bentuk
investasi, jual beli, dan lain sebagainya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain terkait
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya
- yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik bersifat makro maupun

mikro.”

6 Agustianto, “Evaluasi dan Proyeksi Bank Syariah 2009," <http:/Awww.niriah.com
leetak php? cid=2&id=933&url=htip%634%2F%2 Fwww.niriah.com%2Fopini%2F2id9335.himl>,
22 Desember 2008, diakses 10 Januari 2009.

" Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), him. 203.

1* Muhri Fauzi Hafiz, Op.Cit.

12 1bid., hlm. 30.
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Nilai-nitai makro vang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat,
bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulafif yang nonproduktif, seperti
perjudian (masyir), bebas dari hal-bal yang tidak jelas dan meragukan (gharar),
bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (barhil), dan penggunaan vang
sebagal alat tukar, Nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku Perbankan
Syarish adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu
shiddig, amonah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, dimensi keberbasilan Bank
Syarizh meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (Jong ferm oriented) vang sangat
memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hagil®

Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan ssmakin rumit
dan berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga
tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Dalam rangka meningkatkan kepatabian
terhadap peratwan perundang-undanpgan, dalam hal i Undang-Undang
Perbankan dan juga Undang-Undang Perbankan Syarial, serta nilai-nilad ctiks
(code of conducy) yang berlaku secara umum pada industi perbankan, bank wajib
melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good
Corporate Governance (GCL).

Corporate Governanee yang baik dan efektif pada bank dan nasabah
pengguna dana adalah salah san pilar penting yang hams diciptakan untuk
menggantt kondisi sosio-ckonomi vang lamz. Namun Corporate Governange
justru meniadi unsur kelemsahan pada perusshaan-perusahaan di sejumlah negara
berkembang.® Hal tersebut discbabkan semua institusi yang seharusnyva berperan
penting dalam mengawast dam menjamin efisiensi dan integritas pasar jusiru tidak
berfungs: dengan batk. Konsep transparansi tidak diterapkan mstansi wrsebut
dengan baik, begitu juga dengan prakiek akuntansi yang tidak berkembang secara

* Ioid,

LA, Schieifer dan R. Viahny, “A Survey of Corporate Govemance,” Journal of Finance,
Juni 1997, Hal 737-783, dan Stephcn Prowse, Corporote Governance: Emerging lsswes and
Lesson for East Asia, <www.worldbonk. org/btmt/extdr/pos981>, 1998, hal 16«17, dalam M. Umer
Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuwangan Svariah, Ed.1, Cerl,
(Jakarta: Bumi Karsa, 2008), bl 12,
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optimal.® Akibat dari keadaan tersebut adalah, keadaan perusahaan menjadi tidak
efisien schingga menyebabkan kerugian bagi seluruh siakebolder. Keraglan yang
disebabkan oleh ketidakefektifan corporate governance dapat menjadi lebih besar
jika terjadi pada lembaga kevangan karcna memiliki jumlsh srakeholders vaong
banyak sehingga memiliki risiko sigternik yang lebih besar ™

Lembaga keuangan Islam, vang selama ini telah berjalan dengan baik,
tetap harus dapat meningkatkan Kkinerdanys secara songguh-sunggub  dan
memenuhi kepentingan pam stakeholdernya dengan cars menerapkan prinsip
corporate governance secara efeldif Salah sstu caranya adalabh  dengan
mengungksp dan menyikapl kelemahan corporate governonce yang ada di
negara-negara berkembang

Beberapa studi menekankan pentingnya peran penerapan Carporafe
Governance. The European Bank for Reconstruction and Developmeni pada tahun
1997 menulis dalam laporannya yang berjudul “Sound Busingss Standards and
Corporaie Practices”: "It is essential for invesiors and also for lenders fo
understand clearly and to be satisfied with the manner in which shareholders can

oversee the performance af the management.and participate in key decisions. "™

Bank Dunia pada tahun 1998 mengeluarkan laporan yang berjudul “7The
Business Environment and Corporafe Governance” yang menyebutkan bahwa
krisis yang melanda kawasan Asia dan Rusig pada tahun 1997 adalah bukti
rapuhnya sistern tata kelola korporasi di negara-negara vang terserang krisis

tersebut, atau tertulis?®

“The recent financial crises in Eost Asin, Russia and other emerging

markets have revealed several wnderlving weakness relating to the

2 Stephen Prowse, “Corporate Gavernance: Emergiog Issues and Leosson for Bast Asin”
<www.worldbank orgthtmliead/pos981>, 1988, hal 16, dalam M. Umer Chapra dan Hsbib
Ahmed, fbid,

= M. Umer Chapra dan Habib Almed, Op.Cir, him, 12,

® fhid

# A, Prasetyanioko, Corporate Governence: Pendekatan Institusional, {Iakara BT
Gramediz Pusteks Utama, 2008}, him. 33,

* Ibid, hlm. 33-34.

Penerapan Prinsip..., Wahyu Adhy Nugroho Ramomf%mznd{}“&sia



id

Junctioning of ecorporaie and financial sectors, af the forefront of which i

corporate governance.”

Bank Syarizh akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperbuas
jaringan, serta menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif tanpa adanya
penerapan prinsip Corporate Governance yang efektif. Apalagi dengan semakin
rumitnya masalah yang dihadapi oleh sektor perbankan denpan adanya krisis
ekonomi global yang melanda hampir seluruvh negara di dunia. Permasalahan ini
diperkirakan dapat mengilds kemampuan bank dalam menghadapi fantangan
dalam jangka panjang. Uptuk itu, lembaga keuangan syariah, ferutama dalam hal
ini Perbankan Syariah diharuskan memakat semua ukuran yang dapat membantu
meningkatkan kinerja dan perannys.”

B. Pokok Permasalaban

Berdasarkan wraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan
berikut, yaitu:
1. Bagaimanakab pengaruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah terhadap pengaturan Tata Kelola Pemisahaan Perbankan
Syariah di Indonesia?

2. Bapaimanaksh beniuk penyesupian prinsip Tata Kelola Perusashsan pada
Perbankan Svavish selelsh bedakunya Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2008
tentang Perbankan Syarigh?

3. Bagaimanakeh Tata Kelola Perusahaan Perbaskan Syarish melindungi
Perbankan Svariah dari krisis perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahuoi pengaruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah terhadap pengaturan Tata Kelola Perusahaan Perbankan
Syariah di Indenesia,

M. Uner Chapra dan Habib Ahmed, Op Cir, Bm. 13-14.

Penerapan Prinsip..., Wahyu Adhy Nugroho Ramona, FH u&,’ﬂi&?*’s?m iIndonesia



11

2. Unfuk mengeishui bentuk penyesuaian prinsip Tata Kelola Perosahaan pada
Perbankan Syarieh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syarish.

3. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah
melindungi Perbankan Syariah dari krisis perbankan,

B. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibarapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis
manpun secara prakiis,

1. Kegunaan Teoritis

a. Dapat memberikan masukan terhadap pengembangan prinsip tata kelola
perusahaan perbaskan syarish di Indonesia.

b. Dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan prinsip tata kelola
perusahaan perbankan syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan
Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian inl diharapkan dapat memberikan berbagai masukan secara
nyata tentang prakick pelaksanasn dan pencrapan prinsip tata kelola perusabaan
perbankan syariah yang sesual dengan Undang-Undang Perbankan Syarish dan
tetap berpedoman terhadap prinsip syariah Islam.

©

E. Keranghka Teori dan Kerangha Konsepsional
1. Kerangka Teori

Keberadaan Bank Syarah dalam sistern perbankan di Indonesia mulai
dikenal dan diakui seiak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, Namun, undang-undang lersebut belum memberikan
landasan yang cukup kual terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum
mengatur secara tegas mengenal keberadnan bank berdasarkan prinsip syeriah,
melainkan hanya sebagai bank bagl hasil. Undapg-undang tersebut juga
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melahitkan istilah dugl banking sysiem, yaiu penyelenggaraan dua sistem
perbankan, konvensional dan syariah, secara berdampingan dan pelaksanaannya
tetap distur oleh peraturat perundang-undangan. Oleh karena itu, Bank Sysriah
tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiataonya karena masih menginduk
kepada Bank Konvessional, atau dengan kaia lain Perbankan Syariah masih
menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.

Kegiatan bisnis Perbabkan Syariah, diluar aspek syarish, mencakup
berbagal aspek hukum fermasuk hukum perbankan, hukam perasahaan dan
hukuro dagang. Karena hukum vang diberiakukan tersebut bersifat wmem, pada
bagian-bagian tertentu dapat menimbulkan permasalahan yang tidak dapat
dihindari karena adanya kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan
prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dengan demikian keadaan fersebut
dapat turnt memengaruhi hubungan Bank Syariah dengan para pasabahnya ®

Istilah hukum seringkali mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun
dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga,
dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini adalah sistem bukum. Dalam
bukunya The Behavior of Law, Donald Black mengemukakan bahwa hukum
adalah *kontrol sosial dari pemerintah.” Black mengartikan bahwa ‘“kontrol
sosial” ini sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku
yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk.?

Jelas bahwa sistern hukum memifiki lebih banyak lagi selain kumpulan
aturan {codes of rules), aturan (do's and don'f’s), perawran ({regulation) dan
perintah {orders). Masih banyak lagi yang menciptakan sistemn hukum. Pertama
ada aturan mengenai aturan, ada aturan mengenai prosedur, dap aturan yang
memerintahkan kita bagaimana membedakan aturan dari yang bukan aturan ™

% Abdul Gani Abdullah, Op.Cir., him. 6.

* Donald Black, The Bekavior of Law, (1976), Wm2, dalam Lawrence M. Priedman,
American Law: An Introduction, 2 Edition, diterjemabkan oleh Wishno Basuki, {Jakarta: PT.
Tatapuse, 2007), him. 3,

* Lawrence M. Fricdman, American Law: An Introdution, 2% Edition, diterjerabkan
oich Wishou Basuki, {Iakarta: PT. Teianusa, 2007}, him. 5.
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Corporate Governance tidak dapat dipissbkan dari konsep dan sistem
perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dard definisi perusshasn yang
dikembangkan oleh Hunger dan Wheelen, yaitu: “4 corporation is a mechanism
established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor,
Jor their mutual benefit™" Pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai:
Perusahaan adalah mekanisme yang dibangun agar berbagat pihak dapat
memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (experfise), dan tenaga, demni

manfaat bersama.

Definisi tersebut secara implistt menyinggung mengenai pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholdersy dalaw terbentuknya sualu Perusahaan, yaitu para
investor {shoreholdersy, vaug memberi kontribusi berupa modal yang teckadang
diperoleh dari para kxeditor seperti perbankan; para manajer (management), yang
memberi konivibusi berupa keahlian; serfa para karyawan, vang memberikan
koptribusi berupa temaga mercka Selain yang telah disebutkan, terdapat

_Stakeholders lainnya, yaitu para kreditor, pemerintgh, dan masyarakat luas &
Lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada™

Konsep kepemilikan actara kepemilikan (pwrership) para pemegang
‘saham dan pengendalian {vontrol) oleh pthak manaiomen dalam korporasi telah
menjadi kajlan sejak tabun 1930-an. Peomasalaban yang kemudian timbul dari
pemisahan ini adalah mengenai kepastion para dewan, baik Dewan Komisans
maupun Dewsn Direksi, bahwa mereks akan benar-benar bertindak atas
kepentingan para pemegang sabam atau tidak, Ugptuk menjawab permasalahan
tersebut, parn penganjur Teori Agensi {Agency Theoryy di tabun 1970-an
mengatakan bahwa para dewan (yakni para agen yong mewakili para pemegang
saham) sccara rasional akan berindak bagi kepentingan mereka, dan bukan
dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham.

' Hunger & Wheelen. Strategic Management, 7 edition, {Addison Wesley Longman,
2000), hlm. 26, dalam | Nyoman Tjager, eral. Corporate Governence: Tontangan dan
Kesempatan bagi Kontunitas Bisris Indonesia, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), him. 23.

2 1bid.

* 1 Nyoman Tjager, etal. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempeton bagi
Kontunitas Bisnis Indonesia, (Jokarig: PT Prephallindo, 2003), him. 24.
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Oleh karena itu, diperlukan suvatu sistemn checks and balances yang bertujuan
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekovasaan™ Berangkat dari Agency
Theory tersebut, berbagai kajian teoritis mengenai Corporate Governamce mulal
muncul di aikhir tahun 1980-an.

Secara umum, perspektif di dalam memshami Corporate Governawnce
dapat dikategorikan menjadi dua “paradigma™ yang sangat berbeda secara
prinsipil. Paradigma yang dikenal dalam literatur dibedakan menjadi:*

1. Perspekiif pemegang saham (sharehoiding);
2. Perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (sfakteholding).

Perbedaan paradigma tersebut pada dasarmys berhubupgan dengan
pemahaman konsepsional mengenai tujuan didirikannya sebuah keorporasi serta
struktur korporasi vang pada akhirnya akan memengaruli berbagai perangkat

pengelolaan (goverrance arrangements) yang dibu J¢

Pexspektif pertama, yaitu shareholding (Shareholder Theory), merupakan
suatu teori yang memandang korporasi secara “tradisional” yang berlandaskan
pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan dengan tujuan
memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham per.se sebagai akibat dari
investasi yang dilakukannya.”

Perspektif kedua, vaitu stakeholding (Stakeholder Theory), merupakan
suatn teori yang bary marak dibicarakan pada akhir abad %e-20 dengan

diperkenalkannya konscp tersebut oleh Freeman pada tahun 1984, Teori ind
roemiliki sudut pandang yang kontras dengan perspektif tradisional scbagaimana

* Tricker, “International Corporate Governance; Text, Readings and Cases.” (Singapore:
Prentice Hall rnd Simon Schuster Asis, Ple, Lid,, 1994), him.S, dalam [ Nyoman Tiagsr, erdd.
Corporate Governemee: Tantongon dan Kesempaton bagi Komuniitas Bisnis indonesia, {Jakaria:
FT Propbaliindo, 2003), him, 24,

¥ Akhmad Syskhroza, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangaw, Teori
Model, dun Bustem Governanoe Swrte Aplikasinye pada Perusghaan BUMY, {(lakanie Lembaga
Penerbit FEUL 2005}, him. {1

* thid. Wi 12

* I5id., hlm. 13
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yang dianut oleh shareholding® Dari sudut siakeholding perusahaan didefinisikan
sebagai tempat (locus) yang berhubungan dengan berbagai “pihak yang
berkepentingan” (stakeholders) lainnya yang berada, baik di dalam maupun di
Juar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memerhatikan “kepentingan
“pemegang saham.” Freeman secara lebih spesifik mendefinisikan stakeholder
temasuk juga karyawan, kreditur, penyalur, pelanggan dan komunitas Iokal di
mana sebuah perusahaan berada. Proponen yang mengatur perspektif ini
memandang bahwa hubungan yang berbasis “kepercayaan™ (trust relationships)
dan etika bisnis (business ethics) merupakan prasyarat utama di dalam setiap

pengambilan keputusan melalui proses stakeholding management. *

Berbagai model Corporate Governance dikategorikan dengan label yang
berbeda-beda oleh beberapa akademisi, namun secara esensial memilikd
pandangan yang sama. Jika dilakukan kategorisasi yang lebih sederhana, berbagai
model dapat dikelompokkan kembali menjadi dua perspektif yang telah
dikemukakan sebelumnya, yaitu perspektif shareholding atau stakeholding.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai teori di dalam governance
secara umum diwakili oleh perspektif shareholding atau siakeholding. Banyak
_negéra telah melakukan berbagai penyesuaian di antara kedua teori tersebut dan
kemudian disesuaikan dengan konteks lokal negara dan perusahaan di negara

masing-masing,”'

Model governance yang dianut oleh Indonesia dapat dianggap mengikuti
pola Eropa Kontinental dengan karakteristik sistem yang mengacu pada “insider
dominated conirol,” yang didasarkan pada karakteristik relatif stabil dan

terkonsentrasinya kepemilikan (saham) perusahaan pada sekelompok orang,

*® R.E. Freeman. Strategic Management: A Stakeholder Approach, (Boston: Pitman
Publishing, 1984), dalam Akhmad Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan
Perkembangan, Teori, Model, dan System Governance serta Aplikasinya pada Peruschacn
BUMN, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), him. 13.

** Akhmad Syakhroza, Op.Cit., him. 14.

 Ibid.

1 Ibid., hlm. 15.
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sebagaimana yang terdapat dalam bank-oriented system.® Menurnt Lukviarman,

beberapa cirl yang mengacu pada sistem ini, yaitu: ©

a. Undang-undang perusahaan di Indonesia diadopsi menurut “French civil-low
tradition” dari Bropa Kontinental;

b. Digunskannya struktur dus dewan perusahaan {two-tier boord system)
sebagaimana juga ditemmukan pada berbagat nepara Eropa kontinental;

¢. Terkonsentrasinya kepemilikan penusahaan, bahkan pada perusshasn yang
sudah go public pads sekelompok orang;

d. Dominannva sumber pembiayaan perusabaan dari luar perusabaan berupa
hutang {external-bank financing);

¢. Tidak likuidnya pasar modal dan fidak bejalannya mekanisme kontrol oleh

pasar.

Tojuan jangka panjang pembentukan suatu perusahaan  adalah
menciptakan kermakmuran dan kesejahteraan tidak bhanya bagi para pemegang
saham, melainkan juga untuk seluruh konstituen perusahaan tersebut. Qleh karena
itu kerangka kerja Corporate Governamce harus mampu mensmukan dan
mengenali kontribusi dari para pemangkuo kepentingan dalam proses penciptaan
kesejahieraan yang berkelanjutan, baik bagi perseroan maupun seluruh konstituen
perusshaan, Hal ind dapat berupa kekayaan, peneiptaan lapangan pekerjaan bagi
orang banyak, lingkungan hidup yang lebth baik, dan lain sebagainys.

Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu perusahaan, merupakan suatn
hasi! keriasama vang forwujud deri berbapgai pihak yang telah memberikan
kontribusi dan sumber daya, baik berupz modal, manaiemen, ketrampilan,

* Negars yang menganel model Eropa Kontinental {termasuk Jepang) secars wmum
dikategoribun sebagal penganut sistem govermance yeng didominasi ofeh perbacken {hank
dominated, Sehunidt dan Tyrell berpendapat babwa dalam sistem ini, peranan mekanizme pasarn,
sehagal baglan dari governenee Bdsk signiftkan stfatnye. Penganut sistem ind tidak meoyandarkan
dirl pada kekuatan mekanisme pasar scbagai alat Kontrol dalam mekanisme pengendaliannya.
Sigiem governance lainnys adelah sistem yang berdasarkan pada dominasi pasar {maorke
dominatedy, #hid, bhm, 1920

BN, Lokviarwan, Efika Biswis tak Berialan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate
Gavernance, Yurnal Siasst Bisoig, Vol.9, No.2, 2004, dan M. Lukviarman. Chenership Structure
and Firm Performance; The Case of Idonesia, DBA Thesis, Curtin University of Technotogy,
2004, 1bid., him. 21,
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keahlian, jasa, prodok, dan lain scbagainya. Atas dasar fersebui, perseroan
sehaiknva mengenall dengan batk konfribust dari masing-mosing pemangku
kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan maupun
regulator. Dalam upaya untuk mempertabankan kesuksesan yang berkelanjutan,
maka persercan haros memerbatikan dan memepuhi kebutshan dan para
pemangku kepentingan inl.*

Hal terscbut ssjalan dengan apa yang dikemukakan oleh para pendukung
Stakeholders Theory, yaitu Margaret M Blair (1995) dan Thomas Clarke (1998),
Kedua tokoh tersebut berpendapat perusshaan merppakan sustu persefujuan
multilateral antara perusabean, sebagal suatu entitas, dengan berbagal pemangku
kepentingan, baik infernal mavpun eksternal. Meialui hubungan timbal balik yang
saling menguntungkan semacam  inilah  keberhasilan  persercan  dapat
dipertabankan, Oleh karena 1t corporate governance tidak semata-mata mengatar
dan mengelola tata hubungan antara “principal versus agents,” tetapi mengelola

; 'éata hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan dimana
msing~masitlg memberikan kontribusi yang spesifik terhadap keberhasilan
_perusahaan.®

Berdagarkan kepentingan perusahaan terutama untuk memastikan
keberlanjutan sukses perusahaan, Colley dan rekan membagi hierarki pemangku
kepentingan berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan yang harus dilayani.
Hierarki tersebut dibagi sebagai berikut (i) pelanggan atau konsumen; (ii)
karyawan; (iii} pemasck dan kreditor; (iv) komumitas; dan (v) pemegang
saham/pemilik.*®

Dari sisi yang lain, perosshaan beroperasi tidak dalam ruang yang hampa
dan juga bebas waktu, oleh karena itu banyek undanpg-undang dan peraturan-
peraturan fain vang ikut mengatur perilaku kehidupan perusahaan dalam

* Leo J. Susilo dan Karlsn Simarmata, Good Corparate Governance pada Bank:
fonggunmg Jawab Dircksi & Komisaris dalam Moleksanakannys, (Bandung: Hikayat Dunia,
2007, him, §1.

 thid., him. 52,

 rbid
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berinteraksi dengan pihak-pibak lainnys, selain Undang-Undang Perseroan
Terbatas itu sendiri. Misalnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehai, guna menjaga agar pasar telap kompetitif. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen guna melindungi konsumen dari praktik bisnis yang
merugikan konsumen. Undang-Undang Perbankan untek memastikan bahwa
bank memang beroperasi dengan kaidah-kaidah perbankan vang sehat dalam
mengelola dana masyarakat, Undang-Undang Perbankan Syariah untuk
memastikan bahwa tata cara dan pelaksanaan praktek perbankan syariah di
Indonesia sesuai dengan syariab Islam, bukan hanya Bank Konvensional yang

berganti pakaian sgja¥

Dalam  konteks semacam inilah  kerangka Corperale Governance
seharusnya memahami peran dact para pemangku kepentingan, baik dalam
kaitan eperasional perseroan maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat

secara hiag *®

Stakeholder yang paling utama dalam sistem kevangan Islam adalah
Islam itu sendiri, Jika Bank Syariah tidak mampu menunjukkan kinerja dengan
baik, masyarakat akan beranggapan babwa sistem Islam tidak sclaras dengan
dunia modern dan Islam akan disalabkan karena kinerja Bank Syariah yang
tidak baik tersebut, meskipun pada kenyataannya Islam sendiri tidaklah seperti

demikian.¥

Tujuan utamz untuk memenvhi kepentingan seharuh stakeholder telah
mentadi perhatian penting dalam peran Corporale Governance. Inti persoalan
dari peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh stakeholder
melalui pemisaban aturan formal mavpun non-formal, standar dan batasan
dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepenlingan
semus pihak dengan biaya sekecil mungkin. Pencrapan Corporate Governance

yang sfekiif sangat dibuinhkan dalam rangka mengembangkan sistemn kevangan

T hid
% fhid

M, Umer Chagra dan Habib Ahmed. Op Ci, blm, 23,
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Islam, dalam hal ini Perbankan Svariah, sebagaimana juga pada sistem lain,

tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan semua siakeholder secara adil.™

Para praktisi, akademisi, maupun magyarakat pengguna jasa Perbankan
Syariah mempertanyakan dan menganggap bahwa undang-undang yang ada
ketika itu dinilai belum cukup untuk mempercepat pelaksanan syariah dan mercka
menginginkan Perbankan Syariab diatar secara mandiri terpisah dari undang-
undang perbankan konvensional yang hanya mengatar sebagian keeil mengenal
Perbankan Syariah. Namun mereka tetap menghendaki perbankan syartah dan
perbankan konvensional tetap berada dalam koordinasi satu tangan, yaitu Bank
Indonesia.® Setiap masyarakat, getiap negara, dan setiap komonitas mempunyai
budaya hukum, dan selalu ada sikap dan pendapat mengena hukum. Hal tersebut
tak berarti bahwa sctiap orang dalam suate komuonitas memberikan pemikiran
vang sama satu dengan [amnya.

2. Kerangka Keonsepsional

Dalam membahas permasaizban-permasalaban vang dioratkan dalam tesis
ini, akan diberikan pengertian-pengertian atas istilah-istilah vang terkait dengan
~ Perbankan Svaniah dap jugs prinsip Tate Kelola Perusabasn veng baik {(Good
Corporate Governance/GCG). Pembatasan dalam bentuk kerangka konsepsional
i diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalaban.

Perbankan Syarizh adalah segala sesustu vang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syarigh, mencakup kelembapaan, kegiatan usaha, seria
cara dan proscs dalam melaksanskan kegiatan usahanya.™

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk Simpanan dan menyalurksnnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

* Ibid,, him. 24 dan 27,
*! Abdul Gani Abduliah, Op.Cit., hlm. 8.

2 Indonesia , Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU No. 2) Tahun 2008, LN
Nuo. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Psl. | Angka |,

" Ioid., Psh, 1 Angka 2.
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Bank Indonesia adalah Bank Seniral Republik Indonesfa sebagaimana
disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19453

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalanken kepiatan usahanya
secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum
Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.”

Bank Syariah adalah Bank vang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariab dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum
Syarish dan Bank Pembiavaan Syariah %

Unit Usabha Syariab {(LIUS) adalab Unit kerja dari kanior pusat Bank
Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor afau uait
vang melaksanakan kegiaten usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di
kaator cabapg dari svaty Bank yeng berkedudukap di huar negeri yang
melaksanakan kegiaian usaha secara konvensional vang berfungsi sebagal kanior
tnduk dari kantor cabang pembaniu syariah dan/atau unif syariah.™

Prinsip Syariah adalah Prinsip bukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*®

Pengertian Dewan Pengawas Svariab menurut Accounting Auditing and
Governance Standard for Istawmic Financial Institutions, sebagai berikut: ¥

% 1bid. Pst, | Angka 3.

3 Ibid., Psl. | Angka 4.

* Ihid., Psl. | Angka 7.

3T Ibid., Psi. | Angka 10,

5% bid., Psl. 1 Angka 12,

3 AAOIFL, Accounting, Auditing und Governance Standard jfor Istamic Financial
Institutions, (Babrain: Accounting, Auditing snd Governance Standard for Islamic Financial
Institutions, 2001}, chapter “Covernauce hlm. 35, dalam Arrisman, Kedodokan dan Fungsi

Pengawasan Deawan Pengawas Syariah Dalam Transaksi Bank Sysrigh di Indonesia, Ringkassn
Disertasi FHUL, 2008,
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A Shari’a supervisory board is an independent body of specialised jurist in
Jigh almua'maial (Islamic commercial jurisprudence). However, the
Shari‘a supervisory board may include a member other than those
specialized in figh al mua’'malat, but who should be an expert in the field
of Islamic financial institutions and with knowledge of figh almua’malat,
The Shari'a supervisory board is entrusted eith the duty of directing,
reviewing and supervising the aciiviiies of the Islamic institution in order
to ensire that they are in compliance with Islamic Shori'a Rules and
Principles. The fatwas, and rullings of the Shari’a supervisory board shall
be binding on the Islomic financial institusion.

Bunga menurut Black’s Law Dictionary adaleh Paymenis a borrower pays
a lender for the use of their mongy. Ceost of using credit or funds of another. A
corporation pays inigrest on its bonds to the bondholders™

Pengentian Riba diambil dari istilah Ar-Riba atav av-Rima yang makna
asalnya ialah tambab, tumbub, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam
konteks riba jalah tambahan uang atas modal yang diperoieh dengan cara yang
tidak dibenarkan syariah, apakah tambaban itu beumlak sedikit maupun
berjumlah banyak, seperti yaog diisyaratkan dalam Al-Quran.®

Nepgara-negara yang fergabung di dalam Organization for Econemic
Cooperation and Development (QECD) menerbitkan “OECD Principles of
Corporate Gaverngree” pertama kali pada tabon 1999 dan revisi pedoman ini
telah diterbitkan fabun 2004, Pengertian corporaie governance menurut QECD,
vaitu:®

“Corporate governance is the system by waich business corporations are

directed and controfled. The corporate governance structure specifies the

distribution of righis and responsibilities emong different participants in

the corporation, such as the board, the managers, shareholders and the
other starxeholders, and spells out the rules and procedure for making

¥ Henry Camphett Black, Blaek's Low Dictionary, (St. Paul, Minn, West Publishing Co,
1999, hlm, 32,

 Tim Penulis ITAIN Syarif Hidavatllah, Ensiblopedi Flam Indonesia, dalam
Wirdavavingsth, Bank dan Asuransi Ielem di Indonesia, Edisi 1, Cetakan I, (Jakarta, Rencana,
2005).

%2 Leo 1. Susilo dan Karlen Simarmaia. Op Cit, hlm. 17.

® Richard Smerdon, 4 Praciical Guide to Corporate Governance, (London: Sweet &
Maxwell, 2007), hlm. 3.
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decisivns on corporate affairs. By doing this, it also provides the siructure
through which the company objectives are sef, and the means off attaining
those objectives and monitoring performance.”

Sesuvai dengan definisi di atas, menurat OECD, Corporate Governurice
adalah sigtem yang dipergunskan unfuk mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan bisnis perusahaan. Corporale governance mengatur pembagian tugas,
hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan,
termasuk juga pemegang szham, Dewan Penpuorus, para manajer, dan semma
angpola  stakeholder non-pemegang saham. Corporate  governance juga
mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harvs diperhatikan oleh Dewan
Pengurus, Board of Directors dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang
bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.®

Stakeholders adalah sehurub pihak yang memiiiki kepentingan secara
langsung ataw tidak lengsung terhadap kegiatan usaha Bank ©

Pengertian GOG biasanys selalu dilibat dari dua aspek, yaitn aspek
normatif dan aspek penlaku korporasi. Indonesia menggunakan definisi yang
digunakan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor
KEP-117/M-MBU/2002 vaites®

Corporate Governance adalah sustu proses dan struktur vang digunakan

oleh organ BUMN unluk meningkatkan keberhasilan ussha  dan

gkuntabilitay perusahaan guna mewujudkan nilal pemegang sahar dalam

jangka panjang dengan fotap memperhatikan kepentingan sigkeholders
lainnys, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang
menerapkan  prinsip-prinsip  keterbukaan  (fransparency),  akuntabilitas

™ Siswanto Soctojo dan E. John Aldridge, Good Corporate Governance (Tuta Kelola
Forusahoan Yong Sehaf), (Jakarta: T Darear Mulia Pustaka, 2008}, hin, 3.

© Bank Indonesia A, Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Fovernance Bagi Baok Umum, PBI No. 8/14/PBL2006 Jo. No. 8/4/PB1/2006, LN Tahws 2006
Na, 71 DENP, FLN No. 4840 DPNP, Psl. | Anplea 7.

% 1.0 1. Sustlo & Karten Simarmats, Op.Ci, him. 18,
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(accountability), pertanggungjawaban {(responsibility), independensi

(independency), dan kewajaran (fairness).”’

Dalam penulisan dalam bab-bab selanjutnya pada tesis ini, penulis akan
menggunakan istilah Tata Kelola Perusahaan sebagai padanan istilah Corporate
Governance (CG) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai padanan dari
GCG. Dasar penggunaan istilah-istilah tersebut adalah penggunaan kalimat “tata
kelola” dalam pengertian GCG menurut PBI Tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum dan juga dalam Undang-Undang
Perbankan Syariah (UUPS), yaitu:®

Bank Syariah dan Unit Usaha syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola

yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertangpungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

Persamaan lainnya yang penulis maksud adalah persamaan prinsip-prinsip
yang terkandung, baik dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik maupun dalam
GCG, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi
(profesionalitas), dan kewajaran. Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip
' tersebut akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.®

F. Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

*’ Bank Indonesia A, Op.Cit., Psl. 1 Angka 6.
8 Indonesia, Op.Cit., Psl. 34 Ayat 1.

® Ppenulis akan menggunakan istilah Good Corporate Governance (GCG) dan/atau
Corporate Governance (CG) secara bergantian dan disesuaikan dengan keadaan tertentu untuk
menghindari kesalahpahaman dan kerancuan, terutama pada penggunaan istilah-istilah tersebut
dalam hal judul dan isi peraturan perundang-undangan, peraturan, judul buku dan lain sebagainya.
Penggunaan dan/atau penyamaan istilah Tata Kelola, Tata Kelola Perusahaan maupun Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan GCG atau CG terdapat dalam beberapa literatur, karya tulis ilmiah,
dan juga dalam laporan keuangan bank, salah satunya adalah dalam Laporan Tahunan Bank
Muamalat Indonesia Tahun 2007.
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lingkungan yang dihadapinya.™ Dalam rangka memshami permasalzhan suatu
fulisan, diperlvkan data yang akurat. Dalam penelitian fesis ini, Penulis
menggnnakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk memberikan data yang sejelag mungkin agar dapat mempertegas hipotess-
hipotesa dan membaniu memperkuat feori-teori yang sudah ada. Penelitian ind
bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untul melukiskan dan menggambarkan
mengenai bal-hal yang beshubungan dengan penulissn ini, yaim Penerapan
Prinsip Tata Kelola Perusahasn Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor
21 Tahon 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini mengpunakan mefede pendekatan yuridis nomatif, vaitu
penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan, kemudian dikomparasikan dengan kaidah, asas, dan norma yang
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya vang
terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder berupa studi kepustakaan sebagai sumber utama dari penelitian normatif
yang terdiri atas bahan hukum primer yang mengacu pada sumber-sumber hukum
mengenal Perbankan Syariah, Perbankan dan juga Tata Kelola Perusahaan. Bahan
hukum sekunder mengacu pada buku-buku, artikel serta pendapat para ahli
mengenal {eori-teori dan prinsip-prinsip tentang Perbankan Syariah, dan juga
mengenal prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam Perbankan Syariab. Bahan
hulum  tersier terdin dan kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder.

Untuk menarik kesimpuolan dan hasil peneliian vang sudah terkumnpal,
akan dipergunakan metode analitis yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari
peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hulcum positif,

® Soerjono Sockanto, Penganiar Penelitian Hukun, (Jakarta: Ul-Press, 1986), hlm. 6,
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G. Sisteatika Penunlisan

Sisternatika dalam penulisan tesis ini dilakukan menurut bab dan sub bab.
Untuk selanjutoya tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagaimana diuraikan

sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Bab Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang
masalah, pokok permasalalan, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka
konsepsional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan,

Bab kedua, yaitu Bab yang berisikan Tata Kelola Perusahasn Perbankan
di Indonesia. Dalam bab i akan dibagi menjadi sub bab Tata Kelola Perusahaan
dalam Pengelolaan Perbankan i Indonesia, Peran Regulasi dalam Tata Kelola
Perusghaan Perbankan, Tata Kelola Perusahaan dalam Peraturan Bank Indonesia,
Tata Kelola Perusahaan dalam Assitektur Perbankan Indonesia, Pedoman Terkait
Tata Kelola Perusabaan vang Baik untuk Perbankan .

) Bab ketiga, yaitu Bab vang berisikan penjelasan mengenai Tata Kelola

' Perusahaan Perbankan Syariah di Tndonesia. Dalam bab ini akan dibagi menjadi

_ sub bab Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Perbandingan Perbankan
_‘ Syariah dengan Perbankan Konvensional, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Perbankan Syariah, Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah, Mekanisme
Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah

Bab keempat, vaitu Bab yang berisikan Analigis Tata Kelola Perusshaan
Perbankan Syarigh di Indonesia. Dalam bab ini akan dibagi menjadi sub bab
Pengarch Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadep Pengatumun Tata Kelola
Perusahasn Perbankan Syariah di Indonesia, Tata Kelola Perusshaan Perbankan
Syariah Pasca Undang-Undang Perbankan Syarish, Pengaturan Tata Kelola
Perusahaan vang Baik Pada Perbankan Syariah

Bab kelima, berisi Bab Penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dari
tesis ini serta saran yang dapat diberikan,
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TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBEANKAN DI INDONESIA

A. Tata Kelola Perusahaan dalam Pengelolaan Perbankan di Indonesia

1. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

QOFECD mengingatkan bahwa “there is no single model of good corporate

governance” dan sifatnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan dan perubahan
lingkungan, terotama lingkungan bukum dan pasar.” Setiap negara juga dapat
mempunyai definisi tersendiri, bahkan dalam satu negara kalau ada beberapa

pedoman GCG, akan terdapat beberapa definisi mengenai GCG. Secara umum,

dapat dikatakan bahwa pengertian corporate governance berkaitan dengan:®

Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu strukiur, proses dan
prosedur bagi organ persercan dan pemangku kepentingan jainnya;

Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kebiasaan praktik bisnis yang sebat dam etis. Selain ifu harus memastikan
adanya keseimbangan wewenang dan pengendalian (check and balunces) di
antara organ perseroan; untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
ataupun penyimpangan tujuan perseroan;

Tata hubungan ini diator menurut prinsip-prinsip terrentu, di Indonesia dikenal
sebagal “TARIF" (fransparesncy, accountability, responsibility, independency,

Jairness),

Melalui 1ata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan
menetapkan sasaran perseroan seria cara-cara unfuk memantau pencapaian

kinerja. Selain itu corporafe governance juga harus memberikan insentif yang

* teo 1. Susilo & Karlen Simarmata, Op.Cir., him. 17.

2 154 him. 18,
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layak bagi pengurus dan manajemen perseroan dalam upayanya mencapai

sasaran perseroan,

e Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang
perseroan yaitu warga negara korporasi (good corporate citizen) yang sehat,

kuat dan mampu bersaing guna meningkatkan nilai pemegang saham.

Dari uraian tersebut, telah dijelaskan bahwa GCG menggunakan prinsip
yang disebut sebagai TARIF, yang merupakan akronim dari transparency,
accountability, responsibility, independency dan fairness. Pengertian dari prinsip-
prinsip ini diuraikan sesuai dengan definisi dari Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP117/M-MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara,
yaitu:

a. Tramsparency (Keterbukaan)”

Transparency - trausparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi

material dan relevan mengenai suatu perusahaan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG.
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti seluruh pihak yang terlibat
dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan jelas pertimbangan dan alasan-
alasan untuk pengambilan keputusan dan untuk apa keputusan akan diambil.
Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan keberatan ataupun
pertimbangan lain sebelum proses tersebut dilaksamakan. Begitu pula dampak
positif maupun negatif dari pengambilan keputusan tersebut terinformasikan
dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan landasan
terciptanya kondisi fairness dalam bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama
dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis
dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan

deposito berjangka, dan lain sebagainya.

# tbid., him. 19.
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Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan para
pemangku kepentingan. Dengan adanya keterbukaan ini para pemangku
kepentingan dapat menimbang manfaat dan risikonya dalam berhubungan dengan
perusahaan. Praktek keterbukaan informasi ini dilakukan secara optimal dalam
publikasi Laporan Tahunan dan publikasi Rencana Bisnis Perseroan, serta

publikasi berkala perusahaan lainnya.
b. Accountability (Akuntabilitas)™

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertang-
gungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.

Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan
GCQG. Dari artt kata accountability yang mempunyai makna answerbility, liability
dan responsibility maka, prinsip ini menunjukkan adanya tuntutan untuk dapat
menjawab segala pertanyaan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan pada suatu
fungsi. Mulai dan apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut, apa
sajakah hasil-hasil yang diharapkan dan bagaimana hasil pelaksanaannya. Makna
terpenting adalah kemampuan mempertanggungjawabkan kepada pihak luar atas
hasil pelaksanaan fungsi dan tugas pokok jabatan tersebut. Walaupun secara
pengertian hanya dikatakan akuntabilitas organ perseroan, tetapi pengertian ini
berlaku untuk semua jabatan di seluruh perusahaan; yang membedakan adalah
pertanggungan jawabnya. Untuk organ perseroan direksi dan komisaris,
akuntabilitasnya kepada pemegang saham dan publik, sedangkan untuk jabatan
lainnya akuntabilitasnya kepada direksi sebagai penanggung jawab kepengurusan

perseroan.

Pengertian akuntabilitas secara implisit juga mengandung pengertian
terhadap pengukuran hasil kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan etika. Oleh karena itu bagi pihak yang menuntut akuntabilitas hal
ini berarti adanya performance appraisal dan audit eksternal. Sedangkan untuk

pelaksana tugas berarti pertu adanya sistermn pengendalian intern. Praktik eksternal

% Ibid., him. 20.
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audit, kejelasan tugas di antara direksi dan di antara komisaris, performance
appraisal untuk direksi, komisariz dan seluruh jabatan di perseroan, ditaatinya
kode etik korporasi, sistem pengendalian intern, merupakan indikasi terlaksananya

penerapan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini ferkalt sangat erat dengan prinsip
responsibility dan independency dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut.

. Respornsibility (Pertanggungjawaban)™

Pertanggungiawaban, vaitu kesesuatan di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan  prinsip-prinsip
korporasi yvang sshat. Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip pertanggungjawaban
ini sangat erat terkaif dengan prinsip akuntabilitas, Karena akuntabilitas
merupakan eksprest dari prinsip pertanggungjawaban.

Salah satu hal penting dalam penerapan prinsip ind adalah memastikan
bahwa perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sudah memerhatikan dan
mementthi semua kewajiban yang diator dalam ketentuan perundang-undangan,
Misalnya ketentuan mengenai laporan keuangan dan perpajakan, ketentuan
mengenai perfindungan  konsamen, keteﬁtuan perburuhan, ketentuan fentang
persaingan usaha, dan lain sebagainya. Unfuk ketentuan di mana pibak luar juga
ilkcut berperan, biasanya hal tersebut mendapatkan perhatian lebih, seperti misalnya
pemenuhan  ketentuan perpajakan, ketentuan perburuhan, sertifikast produk
Pelaksanagn internal audif yang komprehensif dan sistem pengendalian intemnal
yang baik dapat membantu memastikan pelaksanaan kewajiben ini.

d. Independency (Kemandiriany™

Kemandinian, adalah suatu keadasn &t mana perusahaan dikelola secarz
profesional tanpa benturan kepeniingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun yang iidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaka
dan prinsip-prinsip kerporasi yang schat.

 thid, Mm, 21,

 Ihid., hlm, 22.
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Prinsip  akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip
pertanggungjawaban dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian, maka
prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari
benturan kepentingan yang mungkin ada, baik karena kepentingan diri sendid,
kepentingan golongan ataupun kepentingan karena "balas budi" kepada pihak
tertentu.

Pengelolaan secara profesional dari prinsip kemandirian terkait dengan
adanya duty of care bagi direksi, yang mensyaratkan adanya skill and dilligence
dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam praktik adalah adanya
fit and proper test bagi anggota direksi dan komisaris. Dalam praktik penerapan
GCQG, pelaksanaan fit and proper test ini dapat diperluas kepada seluruh pejabat
struktural perseroan dalam skala yang sesuai dengan kapasitas jabatannya.
Pembuatan pakta integritas dan kontrak manajemen juga membantu untuk
menegakkan kemandirian direksi dan komisaris,

e. Fairness (Kewajaran)”

Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip
transparansi. Tanpa (ransparansi akan sulit bahkan hampir tidak mungkin
diperoleh fairness. Kewajaran baru dapat dilaksanakan bila terdapat kejelasan dan
transparansi. Tiga macam potensi konflik dalam pengelolaan perseroan yaitu (i)
konflik antara manajemen dan pemegang saham; (ii) konflik antar pemegang
saharn, terutama pemegang saham mayoritas dengan minoritas; dan (iii} konflik-
antara perseroan dengan para pemangku kepentingan. Dalam upaya untuk
mereduksi potensi konflik tersebut, organ perseroan harus menerapkan prinsip
kewajaran ini dalam bentuk kejelasan hak dan kewajiban, serta tugas dan

kewenangan yang mereka miliki.

T 1bid.
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Pedoman Taia Kelola Perusahasn yang Baik (GCG Code) dan Pedoman
Direksi dan Komisaris {(Board Meanual} akan membantu mengurangi potens
konflik tersebut dan memperielas hak dan kewajiban seria tugas dan kewenangan
masing-masing fungsi organ perseroan. Seharusnya kedua pedoman tersebut harus
lebih rimci daripada perstoran perundang-undangan yang ada, termasuk

mekanisme kerja di antara dan antar organ tersebut.

- Pedoman Etiks Perusahaan, yang terdiri Pedoman Etika Usaba dan
Pedoman Efika Kesja, merupakan norma-norma untuk mengatur hubungan antara
perseroan dengan para pemangku kepenfingan (stgkeholder) dan norma-norma
untuk mengatur hobungan antar karyawan. Pedoman ind akan membaniu
mereduksi potensi konflik aniara perseroan dengan para pemangku kepentingan,
Akan tetapi perla diingat bahwa ketersediaan pedoman saja belumish cukup. Apa
yang iertulis dalam pedoman tersebwut harusiah  dipabami, dibavati dan
dilaksanakan. Ini sermua memerlukan proses intemalisast yang tidak gederhana
dan memakan wakty, serfa konsistensi yang tinggl ierutarna dari para pemimpin
perusahaan.™ Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan
(alignment) dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG
di atas dengan kebijakan manajemen (management poficy) dan pedoman
operasional {siandurd operating procedures) lain, sehingga spirit dart prinsip-
prinsip GCG memang tercermin dalam setiap proses bisnis. Melalui penyelarasan
ini maka keterdibatan seluroh jajaran dalam penerapan GUG, menjadi lebib terarah
dan terpadu”

2. Tata Kelola Pernsahaan pada Bank Umum

Peran bank scbagal lembaga intermediasi kevangan sangat penting bagi
perckonomian suata negara. Selain itu fungsi bank di Indonesia adalab perunjang
pelaksanaan pembangunan nasiopal dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ckonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

® Iid,, him. 23,

7 Ihid., b, 23-24,
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rakyat banyak. Oleh karena itu aset utama bank yang berupa kepercayaan
masyarakat harus dijaga. Salah satu cara guna meniaga kepercayaan ind adalsh
dengan meningkatkan Kinega dan efisiensi bank, serta pengelolaan yang hati-hati
{prudeniial banking)”®

Bila tenadi kegagalan, akan timbul kxisis kepercaysan di masyarakat. Hal
ini dapat mengakibatkan bank berada dalam kondist rush and ponic. Kondisi
semacam ini harus dicegah dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat,
Dalam kaitan ini, Alan Oreepspan, mantan Gubermur Bank Sentral AS,
mengatakan "when confidence in the imtegrity of financial institutions is shaken or
its commitment to the honest conduct of business is in dowbl, public trust erodes

and the entire system is weakened" M

Penerapan Tata Kelola Perusabaan yang Baik & bank wowm sepintss
nampak tidak berbeda dengan perusabaan lainnya, namun memang berbeda.
Dalamn banyak hal perilaku pengelola dan peroilik bank merupakan fakfor utama
yang memerlukan perhatian dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Dalam banyak hal konsep Agency Theory, yang sering digunakan dalam
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sepenuhnya dapat digunakan
dalam industri perbankan. Untuk itu perlu ditelash lebik lanjut bagaimana
seharusnya penerapan Taia Kelola Perosahaan yang Baik pada industrr perbankan
dijakukan,®

Beberapa shli menpatakan terdapat kondisi spesifik pada bank yang
mempunyal dampak dalam penerapan corporaic  governance. Dari segi
operasional Ross Levine menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua
ciri khas vang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaite (i) industri
perbankan relatif lebih kurang transparan (opague) dibandingkan deogan industri
lainnya karena adanya informasi asimefri, dan (1) intervenst regulator sangat
tinggi dalam perbankean baik secars makro yaitu pada pasar jasa perbankan
manpun secara mikro terhadap masing-masing bank. Stijn Claessens juga merujuk

¥ 1bid, him. 59
¥ 1bid,
¥ thid.
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hal yang sama ketika menyatakan bahwa corporate governance pada bank
memiliki kekhususan dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Hal yang sama
juga dikemukakan oleh Wiraguna Bagoes Oka dari Bank Indonesia yang me-
ngatakan bahwa dua elemen penting dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik di perbankan adalah transparansi dan regulasi.®

Dari segi teoritis, Ciancanelli dan Gonzales juga menemukan bahwa
konsep Agency Theory yang banyak digunakan oleh para pakar sebagai landasan
teoritis corporate governance ternyata tidak dapat sepenubnya digunakan, karena
terdapat intervensi regulator yang dominan dalam industn perbankan. Selain itu
juga asymmetric information yang tejadi menjadi lebih kompleks dibandingkan
dengan industri lainnya; sehingga menimbulkan “opagueness” dalam industri

perbankan sebagaimana disebut oleh Levine dan Claessens.™

B. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan
pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomj nasional yang
berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan
bermanfaat. Ciancinelli dan Gonzales menemukan tiga macam pengaruh regulasi

terhadap corporate governance, yaitu:®
1} Regulasi Sebagai Faktor Eksternal dalam Governance Bank

Aturan corporate governance dalam industri umumnya bersifat sukarela
(voluntary) dan tidak mencampuri urusan proses governance perusahaan
tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses
governance bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi,
karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran
terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai

ancaman sanksi hukum. Contohnya adalah persyaratan untuk menjadi anggota

8 Ibid., hlm. 64
¥ 1bid.

% Ibid., hlm. 65.
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direksi dan komisaris melalui uji kelayakan dan kepatutan; persyaratan khusus
untuk dapat menjabat sebagai Direkiur Utama; kewajiban adanya Dircktur
Kepatohan, dan lain sebagainya. Kalan kita cermati, aturap-aturan yang
diterbitkan regulator dalam industri perbankan, menunjukkan maksud dan
tujuan yvang berbeda dengan apa yang menjadi kepentingan sebuah perusahaan
privat. Regulasi tadi ferlihat lebih menunjukkan kepentingan umum,
khususnya pengguna jasa perbankan. Dengan demikian regulasi merupakan
suaty keputusan politik dard regulator, karena pada dasamya antara regulator
dan pengguna jasa tidak terdapat hubungan kontraktual Hal ini merupakan
pelaksanaan peran regulator yvang dibebankan oleh negara.

Reguinted Market

Regutasi di bidang perbankan selain mengatur masing-masing bank juga ikut
menerbitkan afuran-ateran yvang dapat menimbulkan akibat pada pasar. Salah
satunya adalah penciptaan entry boarrier, yaitu adanya pembatasan terhadap
pelaku pasar, baik dalam jumlsh maupun persyaratan-persyaratan. Untuk
pendirian bank. Dengan adanya aturan ini maka persaingan secara bebas
dalam indusiri perbankan tidak dimungkinkan. Termasuk kebijakan perbankan
yang masth menjadi perbincangan saat imi, yaitu isu kepemilikan tunggal

(single presence policy).

Hal lainnya adalab penetapan tingkat suku bunga SBI yang ditentukan oleh
Bark Indonesia selaku regulator dan batasan nilai deposito atau tabungan yang
dijamin oleh negara akan tkut mempengarhi pasar vang. Begitu pula dengan
penetapan rasio kecukupan modal, atwran mengenal penilafan tingkat
kesehatan bank, dan pengaturan Kliring yang dilakukan oleh bank sentral
Aspek kin vang turut mempengaruhi pasaran tenaga profesional perbankan
adalah rangkap jabatan bagl komisaris dan juge direksi.

Tojuan penerbitan regulasi dalam bidang perbankan yang mempengaruhi
pasar bank dan pasar kevangan nampsknya lebih didominasi oleh tojuan
penciptaan  kesejahieraan masyarakat dibandingkan dengan peningkatan
kompetisi antar bank.

. Universitas indongsia
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3} Regulasi sebagai representast kepentingan publik

Salah satu tujuan ntama penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada
industri umumnya, vaite memaksimalkan nilai tambah bagi para pemegang
saham (maximize shareholders value). Namun, dalam industri perbankan hal
ini tidak sepenubnya berlaku karena terdapat kepentingan lain vang jouga harus
diperhatikan, yaitu kepentingae publik, dan hal ini dilaksanakan melalui
regulasi, Regulator dalam hal ind bertindak mewakili kepentingan publik untuk
memastikan bahwa kepentingan publik mendapatkan perhatian. Regulasi ini
memastikan regulator ikut memikul risiko vang ada dalam perbankan,
sehingpa membuat regulator berusaha untuk menciptakan struktur dan proses
dalam industni perbankan unfuk mencegah pemilik bank melakukan kepiatan
vang berisiko tinggl dengan menggunakan uang milik deposan. Hal ini karena
peran regulator sebagal “lender of the lasi resort™

C. Tata Kelola Pernsahaan dalam Peraturan Bank Indonesia

Peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahan yang Baik perlu
dilaksanakan karena risiko dan tantangan vang dihadapt bank baik dari intt;:m
manpun ekstern sermakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris
dan Direksi diharapkan mampu bertindak scbagai panuian (role model) dan motor
penggerak agar bank secara kKeseluruban mepsrapkan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahan vang Baik secara optimal dan ferencana™ Untuk #u, Bl kemudian
mengeluarkan Peraturan Bank indonesia (PBI) terkait dengan pelaksanaan Tata
Kelola Perusshaan di bank umum agar kalangan perbankan mempunyai pedoman
dalam melaksanakan Tate Kelola Perusshan yang Batk. PBI vang dimaksud
adalsh PBI Nomor Z/14/PBI2006 Tentang Perubshan Atas PBI Nomor
8/4/PBL2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum.

Tujuan dikelvarkannya PBI tersebut, selain untuk memperkuat kondisi

internal perbankan pasional dalam menghadapt risiko yang semakin kompleks,

* Bank Indonesia A, Penjelasan Umn,
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jega berupaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta nilai-nilai etika (ethics value) yang berlaku umum pada industri perbankan ¥

BI juga mengatur mengenal kewaiiban bank untuk melaksanakan prinsip-
pringip GCG dalam setiap kegiatan usshanya pade selurub tingkatan atau jenjang
organisasi.® Baok harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, dimana paling
kurang harus diwujudkan dalam 7 (tujub) hal sebagai berikut:™

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;™

b. kelengkapan dan pelaksanaan tngas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern bank;”

¢. penerapan fungst kepatnhan, suditor internal, dap auditor clksternal;™
d. penerapan roanajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;™
e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;™
f. rencana stratepis bank;”

g. transparansi kondisi keuangan dan non kevangan bank.*

Fokus utama kegiatan perbankan adalah menjaga kepercayaan masyarakat
dan mencepah risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risike-risiko tersebut terdapat

¥ Muh Arief Bffendi, Fhe Power of Good Corporate Goversance: Teori dan

Impienerosi, (Yakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 84
% Rank Indouesia A, Psl, 2 Ayat (1),
¥ Ihid., Psk. 2 Ayat (2).
% 1hid., Psl. 4 sampat dengan Psl, 35,
# thid, Psl. 38 sampai dengan Psl. 48,
% thid,, Psl. 49 sampai dengan Psl. §2.
¥ thid., Pl 53,
™M fbid., Ps), 54 dan Psl. 35.
 Ibid., Psl. 56.

% 1bid., Psl. 57 dan Psl. 58,

. i}aiv%mitgs indonesia
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dalam Pasal 4 Ayat (1) PBI Nomor 3/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajernen
Risiko bagi Bank Umum diuraikan menjadi delapan macam risiko, yaitu risiko
kredit, ristko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risike hukum, dsiko
reputasi, risiko sirategis dan risikc kepatuban. Bila tidak ditangani dengan baik
risikko ini dapat mengakibatkan kegagalan operasi ataupun pelanggaran yang
berupa kejahatan perbankan dan dapat mengarah pada krisis perb #

PBI Nomor $/14/PBI2006 Temtang Perubahan Atas PBI Nomor
8/4/PBI 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagl Baok
Umum Pasal 53 mewajibkan bank uotuk menerapkan manajemen risiko secara
efektif, vang disesuaikan dengan iujuap, kebijakan usaba, ukuran dan
kompieksitas usaha serfa kemampuan dengan berpedoman pada persyeratan dan
tata cara sebagaimana ditetapkan dalam PBI Nomor 5/8/PBI/2003.

D. Tata Kelola Pernsahigan datam Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (AP diluncurkan oleh Bl pada 8 Januari
2004 sebagai upaya memperkuat struktur perbankan di Indonesia.” API
merupakan suﬁtu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat
menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk
rentang waktu lima sampai sepulub tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut
dilandasi oleh visi mencapai suatu sistern perbankan yang sehat, kuat dan efisten
guna menciptakan kestabilan sistem  kewangan dalam  rangka membantu

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ¥

Guna mempermudah pencapaian visi APD teesebut, maka ditetapkan
beberapa sasaran yang ingin dicapai yain:'™

% Lo 1. Busilo den Karlen Simarmata, Op it him. §2-53.
% thid., him. 72.

# Dircktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Tndonesta, "Rooklet Perbankan
Indonesia Tshus 2008, him. 16,

2 shid.
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Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang

berkesinambungan;

Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan

mengacu pada standar internasional;

Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang
tingg serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;

Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi
internal perbankan nasional;

Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya
industri perbankan yang seha;

Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilar penunjang

pencapaian visi APIL.

API terdiri dari enam pilar, yaitu:**'

Pilar 1 — Struktur Perbankan yang Sehat

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum datam
rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko,
mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usaha
guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan
implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara
bertahap.

Pilar 2 — Sistem pengaturan yang Efektif

Program ini berfujuan meningkatkan efektivilas pengaturan serta memenuhi
standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program

ini dapat dicapai dengan mengacu pada 25 Basel Core Principie for Effective

' | 0 J. Susilo dan Karlen Simarmata, Op. Cit., him. 17-21.

o Universitas Indonesia
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Baniking Supervision, Basel I, dan Islamic Financial Service Bowrd bagi Baok
Syariah.

Pilar 3 — Sistem Pengawasan vang Independen dan Efektif

Program ini bertujusn untuk meningkatkan independensi dan efeklivitas
pengawasan perbankan yang dilaksgnakan oleh Bl Hal ini dicapai dengan
peningkatan kompetensi pemertksa bank, peningkatan koordipast antar
lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan
efektivitas enforcement dan konsofidasi organisast scktor perbankan di BIL
Pilar 4 — Industri Perbankan vang Kaat

Program ini merapakan program peningkatan kuvalitas mansjemen dan
operasional perbankan. Secara keseluruban program ini bertwjuan unink
meningkatkan Tata Kelola Perusabaan yang Baik, kualitas manajemen risiko,
dan kemampuan operasional mangjemen. Semakin tingginya standar Tata
Kelola Perusahaan yang Baik dengan didukung oleh kemampuan operasional,
termasuk manajemen risiko yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kinerja
operasional perbankan.

Peningkatan Tata Kelola Perusabaan yang Baik, diantaranya dengan:

a. Menetapkan mintmum standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk

bank umum konvensional dan syariah;

b. Mewajibkan bank untuk melakukan seff-assessment pelaksanaan Tata
Keiola Perusahaan yang Baik;

c. Mendorong bank-bank untuk go public.
Peningkatan knslitas manajemen nsiko perbankan, yaitu dengan:

a. Mempersyaratkan sertifikast manajer risiko bank umum konvensional dan
syarizh;

b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain
melalui program seriifikast profesional bagi pengurus BPK dan BRRS.
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Peningkatan kemampuan operasional bank, yaitu dengan:

a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing peoggunaan fasilitas

operasional guna menckan biaya;

b. Memfusilitasi  kebutvhan pendidikan dalam  rangka peningkatan
operasional bank,

s Pilar 5 — Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi

Propram ini bertujuan untuk mengembangkan sarana operasional perbankan
vang efektif seperti Credit Burean, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan
pengembangan skim penjaminan kredit. Credir Bwreen akan membantu
perbankan  dalam  meningkatkan kualitas keputusan kredifnya; lembaga
pemeringkat kredit akan membantu dalam publicly traded debt yang dimiliki
bank akan lebih transparan dan juga meningkatkan efektivitas manajemen
keuanpan perbankan. Sedangkan skim pergaminan kredit akan mempermudah
akses masyarakat terhadap kredit. Sasarannya dalam tiga tahun telah tersedia
infrastruktur pendukung perbankan yang memadai.

e Pilar 6 — Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penefapan
standar penyusunan mekanisme pengaduan pasabah, pendirian lembaga
mediasi independen, peninglatan transparansi produk perbankan dan edukasi
bagi pagabah, Sasarannya adalab dalam dua hingga lima tehun program-
program tersebut dapal meningkatkan kepercayaan pasabah pada sistem
parbankan pasional.

E. Pedoman Terkait Tata Kelola Perusshaan yang Baik untuk Perbankan
1. Baselli

Mengingat pentingnya sektor permodalan pada bank, pada tahun 19388
Bank for buernational Seitlements (BIS) mengeluvarkan svatu konsep kerangka
permadalan yang lebih dikenal dengan the 1988 «ccord (Basel I). Sistem im
dibuat sebagal penerapan kerangka pengukuran bagi ristke kredit, dengan
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mensyaratkan standar modal minimum adalah 8 persen. Komite Basel merancang
Basel 1 sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk
memisahkan eksposumnya ke dalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan
kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti
eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal
yang sama, tanpa memerhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan
pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu

nasabah.'®

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia
perbankan, BIS kembali menyempumakan kerangka permodalan yang ada pada
the 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di
kenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan strukfur dasar the 1988 accord
yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif
terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan
kualitas penerapan manajemen mnsiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara
penyesuaian persyaratan modal dengan nsiko dan kerugian kredit dan juga
dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang
disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.'®

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem
kevangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis
risiko, supervisory review process, dan market discipline. Kerangka Basel 11
disusun berdasarkan forward-looking approach yang memungkinkan untuk
dilakukan penyempumaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk
memastikan bahwa kerangka Basel Il dapat mengikuti perubahan yang terjadi di

pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.'™

Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat
bagi perbankan. Namun perbankan akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa

102 «gekilas Implementasi Basel 11" <hitp://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BASIASOF-
SBFC-4E2F-BCDA 76068B1083703/1384/PenerapanBaselllwebversion] pdf>, diakses 30 Mei
2009.

3 Ibid.

™ rbid.
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penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena
Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi
suatn bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar
internasional, jika mengikuti standar ini.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil msiko
bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek
manajemen risiko di perbankan depgan menggunakan berbagai alternatif
pendekatan (approaches) dalam mengukur risiko kredit (credit risk), risiko pasar
(market risk) dan risiko operasional (operational risk), maka hasilnya adalah
perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive capital

allocation).'®
Dampak implementasi Basel 1I terhadap ketahanan sistem perbankan:'*

1. Apakah bank mengalami penurunan CAR sampai dibawah minimum 8

persen?

Bank Indonesia bersama sejumlah bank terus melakukan secara periodik studi
dampak kuantitatif untuk melihat konsekuensi penerapan Basel II terhadap
modal bank. Oleh karena itu, dampak Basel II terhadap modal bank
semestinya dilihat secara individual dan menjadi kewajiban untuk sejak dini
melakukan penilaian serta meningkatkan efektifitas penerapan manajemen
risiko agar dapat secara optimal memanfaatkan insentif yang ada. Penurunan
CAR bisa sampai terjadi bagi bank yang risikonya memang lebih besar,
namun bagi bank vang kreditnya didominasi oleh retail dan KPR akan
menyebabkan perhitungan kebutuban modal yang lebih rendah, karena Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) retail dan KPR lebih rendah dari yang

sekarang diterapkan.
2. Apakah Basel II akan diterapkan untuk seluruh bank umum?

Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan

peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan

195 1bid.

19 1hid.
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PRI Nomor 5/8/PBI2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajernen
Ristko Bagi Bank Upmm. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar
dan bank keeil karens budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron
yang umum. Sementara itu, berdasarkan hasil surver perbankan jugs
menghendaki agar Basel Il dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk
mengurangd dampak negatif terhadap tingkat persaingan autar bank akibat
perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan
manajemen visiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada
Basel 1 akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

. Mungkinkah iraplementasi Basel II menghambat proses intermediasi?

Penerapan Basel IJ tidak dimaksudkan untuk menghambat proses intermediasi
yang telah dilakukan perbankan selama ini. Ataupun, dalam lingkup makro,
mengurangt dominasi perbapkan dalam pembiayaan roda perekonomian,
Pendekatan-pendekatan yang ditawarkan dalam Basel U sccara keseluruhan
lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mereposisi dan meredefinist apa yvang
telah dilakukan perbankan dengan fokus pada pengelolasn risiko. Dafam
kattannya dengan fungsi intermediasi, Basel 11 bukanlab suate kerangka kerja
vang mekanistis dimana tidak terdapat ruang ontuk toleransi. Beberapa kisusul
diskresi nasional {(national discretiorn) memberikan keleluasaan untuk in. Jika
implementasi Basel I diperkirakan skan menyebabkan penurunan eksposur
untuk sekior terfentn (misainya disebabkan penpgunasan peringkai dalam
pemberian kredit kepada korporasi dalam pendekatan standar untuk risike
kredit), maka pada bagian lain, implementasi Basel I juga mendorong
peningkatan cksposur untuk sektor lainnya seperti kredit untule sektor retail
{misalnya kredit wvsaha kecil, perorangan, dan lain-lain) dan perumahan
melalul penurunan bobot nisiko kredit untuk masing-masing sektor tersebut,
Proses perpindahan tersebut disadari akan menimbulkan efek kejutan bagi
bank, debitur dan perekonomian pada umumnya. Namun demikian, efek
tersebut diharapkan tidak berlangsung lama dan hanya hersifat fine numing

yang lazim dalam suatu perekonomian.

Penerapan Prinsip..., Wahyu Adhy Nugroho Ramona, FH ubniersitas indonesia



4, Apaksh dampak bagi bank yang saat ini sedang berupayz meningkatkan
permodalan dalam kerangks implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia
(APD)?

Peningkatan permodalan bank dalam kerangka implementasi API secara tidak
tangsung merupakan sarana bagi bank nntk mengimplementasikan Basel I
dengan baik. Dukungan permodalan yang memadai akan memungkinkan bank
untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang
diperlukan dalam mengimplementasikan Basel II. Dengan demikian,
kewajiban pemenuhan moda! inti minimum bank wmum sebesar Rp 80 miliar
pada akhir tabun 2007 dan Rp 100 miliar pada akhir tahun 2010 selain dapat
meningkatkan skala ekonomis dalam pelaksansan kegialan operssional juga
memberikan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan kemampuan

manajsmen risiko dalam kerangka implementasi Basel 1L
-5, Apuzkab pragyarat agar Basel I dapat diterapkan dengan baik
Prasyarat utarma agar Basel IT dapat diterapkan dengan baik meliput:

» Penerapan mangjemen risiko di bank sebagaimana telah diatur dalam PBI
No. 5/8/PBI2003 tanggal 19 Mei 2003 fentang Penerapan Manajemen
Risiko Bagr Bank Uroum;

e Penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepads standar akusiansi
internasional {IAS) antara Iain IAS 32 dan IAS 39,

» Pencrapan perhitungan permodalan secara konsolidasi dengan perusshazn
tertenty dalam scklor keuangan kecuali asuransi;

» Pengakuan perusahaan pemeringkat oleh Bank Indonesia untuk dapat
melakokan rating terhadap debitur bank

Dalam Basel 11 dinyatakan bahwa setiap otoritas pengawas perlu
mempertimbangkan aspek prionitas sebelum  mengadopst Basel . Melalui
implementasi Basel I1, BI pada dasamya ingin meningkatkan aspek manajemen
risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yvang terjadi baik
di dalam negeri, regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan
kondisi perbankan dewasa ini maka Bl secara realisiis menstapkan format yang
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diambil dalam langkah implementasi Basel II. Untuk itu pendekatan yang akan
dilakukan sebagai default adalah pendekatan yang paling sederhana, yaitu
standardized approach. Artinya seluruh bank akan melakukan penyesuaian
perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang diatur dalam
Basel II.'

Basel II juga memungkinkan adanya pengaturan yang disebut national
discretion, suatu pertimbangan yang diputuskan oleh otoritas pengawas setempat
yang mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas dari produk perbankan
Indonesia. Untuk mendapatkan rekomendasi pengaturan yang tepat dalam
pembahasan substansi Basel II termasuk wational discretion, Bl membentuk
kelompok kerja (working group) bersama perbankan. Rekomendasi pengaturan
akan diformulasikan dalam bentuk Consultative Paper (CP) yang akan
didistribusikan kepada stakeholders khususnya perbankan unfuk dimintakan

masukan, pendapat dan saran.

Selama ini banyak salah paham khususnya di kalangan perbankan bahwa
nantinya bank akan diwajibkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih
advanced, sehingga mewajibkan bank harus menginvestasikan lebih untuk
IT/Database yang dinilai sangat mahal dan ini jelas memperberat bank. Pada
prinsipnya bank diberikan keleluasaan untuk dapat menerapkan pendekatan yang
lebih advanced sehingga bank diharapkan dapat memperoleh keuntungan, maka
bank dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada BI. Pengawas BI akan
melakukan validasi terhadap kesiapan bank dimaksud sebelum mengijinkan bank
menghitung kecukupan modal dengan perhitungan yang dilakunkan sendiri. BI
juga sedang mendidik khusus pengawas bank yang nanti akan bertindak sebagai

validator market risk dan validator credit risk.'®

97 1bid.

19 r1bid.
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2. Pedoman GCG Perbankan Indonesia

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, yang kemudian
menjédi Komite Nasional Kebijakan Governance, mengeluarkan snatu Pedoman
GCG Perbankan Indonesia pada bulan Januari 2004.

Pedoman tersebut terdiri dari: '™
1. Prinsip dasar GCG

Prinsip dasar GCG yang diutarakan adalah prinsip dasar yang umum
digunakan dalam penerapan GCG di Indonesia, yaitu Transparency,
Accountability, Responsibility, Independent, Fairness (TARIF).

2. Governance structure

Governance sfructure menguraikan fungsi, peran dan tanggung jawab organ
perseroan dan organ pendukung seperti auditor, komite audit, compliance
officer, sekretaris perusahaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan

stakeholders lainnya.
3. Best practices

Best practices berisikan uraian singkat ﬁwngenai pedoman perilaku (code of
conduct), rekomendasi untuk membentuk corporate value dan corporate
culture, menaati kebiasaan atau praktek internasional dalam dunia perbankan
(uniform custom and practices, international accounting standard) dan

ketaatan pada kode etik bankir.
4. Peranan otoritas pengawas bank, dan;
5. Pedoman praktis penerapan GCG

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,
schingga diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh
perusahaan (bank) dalam melaksanakan penerapan GCG.

' Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman GCG Perbankan
Indonesia, Januari 2004,

Uni itas Indonesia
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BAB 3
TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
1. Xonsep Dasar Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut sebagai Bank Syariah merupakan
lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor
riil melalui aktivitas kegiatan usaha, seperti investasi, jual beli, atau lainnya,
berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Istam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai
syariah yang bersifat makro maupun mikro.'"°

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat,
bebas dari bunga (riba), bebas dani kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti
perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar),
bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (barhil), dan penggunaan uang
sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku
Perbankan Syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi
Muhammad SAW, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, fathanah. Selain 1tu, dimensi
keberhasilan Bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long term
oriented) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan
kemanfaatan hasil.'"

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas
nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga kevangan yang

beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan yang

1% Ascarya, Op.Cit., him. 30.

WU phid

Unjversitas Indonesia
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ada, lembaga kenangan perbankan merupakan sektor yeng paling besar
pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarskat modern. Secara umum,
tujuan Bank Syarish scharusnya adalah mendorong dan mempercepat kemajuan
ckonomi suafu masyarakat dengen melakukan keginten perbankan, finansial,
komersial dan invesiasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Upaya ind tentu saja
harus didasari oleh larangan atas bunga pada setiap transaksi; prinsip kemitraan
pada senma aktivitas bisnis dengan dasar kesefaraan; keadilan dan keinjuran;
prinsip hanya menpcart keuntungan yang sah semata-mata; pembinaan manajernen
keuangan pada masyarakat; mengembaugkan kompetisi  yang  sehat;
menghidupkan lembaga zakat; serfa pembentokan wkinnvak (networking) dengan
lembaga kevangan lainnya baik di dalam maupun di uar negeri.*

Bank berdasarkan prinsip syariah atau Bank Islam atau Bank Syarish,
seperti halnya Bank Konvemsional, juga berfungsi sebagai suatu Jembaga
intermediasi (intermediary institution), yaita suatu lembaga yang mengerahkan
dana dan masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat
yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.'™ Walaupun Indonesia
bukan merupakan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah
Islam, tetapt Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam. Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, kebutuban bagl para
penduduk Indonesia yang muslim akan adanya suatn bank yang beroperasi
berlandaskan prinsip syariah jelas sangat mendesak diperiukan.'"

Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-pilai keadilan, kemanfantan,
keseimbangan, dan keuniversalan {raehmatan 1! ‘clamin). Nilai-nilai tersebul
diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didssarkan pads Prinsip Svariah
vang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Svariah merupakan bagian
dari ajaran Islam yapg berkaitan dengan ekonomi. Salah satu privsip dalam
ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagal bentuknya, dan menggunakan

Y2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institet Bankir Indonesia, Bank Syari ob:
Konsep, Produk don Implementosi Operasional. (fekadty: THambatan, 2609}, hlm. 20.21.

Y3 Sutan Remy Sjohdeni, Perbonken Isdom dar Kedudwhormya datom Tato Hwlum
Perbanken Indonesia, {Jakarte: Postals {Nama Orafit, 1969 Bim. 1,

19 rpid, him, 121,
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sistem antara jain prinsip bagi hasil, Bank Svariah dapat menciptakan ikiim
investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbag, baik
berupa keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga aken
menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahoya. Dalam jangka
panjang, hal inl akan mendorong pemerataan ekonomd pasional karens hasil
keuntungan tidak hanya dinlkmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh
pengelola modal.'?

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dava, penyaluran dana dan
pelayanan jasz, Bank Syarizh (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariali dan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah) wajib memenubi Prinsip Syarigh, Pemenuhan
Prinsip Syanah dilakukan baik dalam kepgiatan penghimpunan dana yaitu dengan
mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah''® dan Mudharabah,"' penyaluran dana
atan pembiayaan yaitu depgan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah,
Musyarakah"* Murabahah,'® Salam,"™ Istishna' ' [jarah, ™t [arah Muntahiva

"% Indonesia A, Jp.Cit., Penjelasan 1Jmum.

"' Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah Wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada
* produk rekening gire. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan Wadi'oh amanch. Dalam Weadi'ah
amanah, pada prinsipnya haria titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, Sementary itu,
dalam Wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi {bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta
titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adiwarman A, Karim, Bank Jstom:
Analisis Figih dan Kenangan, B4, 3, (Jakarta: PT RajaCGrafindo Persada, 2007, him, 107-108.

" Mudharabah adalsh Pesavaman dana dari pemilik dama (shahibud maaly kepada
pengelola dana {mudharid} untuk melakukan kegistan usaha tertentn, dengan pembagian
menggunakan metode bagl umtung {profit sharing) atau metode bagi pendapatan {ner revenue
sharing} anlara kedua belah pihak berdasarkan nisbab yang telah disepaiati sebelumnya. Bank
Indonesia, ¥Booklet Perbankan Indionesia Tahan 2008, hilm. 113,

"9 Musyorakah adalzh penanaman dana dari pamilik dana/modal untuk mencampurkan
dana/modal mereka dalam svatu usaha terientu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nishak
yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerupian ditangeung semua pemilik dans/modal
berdasarkan bapian dana/modal masing-maging. /&d,

" Murabahah adalah Jual beli baranp sebesar harga pokek barang difambah dengan
margin keuntangan vang disepakati, Jbid,

% Salam adalzh Jual beli barang dengan care pemesanan dengan syarst-syamt tenenty
dan pembayaran tunai terlebih dabulyu secars penub. 76id.

2 Istishng” adalah Jual beli barang dalam bentuk pemesanan penibuatan bareng dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan, /bid,

"2 Boreh adalzh akad pemindahan hak guna (reanfaat) stas suatu barang atau jasa dalam
wakiu fertentu melahw pembayaran sewg/fupah, tanpe ditkuti dengan pemindshan kepemiiikan
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Bittamlik'™ dan Qardh,”™ maupun pelayanan jasa yaitu dengan mempergonakan
antara lain Akad Kafalah, ' Howalah™ dan Sharf ¥

2. Bank Mueamalat Indonesia Sebagai Pelopor Perbankan Syariah

Pertumbuhan den perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari kehadiran dan peran soria Bank Muamalat. Begitu pun
ketika membahas mengenal sepak terjang Bank Muamalat, tak bisa dilepaskan
juga dad bergulimya perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia, Thk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H
atau I November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa fokoh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 27
Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992 dengan dukangan tokoh-fokoh dan pemimpin
Muslim terkermuka dan beberapa pengusaha Muslim. Pendinan Bank Muamalat
juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai

barang itu sendiri. Fatwa Dewon Svariah Nasional No. 09/DSN-MULIV/2000 rentang Pembiayaan
Farah, dalam Himpunan Faiwa Déwan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah.
Edisi Pertama, (Jakaria: Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia,
2001), him. 55,

2 Harah Mutabivah Bit Temlit adslah Akad sewa menyewa aniara pemilik obyek sewa
dan penyewsd ontuk mendapatkan nbalen ates obyek sews vang disewakannya depgan opsi
perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan fnal beli atan pemberian (hibah) pada saat tertentu
sesizai akad sews, Bank Iixlonesis, ®Bookdet Perbankan Indonesie Tahnn 2608, Op.Cit., hbm, 113-
114,

¥ Oardh adalah Pinjam meminjam dapa tanps imbalan dengan kewsjiban pihak
peminiam mengermbalikan pokok pinjeran secars sckaligus slae oiclian dalam jangks wakiy
tertentn, fbid, bim. 114

o Kafolah merppaken Juminan yvang diberikan oleh pesanpeung (kafily kepada pihak
ketige uniuk memenuli kewajiban pihsk kedus vang ditanpmung. Kofaloh dapat juga diartikan
mengalibkan langeung jawab sescorang yang dijein denpan berpepang pads tanggung jawab
orang lain sebagal penjamin, Laporan Tahunan 2007 Bank Muamaial, Op.Cir, hlm. 106,

¢ Hawalah adalsh progalihan butang dari orang vang berutang kepada orang lain yang
wajib monanggungrya, atau dengan kel lain pemindaban beban bubang darl mekidl {orang vang
berhuteng) menjadi tanguungan smhal’aleth atan orang yang berkewajiban membayar hutang,
Navasi. fhid.

7 Sharf dapat disebut dengon jual behi valula asing, Pada prinsipnya jual beli valuta
asing sejalan dengan prinsip shaef. Jual beli mate nang vang tidak sefeals ini, penverahannya
hanya dilakukan pada waktu yang sama (spodh. Bank mengambi keuntungan dari jual beli valuez
asing. Adiwarman A, Karim, Op. Cie, ktm, 112,
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Rp 84 miliar pada seat penandatangapan Akta Pendirian Persercan. Kemmdian,
dalam acara silaturahmi pendician di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari
masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 106 miliar, ™

Bank Muamalat berhasil menvandang predikat sebagai Bank Devisa hanya
dua tahun setelah pendiriannya, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1994, Predikat
tersebut semakin memperkokoh posisi Bank Musmalal sebagat Bank Syeriah
pertama dan terkemuka di Indonesia dengan berbagal jasa dan produk yang terus
dikembangkan.

Krisis moneter yang terjadi pada talwan 1997 - 1998 telah menghancurkan
sebagian besar kondisi perckonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Mayoritas sektor perbankan nasional terbelit negative spread dan kredit macet.
Hal tersebut mengakibatkan sejurnlab bank mengalami kondisi terburuk dalam
pengawasan Badan Peryehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus
mendapatkan bantuan rekapitalisasi dari pemerinteh. Namun, dengan sistem
gyariah yang dijalankannya, Bank Muamalat terhindar dari negative spread
tersebut, schingga Bank Syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori ‘A’
yang tidak membutubkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi pemerintah.’

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamatat berupaya meneari
pemnodal potengial dan mendapat tanggapan posilif dari fslomic Development
Bank {IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum
Pemegang Saham (RUFS) tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah
satu pemegang sabam Bank Muyamalat. Dalam periode antara 1999 dan 2002,
Bank Muamalat berbasil membalikkan keadaan dari kondisi ragi menjadi laba
berkat daya upaya serta ketastan terhadap pelaksanaan perbankan syarish secama
murni. Sepanjang tabun 2000 juga ditandal dengan perbaikan yang sangat berarti
pada pendapatan margin dan bagi hasil dari Kp 9,1 miliar menjadi Rp 40,8

miliar.’™®

18 { apocan Tahunan 2007 Bank Muamalat, Op.Cir, bim. 4.
2 rhid, him 5.

%0 5. Simansari Boip, Syw'bab Asa, Avesina, Ketike Bogi Hosil Tiba: Perjalancr 10
Tabmrr Bank Muamalat, Cet. 1, Mei 2002,

. Universitas Indonesia
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Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari kemampuan manajemen uniuk
melakukan restrukturisasi  scluryh  pembiayaan  bermasalah  sckaligus
meningkatkan fasilitas permbiayaan, vang mengalami peningkatan dari Rp 433,1
miliar menjadi Rp 914,8 miliar."" Scbagai dampak dari kenaikan margin dan bagi
hasil tersebut, secara ofomatis pendapatan operasional juga mengalami kenaikan,
vang akhirnya meningkatkan penerimasn laba bersih Bank Muamalat dai Rp 2,7
miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 7,1 miliar pada akhir tahun 2000.%

Persaingan di kalangan Bank Syariah, yang bermunculan sebagai akibat
dari dilahirkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nemor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan banyaknya Bank
Konvensional yang membuke atau dikonversikan menjadi Bank Syariah sebagai
dampak krisis moneter, semakin terlihat jelas. Setelah adanya revisi terhadap
peraturan  perundang-undangan perbankan vaifu munculnya Undang-Undang
Nomor 10 tzhun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7
{ehun 1992 tentang Perbankan, dischutkan babwa Bank Syariah adalah Bank
Umum yang melaksanskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. '™

3 Ibid.
92 1bid, hal 260.

153 Semenjak dikeloarkannys undang-undang perbankan tersebut, yang memberikan izin
kepada Bask Kosvensional untuk mendivikas UUS, maks perkemshangan Perbankan Syarish
menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pesat Tingkat pertumbuban Bank Syariah
sangat fantastis, mencapal 88,6 persen, dengan volume usaha mencapai Rp 14 triliua, Dengen
volume terschui, pangsa perbankan syarish terhadap perbankan pasional mencapai 1,1 persen. Hal
demikian sejalun dengan cetak bity Porbankan Syariah vang saat ini memasuki fase portumbuhan
tinggi. Tingeinya pertumbuban volame Perbaskan Svarleh ind tidak teriepac dari berkembanguys
jumiah perbankan konvensional vang membuka UUS. Sampai dengan Desember 2004 jumish
B8 sudah mencapai 3 bank wmum, 15 UUS dan 88 Bank Perkzeditan Rakyat Syariah {(8PRS),
dengan jumish jaringen kantor mencapal 443 buab, Dar sisi kisegje, Bank Sywriah pun
memmptkian kondisi yanp baik, dengan now performing financing yang hanys mescapai 2.8
persen, dan kondist fungsi intermediast perbankan yang finggi ditunjukkan dengas rasio FDR
mencapal 144 persen.

Sementara itu, sampai triwuian 1 tahun 2003 jumiah jaringan kantor beriambals lagi menjadi 455
buah, dengan tambahian gatn UUS, Kinerja perbankan syariah terus melaju dengan Jonjakan DPK
72,5 persen menjadi Ry 11,8 triliun, pembiayaan melonjak 110,6 persen menjadi Rp 12,1 triliun,
dan FDR yang melebihi 100 persen. Dengan pertumbuhan yang pesat ini pada akbir tahun 2005,
aset Perbankan SByariah dapat mencapai Rp 25 triliun. Dibandingkan dengan pertwmbuhan
Perhankan Svarizh dunia vang sedikit menurun dari 20,6 persen pada tabun 2003 menjadi 19,6
persen pada tabun 2004, persunbuban Perbankan Syariah di Indonesia sangat menggembirakan.
Lihat Ascarya, Diana Ywmamita, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangen Syariah di
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3. Peranan Peraturan Perunduang-Usdaogan Terhadap Pengembangan

Perbaukan Syariah

Perbankan Syanah sebagai salah ssiuy sislem perbankan nasional
memeriukan berbagai sarana %smézzktmg agar dapat memberikan koniribusi yang
maksimum bagi penpembangan  ekonomi  nasiopal™ Pertumbuhan dan
perkembangan Perbankan Syarah di suatu negara sangat ferganbmg pada
dukungan peraturan perondang-undangan yang memadal dan mengatur mengenai
Perbankan Syariah sesual dengan karakteristiknya. Peratuam  perundang-
undangan tersebut dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan
Perbankan Syarigh. Perundang-undangan berfangst sebagai “sarana kontrol
sosial” dan juga “sarana rekayasa sosial” dari kebidupan suatu negara ™°
Kebijakan politik suatu negara pada umumnya akan dituangkan dalam bentuk
perataran perundang-undangan. Hal tersebut juga berlaku dalam pengembangan
Perbankan Syariah di Indopesia yang sangat bergantung ada tidaknya aturan
perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha Perbankan Syarizh, selaim itu
juga diperlukan dukungan infrastrulctur dan juga Suraber Daya Manusia (SDM)
yang memadai dalam mewujudkan sistem Perbankan Syariah itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan di negara-negara non-muslim belum dapat
menerima konsep yang tidak menjamin pengembalizn pokok dari dana yang
disimpan oleh nasabah penyimpan dana dan menjarin kepastan tingkat inbalan
{rate of return) seperti yang diberikan oleh Bank Konvensional, Sistem perbankan
syariah yang berdasarkan asas pembagian keuntungan dap kerugian {principle of
profit and loss sharing) tidak dapat, berdasarkan definisinya, menjamin tingkat
imbalan yang tetap {fived rate of reswrn) atas dana simpanan nasabah. Bank
Syariah tidak menjamin pokok darl dena simpanan fersebut karens jika terjadi
kerugian, maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari dana simpanan itu,
Dengan demikian perbedaan dasamnya ferletak di akar yang terdalam dari kedua

indopesia,” Procoeding Semingr Nasions! Bank Indonests, Jakarts 2008, Pusat Pendidikan dan
Studi Kebanksentralan Rank Indonesis, bim. 9.

™ Indonesia &, OUp.C1,

3 Rachmadi Usman, dspek-dspek Hikum Perbanken Istem & Indonesia, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2002}, blm, 123,
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gistem iz, Qleh karepa itu, negara-negara yang berpegang pada undang-undang
konvensional ticiaic mungkin memberikan izin kepada lembaga-lembaga yvang
ingin melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan skirn profit and loss sharing
untuk berfungsi sebagai bank komersial. ™ |

Contoh negara yang berpegang pada undang-undang konvensional, yvaitu
Amerika Serikat (AS). Charles Schotte, seorang spesialis peraturan perundang-
undangan dari Departemen Keuangan AS, mengemukakan:™

There has never been an application jor an Islamic establishment 1o sef up

gither as a bank or as anyihing else. So there is no precedent to guide us.

Any institution thai wishes to use the word “bank” in its title has to

guarantee af least a zero rate of interest — and even that might coniravens
Islamic Laws.

Indonesia tidak mengalami permasalahan seperti yang dialami negars-
negara non-muslim. Undang-undang Perbankan Indonesia, terutama seteloh
divbahnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998, bersikap sangat positif bagi perkembangan Perbankan Syariah di
Indomesia. Undang-undang tersebut memberikan peloang yang nyata bagi
pendirian bank-bank berdasarkan Prinsip Svariah serta dilaksanakannya berbagai
jenis transaksi berlandaskan syarish oleh Bank Syarieh. Undang-undang
Perbankan di Indonesia ini memang memang berbeda dengen Undang-undang
Perbankan di beberapa negars non-muslim yang tidak menganggeap lembaga yang
melakukan tansaksi kevangan atau pembiaysan berdasackan Prinsip Syarish
sebagai suaty lembaga perbankan ™

Undang-undang Perbankan menunjukkan sikap positif terhadap eksistens:
dan pengembangan Perbankan Syariah. Hal tersebut kemudian ditunjang oleh
peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Baok Indonesia Nomor
32/34/KEP/DIR/1999 fentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank

U8 Sutan Remy Sjaldeni, Op. Cit., him. 196-197.
7 thid,, him, 197,

P 1bid, him. 198,
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Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan tersebut
merupakan peraturan pelaksanaan yang menyangkut Perbankan Syariah dari

139

Undang-undang Perbankan.

Namun kondisi tersebut masih kalah jauh bila dibandingkan dengan
keadaan di negara-negara yang Perbankan Syariahnya di dukung penuh oleh bank
sentral, seperti Sudan, Iran, Pakistan dan Malaysia. Perkembangan Perbankan
Syariah di negara-negara tersebut baik sekali dan tidak berbeda dengan
perkembangan Bank Konvensionalnya.'*® Hal tersebut disebabkan salah satunya
karena pengaturan mengenai Perbankan Syaniah dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1998 belum secara khusus dan kurang mengakomodasi
karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana di sisi lain pertumbuhan dan
volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.'!

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus
memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa
Bank Syaniah, maka diundangkanlah pengaturan Perbankan Syariah tersendiri
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
(UUPS) pada tanggal 16 Juli 2008. UUPS mengatur mengenai jenis usaha,
ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan
bagi Bank Syanah dan UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum
Konvensional. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak
mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram dan zalim. Pengaturan
tersebut sangatiah penting, terutama untuk mengakomodir dan memberi
keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional

Perbankan Syariah sampai saat ini.'"

139 Ibid., him. 199,
10 1bid., him. 201,
! Indonesia , Op.Cit.

12 Ibid.
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UUPS juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syeriah
compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUT)
vang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) vang harus
dibentuk pada masing-masing Bank Syanah dan UUS. Untuk menindaklanjut
implementasi fatwa yvang dikeluarkan oleh MUI ke dalam PBI, di dalam infernal
Bl dibentuk komite perbankan syvanah, vang keanggotzaneya tferdini atas
perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyamakat vang
kompusisinya berimbang, Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian
sengkets melalul musyawarah, mediasi perbankan, lembagz arbitrase, atay
melalul pengadilan di linghungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam
Akad oleh para pibak. '

UUPS merupakan jawsban atas desakan mengenai pengaturan fersendiri
mengenal Perbankan Syarizh gona menjamin terpenubinya prinsipprinsip
Syariah, prinsip keschatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang fidak kalsh penting
dibarapkan pela dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan
pengaturan terhadap Bank Syanieh dalam undang-undang tersendiri.™

B. Perbandingsn Perbankan Syariah dengan Perbankan Koenvensional

Perbedaan pokok antara Perbankan Syariah dengan Perbankan
Konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Perbankan Syariah
tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan
Perbankan Konvensional melakukan sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang
sangat mendalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk
yang dikembangkan oleh Perbankan Syariah.'” Prinsip tersebut dilandasi oleh Al-

Quran, diantaranya:

“Allah teiah menghalalian jual belf dan mengharamkan riba.,”
{Qs. Al-Bagarah: 275}

¥ 1bid,
i rkid

5 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Op.Ciz, k. 24
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“Hal orang-orang yang beriman, janganioh kamu makan havia sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan
suka sama suka & aotara kamu..”

{QJs. An-Nisa: 29}

Kedua ayat di atas, menunjukkan babwa selain menghindari dari praktek
transaksi bunge, transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan
yang diterapkan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan
ciri khas dan produk ungpulan Perbankan Syariah, namun jika kita meneliti
kembali pokok-pokok syarish di mapa kaidah yang berlakn untuk wrusan
muamaiah (interaksi sosial) adalab bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali yang
dilarang. Hal {ersebul menunjukkan bahwa semua jenis frensaksi pada umwmnnya
diperbolebkan sepanjang tidak menpandung unsur bunga (iba), spekulasi
{maysir), dan tipu-menipu atau menyembunyikan sesuatu (gharar).

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syarich menganut prinsip-prinsip
sebagal berikut: ¢
I. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercsrmun dari penerapan imbalan atas desar bagi hasil dan
penganbilan margin keuntungan yang disepakati bersama sntara Bank dengan
Nasabah,

2. Prinsip Kesedergiatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna
dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini
tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang
antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketenbraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesusi dengan prinsip dan kaidah
Muamalah Islamn, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat

e wAspek hukur Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah ™ <http://jufvism.
wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariak/>,
diakses 19 Februari 2608,
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harta. Dengan demildan, nasabah askan merasakan ketentraman labir maopun

batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas merupakan pembeda utama antara
Buank Syariah dengan Bank Konvensional.

Dalam beberapa hal, Bank Konvenstonal dan Bank Syariah memiliki
persamaan, terutama dalem sisi feknis penerimaan vang, mekanisme transfer,
teknologi  komputer yang  digunsken, syarai-syaral umum  memperoleh
pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, proposal,
laporan kevangan, dan scbagainya. Namun, terdapal banyak perbedaan
mendagar di antara keduanye, yaitu:

1. Akad dan Aspek Legalitas'

Akad yang dilakukan dalam Bank Syarizh memiliki konsekuensi duniawi
dan wihrawi karena akad yang dilakokan berdasarkan bukum Islam, atau dapat
dikatakan akad sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah '™

Dalam istilah Figih, secara vmum akad berarti sesuate vang menjad tekad
seseorang untuk melaksanakan, bailk yang rouncul dan satu pihak, seperti wakaf,
talak, dan sumpah, maupun yaog muncel dar dua pihak, seperii jual-beli, sewa,
wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterlibatan antara #fab
(pernyataan penawaran/pemindaban  kepemilikany dan  gabid  (pernyataan
penerimman kepemilikan) dalam lingkup yang disvariatkan dan berpengaruh pada
sesuaty'*

Akud dalam Perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku fransaksi
maopun ketentuan latnnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun (penjual,

" Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syarich Dari Teori ke Praktek, (Gema Insani dan
Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 29.

" thid.
¥ Asecarya, Op.Ciz, him. 35,

% mhid,
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pembeli, barang, harga, ijab gabul), dan syarat (barang harus halal, tempat
penyerahan, harga jelas dan lainnya).™

2, Operasiopal™

Bank Svariah memiliki mekanisme kerja dengan cara melakukan kegiatan
pengumpulan dana dari pasabah melalui deposifo afau invesiasi muaupun fitipan
giro dan tabungan. Dana yang terkurapul kemudian diinvestasikan pada dunia
usale melalul investasd sendird (non-bagi hasil/trade financing) dan investasi
dengan pihak lain (bagi basilVinvesiment financing). Ketika ada hasil berupa
keuntungan, maka bagian keuntungan wituk bank dibagi kembali antara bank dan
nasabah pendanaan, Di samping ite, Bank Svariah dapat memberikan berbagai
jasa perbankan kepada nasabahnya, '™

Hal terscbut berbeda denpan deposito pada Bank Konvensional dirnana
deposito sangat jelas merupakan upaya membungakan vang. Konsep dana titipan
nasabah berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka Bank Syariah harus
dapat memenuhinya, karena sifatnya hanya menitip. Adapun investasi berbeda
dengan membungakan vang pada deposito Bank Konvensional, mernpakan nsaha
vang menanggung risiko. Artinya, setiap kesempatan antuk memperoich
keuntungan dari ussha yvang dilaksanakan, di dalamnya terdapat pula risiko dalam
bentuk kerugian. Implementasi davi konsep ini sangat adil dan fransparan.™

Konsep tersebut merupakan cin khas Bank Syanah di mana bank dengan
nasabah sama-sama saling berbagi balk keuntungan maupun risiko (kerugian).
Demikian pula dengan pemanfaatan dana, Bank Syariah berpegang teguh pada
rambu-rambu transaksi vang diperbolehkan syariah Islam saja.

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa™

¥ Abdul Gani Abdullah, Op.Cir, him. 36.

52 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Rankir Indonesia. Op.Cit., him. 235,
% Ascarys, Op.Cit., him, 30,

' Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institwt Bankir Indonesia, Op.Cit., him. 26.

13 Muhammiad Syafi’l Antonio, Op.Cit., him, 30.

. Universitas Indonesia
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Penyelesaian perbedaan atau perselisihan mengenai suatu transaksi
perbnkan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, jika tidak dapat diselesaikan
melalui kesepakatan damai, maka harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan suatu badan penyelesaian
sengketa yang didirikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MUI.
Sengketa tesebut tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri karena unsur-
unsur hukum Syariah tidak masuk dalam kompetensi pengadilan negeri.'*

4. Struktur Organisasi'’

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank
Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat
menentukan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
bertugas mengawasi kegiatan operasional bank dan produk-produknya agar sesuai

dengan garis-garis syariah.

DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada
setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan
oleh DPS. Alasan tersebut yang menjadikan penetapan anggota DPS dilakukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut
mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

5. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai'**

Bank Syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang
tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan
jasa. Hal tersebut dikarenakan prinsip bahwa vang dar jenis yang sama tidak bisa
diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan.'””

1% Adul Gani Abdullah, Op.Ciz., hlm. 37.
57 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit.
18 rbid., him. 33.

139 Rachmadi Usman, Op.Cit., him, 14.
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6. Lingkungan Kerja dan Corporaie Culture™

Sebuah Bank Sysnah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan
dengan Syariah Islam, Dalam hal ctika, misalnya sifat omanah dan shiddig, harus
mefandasi setiap karyawan sehingga tercerrnin integritas eksekutif muslim yang
baik. i samping Hu, karvawan Bank Syarizh harus memiliki kemampuan yang
baik dan profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas dengan care
bersama-sama (feam work), dimana informasi tersebar merata di selurnh
fungsional organisast {fabligh). Dermikian pula dalam bal reward and punishmest,
diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariah Isiam.™

7. Aspek Tanggung Jawab Sosial'®

Bank Svariah berkewajthan unfuk mengeluarkan zakat serta
mengelolanys, dalam  arti  menghimpun, mengadministrasikan  seria
mendistrbusikan zakat. Hal ini sudah merupakan fungsi dan peran yang melckat
pada institusi Bank Syariah. Bahkan para pemrakarsa Bank Syariah
mengemukakan: “Do not call Islamic banking, if do not touch the grass root. """
Hal terscbut mengandung pengertian bahwa Bank syariah harus memiliki
komitmen untuk ikt serta mendorong masyarskat menuju ke kehidupan yang
lebih baik melaloi mobilisasi dana-dana sosial, seperltl zakal, infay, shadageh,
serta mendidik masyarakat agar mampu mengelola dana secara baik dan bonar,

% Muharamad Syafi'l Antonio. Op.Cit., M. 34,

! Afzaler Rafoaan, Islamic Dociring on Banking and Insurance Muslim Trust Company,
{Lendor bulim Frust Company, 1980}, dalam Mubammad Svafi’l Antenio. Op. Cit,, blm, 34,

192 Fim Pengembangan Perbankan Syariah Tostitut Bankir Indenesia, Op. Cir., hlim. 26,

183 phidd.
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C. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah
1. IKslamic Financial Services Board (IFSB) ™

Pada Perbankan Svarish internasional isu kepatuhan pada prinsip syariah
menjadi  perhatian, antara lain dengan dikeluarkanmya beberapa pedornan
pelaksanaan oleh IFSB yang salah safunya adalah pedoman pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman lainnya yang tengab disusun oleh IFSB
adalgh pedoman Sharia Governance dan pedoman Business Conduct. Pedornan
untuk Sharia GGovernance ditujukan bagi fata kelola terkait pemastian pelaksanaan
prinsip syariah dalam scbuah industri keuangan syariah, baik secara institusi,
surmber daya manusia maupun operasional teknisnya. Sementara itu, pedorman
Businessy Conduel yang dimaksudken menjadi pedoman bagi Bankir Svariah atau
pelaku keuangan syarigh leinnva dalam menjalankan tugasnya, diharapkan akan
mampy metindungl pihak-pibak yang beriransaksi Khususnva nasabah bukan
banya pada aspek profesionslisme perbankan {ciapi juga aspek kepatuhan pads
prinsip syarigh ¥

Sampai dengan tahun 2007, perkembangan Prudential Standards dan
panduan yang dimiliki [FSB adalah.'™

1. Guiding principles of risk management for institutions (other than insurance
institutiony) offering only Islamic financial services, yang telah disctujui
scbhagal standar pada akhir tahun 2005 dan efektif diimplementasikan pada
tahun 2007;

1 TFSR secara resmi didirikan pada tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada
tanggal 23 Maret 2003, [F8E menpakan lembaga Intermasional berkantor pusat di Kiala Lumpur,
Maiaysia, yang memfokuskan kegiatannys sebagai lembaza siandard serting imtermasional
dibidang pengaturan dan penpawasan Keuangan svanah terutama melakuekan peovusunan standay
kehsti-hatian das fansparansi bagi lembaga kewangan syanizh intemnasional yeng mencakup
perhankan, pasar modal dan ssuransi sysrinh, Penyusunan standar dapal dilskukan dengan dua
pendekatan yaitu dengan menyusen standar bary atau mepgadaptasi standar inleroasional yang
ielzh adz bagi lembags kousngsn secats umumn deogan melakekan penvesuaian torhadap
karakieristik lembaga ¥suasgan symrish dap kepatuhan terhedap primsip syarish. Direldorst
Perbankan Syarish  Bank  Jodonesia, “Laporan  Perbankan Sysrieh  Tahon 20070
<htip: e bi go. idfwebidiPubliftasi/Perbankan+ dan+ Siabilitas+ Keuangan/Laporan+ Parbunk
anSyariahfipps2007. k>, dinkses 23 Mei 2008, bim. 45.

158 rhid, Wion 2.

1% Ibid, him, 45,
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2. Capital adequacy standard for institutions {other than insurance institutions)
offering only Islamic financial services, yang telah disetujui sebagai standar
pada akhir tahun 20035 dan efektif diimplementasikan pada tahun 2007;

3. Guiding principles on corporate governance jor institutions offering only
Islamic financial services {excluding Islamic insurance (takafid} institutions
and Istamic mutuad funds);

4. Disciosures to promote iransparency and markei Discipline jor institutions
offering Islamic fincncial Services (excluding Islamic insurance (takaful)

institutions And Istamic Mutual Funds);

5. Guidance on Key elements in the supervisory review process of Institutions
offering Islamic financial services (excluding Islamic insurance (akaful)

institutions And Islamic mutual finds);

6. Special issues in Capital Adequacy, Technical Committee mengesahkan
Exposure Draft bagl public consultation pada | November 2007;

7. Governance on Islawic Collective Investment Funds, Technical Commitice
mengesahkan Exposure Draft bagi public consultation pada 1 November
2007

8. Corporate Governonce on Takaful Operation, sast ini dalam ahap inisiasi
pembuatan drafl untuk Exposure Draf;

9. Shari’ah Gavernance, dalarm tabap inisiasi pembahasan pokok permasalaban;
10. Market Conduet, dalam tihap inisiasi pembahasan pokok permasalaban.

Sepanjang tahun 2008, IFSR telah menyeleszikan dan mengesahkan dua
standar bary, yaitu:'¢

1. Guiding Principles on Governance for Isiamic Collective Invesiments

Schemes,

¥ Dircktorat Perbankan Syatish Bank Indonesia, “Laporan Perkembangan Perbankan
Syariah  Tahun 2008 <buptwww bl go idiweblid PubfikasiPerbunka vdur+ Srobilitos +
Keuangan/Laporant Perbonkan+Syariahfipps 08 hum>, diakses 20 Mei 2008, bim, 60

Universitas indonesia
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2. Capital Adequacy Requirements for Sukuk Securitisations and Reu! Estate

Investments.

Selain itu tiga prudential stamiard lainnya telah memasuki tahapan final
yaitu tghapan dengar pendapat publik dengan harapan pada TFSB Council Meeting
2009 dapat ditetapkan sebagai standar baru. Ketiga standar yang dalam proses
penyelesaian akhir tersebut adalah;*®

1. Guiding Principles on Governance jfor Islamic Insurance (Takaful)

Operations;

2. Conduct of Businmess for Institutions offering Islamic Finoncial Services
{HFS);

3. Guiding Principles on Shari ah Governance Sysiem.

2. Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalaf Indonesia

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pertumbuban dan perkembangan
Perbankan Syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dan peran
serta Bank Muamalat scbagai pelopor berdirinya Bank Syariah di Indonesia.
Begitu pun ketika membahas mengenai sepak terjang Bank Muamalat, tak bisa
dilepaskan yuga dari bergulimya perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Gleh karena itu, jika membahas mengenal pelaksanasn Tata Kelola
Perusahaan di Perbankan Syariagh, Bank Muamalat dapat dijadikan scbagai
contoh nyata dari pelaksanaan Taiz Kelola Perusshaan yang sudah dilakukan oleh

manajernennya selama ind.

Bank Muamalat tidak hanya sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia,
pamun juga terus berupaya schagai salah satu pelopor dalam implementasi Tata
¥.glola Perusahaan yang Baik di perbankan syarish semenjak awal berdirinya. Hal
tersebut dikarenakan Bank Muamalat menyadan bahwa peran bank sebagai salah
satu pilar perekonomian nasional yang mempunyal peranan penting dalam

mengeerakkan  perekonomian  masyarakat, khususnya sebagal  lombaga

¥ 1bid,
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intermediary dalam pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pombiayaan
kepada masyarakat. Maka darl itu, sudah sewajarnya dan menjadi suatu kewajiban
bagi Bank Muamalat untuk melsksanakan Tata Kelols Perusahaan yang Baik,
sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/4/PBI2006 tanggal 30 lanuari 2006
scbagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI2006 Tentang Pelaksansan
Good Corporate Governance Bagl Bank Umum (Tata Kelola Perusahaan yang
Baik).

Bank Muamaiat, dafam melaksanakan Tata Kelola Perusshaan yang sespal
PBI tersebut, terus berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan secara maksimal yang disertai dengan nilai-nilai yang selama

ini terdapat di Bank Muamalat, yaitu:'®

Keterbukaan;
Akuntabilitas;
Tanggung Jawab;
Independensi;
Readilang
Disiphing

Sikap Kepedulian,

I U R o S

Dalarn rangks mewasjudkan dan mendukung terizksananyd penerapan
prinsip Tata Kelola Perusahsan vang Baik tersebut, Bank Moupamalat teiah
menyusun bukv Panduan Kebijakan dan Qrganisasi GCG yang menjabarkan
prinsip-prinsip mengenai Tata Kelola Perusahaan secara Islami dan sesuai dengan
praktek-praktek terbaik yang berlaku baik di perbankan nasional maupun

internasional,'™

Bank Muamalat telah melakukan kerjasama dengan [slamic International
Rating Agency {IIRA), yang berbasis di Bahrain pada tahun 2007, unfuk
melaksanakan Sharia Quality Rating terhadep pelaksanaan Sharia Compliance
dan kualitas organisasi dan personalia yang melaksanakan prinsip sharia di Bank

"% Laporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, Op.Cit., him. 54.

Y2 1hid. him. 65.
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Muamalat. Kerjasama tersebut dilaksanakan karena sebagian besar pemilik Bank
Munmalat berasal dari Middle Egst serta eratnya hubungan Bank Muamalat
dengan negara-negara di kawasan tersebul. ITRA memberikan penilaian dengan
rating “AA” kepada Bank Muamalat. Penghargaan, yang diberikan di London,
Inggris pada fanggal 4 Februan 2008 tersebut, sekaligus kembali mengukuhkan
kepcloporan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah yang pertama dan saty-

satunya di Indonesia yang mendapatkan rating internasional,”™

Bentuk penghargaan lersebut jupa merepresentasikan komitmen dalam
meningkatkan nilal tambah Bank Muamalat di mata para pemegang saham dan
stakeholders pada umurmmya dan bertujuan untuk dapat selalu bertahan serta
tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan juga selamat
dalarn menghadapi berbagal keadasn perekonemian yang serba tak menentu.
Bank Muamalat juga menyatakan komitmennya untuk terus berupaya melakukan
berbagai perbaikan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
khusosnya yang mengacu kepada hasil assesment yang telah dilakukan oleh pihak

konsultan independen. '™

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Muamalat mengacu
pada PBl Nomor 8/4/PBI/2006 tangal 30 Januari 2006 yang diuvbah dengan PRI
Nomor 8/14/PDH2006 mengenai Good Corporaie Governance (Tata Kelola
Perusahaan yang Baik) dan diwujudkan dengan adanya organisasi Tata Kelofa
Perusahaan yang Baik seperti Dewan Komdsaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syarigh (DPSL™

Komisaris Bank Muamalat, pada tahun 2007, menjalankan tugas yang
bercirikan  independensi  dan responsibilifas, vaitu  deamgan melakukan
pembentukan beberapa komite pada level komisaris. Komite yang dimaksud
adalah Komite Audit, Komile Pemantau Risiko, dan Komite Remuncrast dan
Nominasi. Susunan anggota komite beseria tugas dan tanggung jawab masing-

b
2 thid., hlm. 66.

B 1hid,
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masing anggota dicantumkan dalam plagars  masing-masing  komite dan
diberitehukan kepada BI. Bank Muamalat juga telah membentuk komite di bawah
level Direksi, Semua hal tersebut dilakukan oleh Bank Muamalat dengan tujuan
untuk meningkatkan keberhasilan ussha dan gkuniabilitasnys, yang berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang terkait dan nilal etika ™

Bank Muamalat menyvatakan habwa scgala upays yang telah dan akan

terus dilakukannya dalam meoerapkan Tats Kelola Perusahsen yang Baik

memiliki fujuan untuk:'™”

1.

2.

Mencapai Visi dan Misi Bank Muoamalat;

Memberikan Keyakinan kepada pemegang sabam babwa Bank Muamalat
telah dikelola secara prudent dan profesional dengan fujvan memberikan
refurn yang wajar dan bernilal tingey

Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan
pengelolaan risikc Bank Muamalat secara bati-hati, akuntabel dan
bertanggung sojalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusshaan vang
Baik;

Menciptakan nilai tambah bagi semus pihak vang berkepentingan;
Mendorong terciptanya budaya kerja perusahaan ke arah vang lebih baik;
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat;

Menciptakan pencitraan (fmage) yang semakin baik di magyarakat,

3. Tata Kelola dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

Menyadari sangat pentingnya penerapan Tata Kelola yang batk dalam

Bank Syariah, UUPS mengatur mengenal Tata Kelola Perbankan Syariah dalam

4 fhid,

3 mhid., Wm. 67.
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Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko
Perbankan Syariah pasal 34, yaitu:'™

(1) Buank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang
mencakup ponsip  transparansi, akuntabilitas, perfanggungiawaban,
profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

{2y Bank Sverigh dan UUS wajib menyusun prosedur intermnal mengenai
pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pads avat (1),

{3} Ketentuan lebih Janjut mengenal tata kelola yvang baitk sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia,

. Prinsip Kebati-hatian Perbankan Syariah

Penyempurnzan  ketentvan kehati-hatian dalam operasional Perbankan
Syarigh {prudentiol banking) memiliki tojuan akhir untuk menciptakan industd
Perbankan Syariah yang sehat, kuat dan memiliki sustairnable growth. Beberapa
peoyempurnaan  keientuan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan
dimaksud, antara lain:'” :

1. Penerapan kebijakan exit dan enfry yang efisien;

2. Pencrapan sistem pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yamg dapat
mendorong ke arab terbentoknya self regulatory svstens;

3. Penerapan komsep Tata Keiola Pervsahasn yang Balk dalam operasional
Perbankan Svariah,

Disamping iy, torbentukova mekanisme dan harmonisast pengawasan
antara Perbankan Svariah dengen lembaga keuangan syariah nos-bank dan
terlibatnya lembapga-lembags penclitian Perbankan Syariah secara konstruktf,
diharapkan mampu mendukung upaya-upaya pencapaian fujuan tersebot. Salsh
satu beptuk pengrapan prinsip kehati-hatian adalsh dengan dikeluarksnnya PBI

Y andonesia , Psl, 34,

"W Direktorat Perbankan Syariah Baok Indooesia, “Laporan Perbankan Syariah Tabun
26077 Op.Cit., hlm. 2-3.
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Nomor 99/PBI/2007 vyang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor
8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kuoaliiags Aktiva Bank Umom  Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdassrkan Pringip Syarieh. Penyempurnaan
ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam
menjaga kualitas aktiva dan membentuk PPA yang memadai, tanpa mengurangi
keleluasaan penyaluran pembiaysan Bank Syarigh terutarna pada Usaha Kecil
Mepengah (UKM).P?

Dalam rangka memberikan panduan tambahban untuk implementasi standar
kehati-hatian lembaga keuangan Syariah, IFSB pada tabun 2008 juga menyusun
empat supplementary guidance notes, yaitu: ™

. Penetapan Fakior AHa uniuk Penentvan Rumusan Rasic Kecukupan Modal
Lembaga Keuvangan Syariah;

2. Penenman Modal Minimum untuk Transskss Commodity Trading {(Reversed
Murabahaly scbagai Instrumen Pengelolaan Likulditas bagi Lembaga

Keuangan Syariah;

3, Penjelasen tentang Komile Covernance sebagai suplemen Panduan Prinsip
GCG Lembaga Keuangan Syarizh,

4, Panduan unmk Proses Pepyelarasan (Smoothing) Keuntungan yaog
Dibayarkan kepada Pemegang Rekening Investasi (IAH).

Kegiatan-kegiatan dalam rangka memiasilitasi penerapan IFSB Stondard
bagi negara-negara anggoiz dan menciptekan gwgreness indusiti keuangan
syarfah melalol berbagal program seminar/workshop/meetings sepanjang tahun
2008 telah dilaksanzkan di sepuluh negara termasuk Indonesia. Dari kegiatan
sosialisasi standar IFSB pada berbagal negara dilaporkan terdspat sejumlah
masukan, Masukan tersebut antara lain babwa tingkat kesiapan negara-negara
anggota IFSB dalam menerapkan standar relatif beragam, pada sejumish negara
terdapat kesenjangan awareness dani regulator dan pelaku pesar mengenai

penerapan standar IFSB dalam yurisdiksi hukum  masing-masing  negara,

\T rhid,

" Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, “Laporan Perkembangan Perbankan
Syariah tghub 2008,” Op.Cir, hlm, 61,

Universitas Indonesgia
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Regulator umumnya sangat mendukong penerapan standar IFSB segera, namun
kebanyakan pelaku pasar kurang memahami dan cenderung tidak memiliki

kesiapan dalam implementasi standar tersebut.®®

Prinsip Kehati-hatian diatoer pada Bagian Kedua Bab VI UUPS, terutama
pasal 35 ayat (13, (2), dan (3), yang berbunyi:

{1} Bank Syariah dan UUS dalam melakuokan kegiatan usshanya wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian,

{2} Bark Svariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia
isporan keuangan benupa neraca fahunan dan perhitungan laba rugl ahunan
serta penjolasennya yang disusun berdssazkan prinsip akuniansi syariah
yang berlaku umum, serfa laporan berkala lainnya, dalam wakiu dan bentuk
yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Neraca dan perhitungan Iaba rugi iahnnan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib teriebih dahulu disudit oleh kantor akuntan publik.

E. Mekanisme Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Dalam rangka mempertahankan kecukupan permodalannya, bank harus
gangat prudent dalam eksposur ristko mereka. Hal tersebut menuniut bank uniuk
mengembangkan  sebuah sistem yang  bisa membantu proses identifikasi,
pengukuran, pengawasan, dan kootrol secara tepat, serta bisa meningkatkan
efektivitas keria manajemen. Direksi beserta senior manajemen tidak hanya barug
kompeten dan peduli terhadap risiko yang ada pada industri Perbankan Syariah,
narpun tuga harus bisa mengembangkan budaya manajemen rnsiko secars
menyeluruh, Direksi beserta senior manajemen haras biss mengembangkan
prosedur mitigasi risike yang cukup dan menyertainya dengan kontrol internal
yang ofckiif. Namun langkah tersebut baru akan berjalan efekiif jiks pihak
pengawas, dalam hal ini DPS, dan pengelolz Bank Syariah benar-benar

¥ thid.
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mengetahui karakteristik risike dan berusahe mengembangksn manajemen risiko
vang efektif dan efisien dalarn lembaga dan pengawasan mereka ™

Untuk memfasilitasi penerapan mangjemen risiko yang tepat, penting
untuk memisahkan antara banking book activity dengan frading book activify.
Pernbuat kebijakan harus memperhatikan komposisi aset dan liabilitas yang
dihasilkan oleh kegiatan perputaran dana maupun pembiayaan kepada para
pengguna dana sesuai dengan jengka waldunya. Trading book activily
berhubungan dengan upaya diversifikasi poriofolio dengan memperhatikan unsur
risiko yang melekat pada banking boek activify, serta berusahs mendapatkan
tambakan pendapatan melehn perdagangan surat-surat berharga, melakukan
pengelolaan dana investasi dan reksadana. Trading book activity pada bank
konvensional berhubungan dengan transaksi yang berdasarkan suku bunga,
perdagangan valafa asing, dan perdagangan instrumen berbasis komoditas dan
sabarn, yang semuanya rocrupaken transaksi derivatif. Bank Svansh tidak
diperbolehkan melakukan perdagangan instrumen derivatif, untuk v perle
dicarikan solusi dengan tetap muemperhatikan tingkat risiko pada batas yaog bisa
dikelofa. ™

! M. Umer Chapra dan Habib Almed, Op.Cit., him. 73-74,
e Kalangan Perbankan Syariak di ndonesia sempat dikejutkan dengan maraknya
pemberitaan mengenai dupaan {ransekst derivatf vang tegadi di Perbankan Sysriah. Walaupun
kemudiae dikewahul bahwas tuduhan yang dislamatkan kepade Bapk Danamon Sysrish, terkait
pelakganaan traosaksl derivatif ind, dinystakan fidak benar menuryt edwran Asosiasi Perbaokan
Syariah Indonesis {Asbisindo). Fakia yang terungkop adalah, ada mesabah yang menggunakan
pang hasil teansaksi derivatil di Bank Konvensionz! uatuk melakukan transaksi syariah deogan
Bank Duanamon Syariah. Namun, tak lams keswdian kelalaian nasabah ni sudab 8F Hndak oleh
pihak Bunk Danamon Syarieh, dengan meminta secara langsung kepada masabab ierkait vntuk
tidak menggunakan rekening syariab untuk ransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah,

Sekretaris Umum  Asbisinde, Bambang Sutrisno melalui surat edarannya kepada media,
menjelaskan babwa pada Perbankan Syariah, tidak ada produk ransaksi derivatif. Di katakan surat
edaran tersebut, bahwa sefuruh Bank Svarish tidak boleh melakuksn transaksi tersehut, karena
risikonys akan berimbas pada keselurvhan Perbankan Syarish,
Jika ada bank-bank yang tetap melaksanakan ransaksi derivatif, hal terschut fentunya Hdak akan
fuput durd perhatian Bl dan DPS,

Dari peagalaman tersebut, Asbisindo menilai pede adanys independensi bagi UUS patuk
menentuban sendini produk-produk layanan mereks. Namun hal ind harus dilskukan dengan sebuah
pengaturan yang lebih tegas dari Bl Asbisindo juga meminta dukunpan sepesep pihak untok
membantu mendorong sosialisasi dan edukasi tentang Perbankan Svariah beserta produle
produknya.

Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ABSI) Riawan Amin mengatakan bahwa tidak ada
transaksi derivatif di unit syariab Bank Danamon, karena yang tesjadi adalsh transaksi nonsyariah
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Manajemen risiko dalam Bank Syarizh mempunyai karakter yang berbeda
dengan Bank Konvensional, terufama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas
melekat hanya pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariab. Dengan kata
lain, perbedaan mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional bukan
terletak pada bagaimana cara menguker (how 10 measure), melzinkan pads apa
yang dinflai (what fo measwre). Perbedaan torsebut akan tampak terlibat dalam
proses manajemen risiko operasional Bank Syariah yang meliputi hal-hal sebagai
berikut,'®
1. ldentifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam Bank Syarieh tidak hanya mencakup

berbagai risiko yang yang ada pada Bank Konvensional, melainkan juga

meliputi berbagai risike yang khas hapya ada pada bank vang beroperasi
berdasarkan prinsip syariah, vaitu:

a. Proses transaksi pembiaysan. Karakieristiknya terlthat pada tiga aspek,
vaitu proses transaksi pembiayaan syanah; proses transaksi bagi hasil dapa
pihak ketiga; dan proses frangakst devisa.

b. Proses Managjemen. Keunikan Bank Svariah dalam proses manajermen
ferlihat pada sistem dan prosedur operasiomal akuntansi dan Char: of

Account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi,

oish nasgbah. ABSE meayalakan sudah mslakoken peagecekan ke mangjemen Danamon Syarinh
teekalt denpan transaksi tersebut dan hasilnys menunjukkan bahwa UUS itn fidek melaimken
trangaksi derivatif, Setelah mershakuvs Ivu sosl adanys transakss derfvatif di Bunk Svarish, ARSI
langsung herkoordinast dengan anggolanya, memasiikan transaksi yang bersifat spekolasi ifu tidak
dilakukan bank atau UUS, Bank wum mavpos UUS dipastikan tidak mengambil posisi dalam
perdagengan valuta asing. Kalaupun sds, semata-mata dilnkukan atas kepentingan passhah des
dilakukar sezual dengan syarfah, MNarsun, Pewan Svariah Masional (DSN) memastikan tidak eda
rekening di perbankan syariah vang diguoskan untk meizkukan ransaksi derivaiif. Pasalnya,
sepala transaksi maupun penjualan produk yang dilakukan bank syariah harus diketohui Dewan
Syariah. Anggola DSN, Adiwarman Azwar ¥arim menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi
transaksi derivatif, selain tidak ada fatwa yang membolehkan, pengawasan di Bank Syariah dinilai
lebih ketat dibandingkan pengawasan di bank konvensional. Lihat: “Heboh Kantrak Perivatif
Tiga Psrusahaan Negara Terancam  Rugl,”  <btip/Pwww boraniempo. comfhoramempo/
koran/2009/02/06/Ekonomi_dan_Bisnisthen 20080206, 1 35976.1d fumi>, digksss 17 Mei 2009;
“Dewan Svariah. Tidak  Ada  Transakst  Derivatif 4 Bagk  Svariah”
<httpfwww. fempointeraktif.com/hg perbankan_keuongar/2009/02/03/brk, 200203031 58138 id.
htmb>, Selase, 62 Februarl 2600, diskses 17 Med 2009, dan “Tidak Ada Transaksi Dertvatif dalam
Perbankan Syerich,” <hmp:Awwne republibn oo idfberita/ 29798/ Tidak Ada Tramsvksi Derivatif
dutn_Perbankan Syari ok>, 06 Februard 2009, dizkses 17 Mei 2600,

=% Adiwarman A, Karim, Bank Iskam: Anolisis Figih dan Kexangon, Op.CR., him. 258.
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sistern dan prosedur operssional fufup buku, serta sistem dan prosedur
operasional peogembangan produk.

¢, Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Insani (SDI). SDM/SDI
pada Bank Syariah memiliki spesifikasi kapabilitas vang tidak hanya
mencakup dalam bidang perbankan secara wmum, ietapi juga meliputi
penguasasn pengetahuan di agpek-aspek syariah.

4. Teknologi. Keunikannya terlihat pada Business Reguirement Specification
{BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, dan BRS dans pihak ketiga.

¢, Liogkungan sksternal Keunikan terlihat dan keberadaan duwal regulatory
body, yaitu BI dan DSN,

f. Kerusakan. Keunikan Bank Syariah dalam hal ini terlibat misalnya ketika
terjadi kerusakan pada objek Jarah atah IMBT.

. Penilaian Risiko

Dalarn penilaian risiko, keunikan Bank Syariah terlihat pada hubungan antara

probability dan impact, atau yang biasa dikenal dengan Qualitutive Approach.

. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam Bank Syariah berfujuan untuk:

a. Preventive. Bank Syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah
kekeliruan proses dan framsaksi dart aspek syariah. Bank Syarizh juga
memerlukan opini, babkan fatwa DSN, bila BI memandang bshwa

persetujuan DPS belum memadal alay berada di luar kewenangannya.

b. Detective. Pengawasan dalam Bank Syariah meliputi dua agpek, yaitu
aspek perbankan oleh Bl dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul
pemabaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar prinsip
syariah atau tidak.

c. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bl untuk aspek
perbankan dan DSN untuk aspek svarigh,
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4. Monitoring Risiko
Akiivitas monitoring dalam Bank Syariah tidak hanye meliputi manajemen
Bank Syariah saja, namun juga melibatkan DPS.

Kewajiban Pengelolaan Risiko diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPS,
yaitu: “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip
mengenal pasabah, dan perlindungan nasabah.” Selain itu, Bank Syariah juga
harus menyediakan informasi secara transparan mengenai produk dan jssanya
kepada nasabah, seperii vang diatur dalarn Pasal 39 UUPS, yaitw: “Bank Syariah
dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya
risiko kerugian sehubungan dengen transaksi Nasabah yang dilakukan melalui
Bank syariah dan/atan UUS.”

F. Dewsan Pengawas Syariah

Diari sisi organisasi, Baok Syariah diharuskan memiliki suatu lembaga
yang bertugas mengawasi, balk  operasional  maupun  produk vang
dikembangkannya agar sesusi dengen ketentuan syariah. Lembaga lersebut
dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS). UUPS mewajibkan DPS dibentuk di
Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS™ DP&
merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, memberikan
nmasihat dan saran kepada dircksi, meclakukan evaluasi, pengawasan seria
memastikan kegiatan suatu bank syariab telah memenuvhi prinsip-prinsip syariab
sebagaimans telah ditentukan oleh fatwa dan svariah Ilam.™ Berdasarken
ketentuan BI, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai fatwa
yang ditetapkan oleh Dewan Syanah Nasional {DSN) scbagai otoritas tertinggi
dalam mengeluarkan fatwa mengenal kesesuaian produk dan jasa dengan

ketentuan dan prinsip syariah.'™ Anggota DPS sekurang-kurangnya terdiri dari 3

** Indonesia , Op.Cit,, Psh. 32 Ayat {1},
" 1bid., Psk. 32 Ayat (3D

¥ Pank Indonesia B, Swar Kepriuson Dirsksi Bank Indonesia Nomor 3234/KEP/DIR
Fentong Bk Umum Berdasarkan Prinsip Syarish, Psl. 20
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{tiga) orang yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS}) atas
rekomendasi MUL™

Peran utama para ulama dalam IJPS adalah mengawasi jalannya
operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan kefenfuan-kefentuan
gyariah. DPS juga memastikan bahwa para pihak yang berhubungan dengan
Perbankan Syariab terjaga dan perilaku menyimpang dari ketentuan syariah.'™
Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dan terjadi dalam perbankan
syariah sangat khusus jika dibandingkan perbankan konvensional, sehingga
diperlukan garis panduan {guidelines) untuk mengaturnya secara khusus dap
ditentukan oleh DPS.'®

Hubungan kerja DPS, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan
vang bersifat check and bolonces dengan tujvan akhir untuk kemajuan dan
kesehatan bark serta pelaksanzan operasional bank yang senantiasa mematubi
{compliance) terhadap peraturan dan penundang-undangan yang berlaku serta
sesuai dengan syariah Islam. DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan
fungsinya masing-masing mempunyal tanggung jawab untuk memastikan

kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang yang tercermin pada:™

a. Terpeliharanya keschatan bank sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi
{compliance) terhadap prinsip syarish Islam seria peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Terlaksananya denpan baik pengendalian infernal dan manajemen risiko
dalam pengoperasian bank;

c. Tercapainya inobal hasil {(refurn) vang wajar bagi pemegang sahem;

d. Terlindunginya kepentingan stakeholder secara wajar;

7 { aporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, £p.Cit., him. 69, Lihat juga Pasal 32 ayat(2)
UUPS,

¥ Arrisman, Kedudukan den Fungsi Pengawasen Dewan Pengawas Syariah dalam
Transaksi Bank Syarich df Indonesiz, Ringkasen Disertasi Program Doitter Fakulas Hokum
Universitas Indonesizs, 2008, him. 15,

" Muharmad Syafi'l Antonlo, Op.Cit., him, 31,

¥ L aporan Tahunan 2007 Bank Muamalat, Op.Cit., him. 69.
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e. Terpenuhinya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

f Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas mangjemen di sernua
lini organisasi.

DPS mempunyal tugas untuk membuat pernyaisan secara berkala dan
rutin setiap tahun, yang dimuat dalam laporan tshunan {annual repord) bank yang
bersanghkutan, bahwa bank yang dlawasinya tersebut telah beroperasi sesuat
dengan ketentuan syariah. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat
rekomendasi produk perbankan syariah baru dan bank yang diawasinya. 1DPS
dapat dikatakan sebagai penyaring periama sebelum suaty produk perbankan
syariah diteliti kembali dan kemudian jika disetujui, akan difatwakan oleh DSN.
Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas prodek dan jasa yang ditawarkan
Bank Syariah kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syarigh, dan tentu
saia bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip svariah ™

Dalam rangka menyatukan pendapat antara DPS yang mumgkin berbeds
satu dengan yang lainmya, felah dibentuk nfernational éssaciéfian of Istamic
Bar#s yang berkedudukan di Kairo, sedangkan di tingkat nasional, dibentok suaty
Konsorsium Dewan Pengawas Syariah Nasiopal di bawah naungan MUI bekerja

sama dengan BL.'

Dalam bubungannya dengan tugas Bl sebagai pengatur dan pengawss
Bank Syariah, maka keberbasilan pengatoran dan pengawasan Perbankan Syariah
akan terkait erat dengan agenda percneanaan program pengembangan Perbankan
Svariah kedepan. Agenda peogembangan perlu dilakukan secara terencana dan
menyeluruh dengan meraperhatikan perkembangan perbankan yang terjadi secara

nasional maupun global."™

' Muhammad Syafi’] Antonio, Op,Cit,

"2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Op. C#, him, 27,

1 warkem Sumitre, Asas-dsor Perbankon Isiam dan Lembago-Lembagn Terkait
(BAMIH, Tokaful, don Puvar Modal Bvarioh di indonesig), Cet. 4, {(iekerta: PT RujaGratindo
Persada, 2604), him. 52

3 Achisr fijas, “Kebijakan Pzngembangan Perbankan Syaciah di Tndonesia,” BI
Occasiomad Paper, (Fekeria: Bank Jndonesin: 2600), him. 10
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ANALISIS TATA KELOLA PERUSAHAAN

FERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah Terbadap Pengafuran
Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syariah di Indenesia

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pandangan Syariah Islam

Mantan Deputi Gubernur BI, Maulana Tbrahim, menjabarkan perlu adanya
GCG berbasis syariah karena keunikan lembaga keuangan syanah seperti Bank
Syariah.™ Perbedaan antara GCG Konvensional dan Syariah adalah pada Bank
Konvensional, sistem tata kelola vang baik antara lain dikembangken dengan
membentuk unsur tata kelola yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari
sisi strukfur fata kelola, konsep GCG memperielss fungsi, kewenangan dan pola
hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, berbagai komite dan
manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syariah, selain hal-hal yang telah
tercakup dalam sistem konvensional, struktur tata kelola akan melibatkan lebih
banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah terutama
mengenal kewajiban pemenuban prinsip syariah dan perbedaan posisi nasabah
yang lebih tepat disebut irvesimenr account holders. Adapun nilai-nilai prinsip
syariah yang relevan dengan GCG adalah Iman, dhlag, Kepemimpinan lahiyah,
Amanah dan Loyal, Jama’ah, Komunikatif, Efisiensi dan Optimalisasi Sumber
Daya, Niat Ikhlas dan Ishlah."

93 «Good Corporate Governance Dalam  Pandangan  Istam,”  <htfp-/tozkia acid/

index php? optionscom_contenidiask=viewdid=88& hemid=37>, 14 April 2008, diakses 1 Mej
2008,

98 mhid,

i Universifas lndonesia
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Bank Syarish diharapkan dapat tampil sebagai pelopor dan pemimpin
dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, batk di sekior perbankan
atau bahkan di sektor korporasi di Indonesia, karena hal tersebut dapat digunakan
untuk mengurangi moral hazard yang mungkin terjadi di berbagi sektor dalam
operasional Bank Syariah. Penyimpangan pada lembapgas perbankan pada
umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu:™

1. Penyimpangan langsung, dapat berupa pencurian uang pada bank oleh oknum
ndividu atau kelompok dengan cava memanipulasi laporan keuangan,
manipulasi dokumen bank, atau mark-up pembelian barang/inventaris kantor.

2. Penyimpangan tidak langsung dapat berupa nepoiisme tender barang/jasa
kepada keluarga terdekat, atau okmum bankir mendapat komisi atau success
fee dari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak
dibukukan ini difstilahkan dengan “dapa takés.” Keberadaan “dana taktis™ ini
merupakan bibit awal korupsi, bibit awal rekayasa (piant mark-up), karena
dana ife berasal dari anggaranp bank yang kemudian berubah menjadi dana
kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Bentuk penyimpangan lainnys
adaleh nepofisme penyaluran kredit yang mengurangl potensl pendapatan
bank, atau nepotisme penerimaan dan promosi pepawal. Hal im dapat
menzalimi orang lain yang lebib batk, berkualitas, dan lebih berhak.

3. Penyimpangan dalam bentuk korupsi samar-samar merupakan bentuk vang
paling berpolensi sering terjadi, karena berads 4i mea abu.abu yang mudab
disembunyikan, Misaloya, komisads atau direks! vang menggunakan mobil
dinas mewah, yvang sctelah penyusutan Ialu dibeli menjadi miliknya dengan
harga di bawah harga pasar yang wajar.

Semua bentuk penyimpangan tersebut merupakan korupst yang harus
diberantas dengan aturan Tata Kelola Perusahasn yang Baik yang jelas dan
konsisten. BI, DPS, D8N, beserta stakeholders diharapkan selalu bersikap kritis

® Motanimah, “Ioplementasi GCG pada Bank Syariah” <http/wnww. suaramerdeka
.comfsmeetokiinder php? fuseaction—beriiacetak detaitberitacetohdid berfigeetak=4538¢>, 138
Desember 2008, diakses | hom 2009,
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terhadap Bank Syariah agar Bank Syariah sclalu konsisten dalam menerapkan
prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya tanpa terkecualt.

Pengelola Bank Syariah harus berpedoman kepada prinsip-prinsip dan
nilai-nilal syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, seria menerapkan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam manajemennya sesuai
dengan UUPS. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat peniing
karena perbankaen syariah merupskan lembaga intermediasi yang sangat
membutultkan kepercayaan masyarakat,

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik memeriukan komitmen
dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik dari pibak
internal maupun ekstexnal Bank Syariah. Hal tersebut dapat tercapai melalui kerja
sama yang baitk dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat, yang meliput
alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah Bank Syarish, akademisi, dan pemnerintah
sehingga Bank Syariah dapat didoreng untuk selala mematuhi prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusshaan yang Baik. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
oleh Bank Syariah dapat membangun dan menjaga reputasinya schagai uswaiun
hasangi  sevia  dapat memberi koniribusi optima!  dalam  meningkatkan
kesejahioraan stakeholders-nya.

Konsep ekonomi syarish meletakkan nilai-nilaf Islam sebagai dasar dan
landasan dalam menjalankan zktivitas perckonomian dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Izhir dan batin, Salah satu upaya merealisasikan nilai-
nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata magyarakat adalah dengan mendirikan
lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Dari sekian
banyak jenis lembapa kevangan, perbankan merupakan salsh satu sektor vang
besar pengarubnya dalam akiivitas perekonomian masyarakat modem. Perbankan
syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu
masyarakat di suaslu negara dengan melakukan kegistan fungsinya sebaga
lembaga intermediory untuk mengembangkan investasl yang sesuai dengan

pringip Islam.™

1% Fathwrrahman Dizmil, “Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia,”
Jurnaf Fukunr Bisnis, Volumes 24, Agustus-September 2002, bim. 41,
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Perbankan Syariah merupakan salah satu interpretasi postulat keimamnan
dalam tataran kemanusiaan. Karena itu dalam Tslam aktivitas ekonomi tidak
boleh dilepaskan dari postulat kemmanan kepada Aligh SWT, bahkan menjadi
built in control bagi para pelaku ekonominya. Dari sinilab kemudian visi dan
misi perbankan syarish dibangun dan dirancang dalam rangka meningkatkan
derajat kehidupan manusia. Perbankan syariah harustah menjadi altermatif
perbankan yang menentukan bagi pengguna perbankan selain perbankan
konvensional,™ Namun yang perlu selalu dilngat, pencantuman label syarish
pada sebuah lembaga, terutama lembaga perbankan membawa konsckuensi yang
berat, karena harapan masyarakat terhadap lembaga yang berlabel syarish sangat
tinggl, bahkan berbarap dapat tampil seutuhnya sesuai dengan prinsip syarish,
Masyarakat kini tidak hanya menilai Bank Syariah hanya darl produk-produk
syariah yang dikelvarkannya, namun jugs dari sistern manaiemen, profil
perusahaan, SDM, hingga ke pelayanannya. Dengan kata lain, perbankan syariah
harus menjalankan semua aspek operasionalnya sesual dan berlandaskan pada

syariah Islam. ™

Penggunaan prinsip perbankan syariah terasa sangat signifikan tferotama
pada kondisi perekonomian masih dalam fehap pemulihan, Hal fersebut telah
dibuktikan dengan kenyataan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah
dapat beriahan di tengah gejolak nilai tekar dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Konsep perbankan syarizh mendasarkan kegiatan operasionalnya pada
larangan atas bunga (inferest free) dan menggunakan prinsip bagi hasil (profic
and loss sharing) sebagat penggantinya. Para pemikir musiim sudah banyak men-
jelaskan bahwa landasan bunga (inferest) itu dilarang karena menimbulkan
terjadinya ketidakadilan (infustice) dalam - tatanan eckonomi wmasyarakat.
Sebaiiknya, perbankan syariah secara konsepsional didasarkan atas prinsip
kemitraan berdasarkan kesctaraan {(equafity), bukan pola hubungan debitor-
kreditor yang antagonis, keadilan {(fairness), kejujuran (fransparency),

hanya mencari keuntungen yang halal semata-mata. I sarping, secara makro

% hid.
*2 Iman Hilman, of.af, Perbankan Syariah Masa Depen, Cet, |, Cakarta: Senavan Abadi
Pablishing, 2003), him, &,
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juga mempunyai misi untuk melakokan pembinaan manajemen keuangan pada
masyarakat {(proses ‘orbiya¥), mengembangkan kompetisi yang  schat,
menghidupkan lembaga zakat, dan pembentukan wkhuwah (networking) dengan

lembaga keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negert.

Pringip-prinsip tersebut terasa sangat ideal diierapkan pada saat ini bahkan
ada yang berpendapat penerapan prinsip tersebut dalam lembaga keuangan
bersifat utopis. Munculnya keraguan tersebut tentu saja dapat dipahami, karena
mengingat betapa lama perekonomian kita mendasarkan  sistem

operasionalnys pada konsep perbankan yang mengandalkan bunga (interest).

Memular arsh pemahaman lama terbadap pemikiran baru yang masih
dalam proses konsolidasi pengembangen, perlu proses waktu yang tidak
sebentar. Namun, secara de facto, konsep inferest rote ini di dunia telah memberi
jarak {(gap/distorsi) dan tidak adanyz keterkaitan langsung (disconnection)
antara sektor finansial, vang berkembang sangat pesat dan fantastis di satu pihak,
dengan sektor riil yang nyata-nyata telah memberi nafas kehidupan bagi rakyat
banysk di pibak lain. Keondisi ini kemudian yang jega memunaculkan
pertumbuhan ckonomi yang semu (bubble econony)™

Dalam perbankan syariah, secara konsepsional, hal-hal tersebut tidak boleh
terjadi, Hal ini dikarenakan perbanken syariah didasarkan atas nilai-nilai yang
jelas dan terukur sesuai dengan nilai-nilal kemanugiaan yang cenderung kepada
keharmonisan. Dalam prinsip imi misalkan, kopsep hubungan dan kepeniingan
vang diterapkan adelgh hubungan investor kepada investor yang harmonis
(mudual invesior relationship). Kepentingan antara pihak yang memiliki
kelebihan dana {surplus unify dan pihak pengguna dana (defisit unif}
dilandaskan pada kepentingan vang sama untuk memaksimalkan nilai {ambah
dari kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Kepentingan ini
diwadahi dalam produk yang mengharuskan keduva belah pihak untuk

B i,
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menerima hasil dan menanggung kerugian (profit and loss sharing) bila i
terjadi ™

Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memerbatikan azas
kemaslahatan bagi orang banyak (masichah al-‘ammah). Realisasinya, dalam
pembiayaan, misaluya, harus menghindari kemungkinan hal-hal yang dapat
merusak moral magyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria Aclal
menurut  syariah  Islam. Selanjuinya, prinsip perbankan sgyariah  juga
mengutamakan transaksi-transakst yang diback-up dengan underlying asser yang
jelas. Adanya underlying asset ini, pada satu sisi akan menyinkronkan atan
meminimalisasi distorsi antara sektor finansial dengan perkembangan sektor riil
dan pada sist lain juga menghindar ransaksi derivative yang melakukan buying
without paying and selling withow owing, atau bahasa figh-nya terhindar dad
gharar dan Muysir. Watak dan karakteristik di stas tentu saja dapat memberi
dampak posilif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatas
problema inflasi, yang menjadt hal yang menakutkan bagi parz pengambil
kebijakon *®

Peniclasan i atas menggambarkan bahwa perbankan syarigh sesuai
dengan prinsip stukeholding (Stakeholder Theory). Dan sudut stakeholding
perusahaan, dalam hal ini Bank Syanah, didefinisikan sebagai suatu tempat yang
berhubungan dengan berbagali “pihak yang berkepentingan” (stakeholders)
lainnya yang berada, baik di dalam maupun di Juar perusahaan, dibandingkan
dengan hanya memerbatikan kepentingan “pemegang ssham.” Freeman secara
febih spesifik mendefinisikan siokeholder temasuk juga karyvawan, krediter,
penyalur, pelanggan dan komunitas lokal di mana sebuah perusaheaan berada,
Propenen vang mengatur perspekiif ini memandang bazhwz hubungan yang
berbasis “kepercayaan™ (frust relationships)y dan etika bisnis {(business ethics)
merupakan prasvarat utama di dalam setiap pengambilan keputusan melalui

proses sigkeholding management.

2 Ibid,

% sulya Siregar, “Perbankan Islam,” Jirnal Pengembangan Perbankan 181, (Jakarta:
2001), dikstip oleh Fathorrshman Djamd), “Urgensi Undang-Undeng Perbankan Syariah i
Indonesia,” Jurnal Hukum Bignis, Volume 20, Apustus-September 2002, him. 42.
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Margaret M Blair {1995) dan Thomas Clarke (1998} berpendapat bahwa
perusahaan merupakan suatu persetujuan multilateral antaca perusahaan, sebagai
suatu entitas, dengan berbagali pemangku kepenlingan, baik internal maupun
eksternal, Melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan membuat
keberhasilan Bank Syariah dapat dipertahaokan. Tata Kelola Perusahzan
perbankan syariah tidak semafa-roatz mengatur dan mengelola tata hubungan
antara “principal versus agents,” tetapi mengeliola tala hubungan yang kompleks
dengan para pemangku kepeptingan dimana  masing-masing memberikan
kontribusi yang spesifik terhadap keberhasilan Bank Syariah, karena memang
sudah scharusnya Tata Kelola Perusahaan perbankan syariah memahami peran
dari para pemangku kepentingan, baik dalam kaitan operasional perseroan
maupun dalam konteks kehidupan benmasyarakat sccara luas.

Dalam konteks penerapan Tata Kelols Perusshaan yang Baik di Bank
Syariah, para baokir syariah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip
dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telabh diterapkan oleh Nabi
Mubaminad SAW. Rasuluilah merupakan pelopor pencgakan moral dalam setiap
aspek  kehidopan. DBeliau  berssbda, "Sesungguhinya aku  dishus  unfuk
menyemputnakan akhlak * Priosip-prinsip dan milai-nilai bisnis yang diajarkan
dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan
semangat Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikembangkan saat ini.™

Dalam ajaran Islam, nilai-nilal dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
vang Buaik telah menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang
muslim. Islam sangat iniens mengajarkan dilerapkannya prinsip  ‘adaloh
{keadilan), fowazun (keseimbangan), wos ufipah (akuntabilifas), abiag (moral),
shiddig (kejujvran), amanah (pemenvhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan),
tabligh (transparansi, keterbukaan), Aurriyah (independensi dan kebebasan yang
bertanggungjawab), iksan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi
syariah), idarah (pengelolaan), bhilafoh (kepemimpinan), agidah (keimanan),

M Agustianto, “Good Corporste Govemance & Bank Syartah” <hipShasei
wnri.org/index. phpFoption=con;_content&tasi=viewkid=30&emid=34>, 23 Marat 0%,
diakses | Aprit 2609
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ijabivah (berfikir positit), ragabah {pengawasan), gira'ah dan ishiah (organisasi
vang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).?®

Jika dikaitkan dengan produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas
prinsip bagi hasil, maka dapat diambil salah satu produk Bank Syariah, yaitu
Pembiayaan Mudhorabah. Mudharabah merupakan bentuk Musyarakoah vang
populer daam produk perbankan syariah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pibak di mana pemilik modal (shakid dal-maal)
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (nudharih) dengan suate
perjanjisn pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam
paduan kontribusi 100 persen modal kas dari shalb ai-maal dan keablian dan
mudharib, Transaksi jenis ini tdak mensyaratkan adanys wakil shahih ol-manl!
dalam manajemen proyek. Scbagat orang kepercayaan, mudharib harus bertindak
hati-hati dan berfanggung jawsb untuk seliap kempian vang terjadi akibat
kelalatannya, Sedangken scbagal walal shahid ol-maal, dia diharapkan unfuk
mengelola modal dengan cara tertentu yang sesuai dengan syariab untuk
menciptakan keuntangan optimal

Perbedaan esensial darl Musyarakah dan Mudharabah terietak pada
besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu,
Dalam Mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam
Musyarakah, modal berasal davi dva pihak atau lebih. Musyarakah  dan
Mudharabah dalam litcratur figh berbentuk perjanjian kepercayaan (mgud al-
amanah) vang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan ™
Oleh karena itu, masing-masing pibak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan
bersama dan setiap usaha dart masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan
dan ketidakadilan pembagitan pendapatan betul-betul akan merusak gjaran agama
islam,

Islam sudah javh mendahului kelahiran Tata Kelola Perusahasn vang
Baik/GCG vang kint menjadi acuan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di

% 1bid,
% pdiwarman A, Karim, (p.Ciz, hlm. 103,

7 ihid,
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dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi
dan keuanpan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis
dan sosial berjalan sesuai dengan afuran permainan dan best practice yang
berlaku,

2. Pengaruh Undang-Undang Perbankan Sysriah Terhadap Eksistensi
Perbankan Syarish di Indonesia

Keberadaan UUPS, yang memuat fungsi sosial Bank Syanah, menjadi
}andasan hukum posifif vang semakin mempertegas peran dan fungsi perbankan
syariah dalam aspek sosial kemasyarakatan. Undang-undang tersebut
memperiegas fungsi perbankan syariah yaifu tidek bhanya memberikan fungsi
kemanfaatan ckonomi, namun juga menawarkan fungsi kemanfaatan sosial bagi
golongan masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Sesuai amaneh Undang-
Undang Perbankan Syariah dan dalam rangks meningkatkan pemenuban
kepatuhan terhadap prinsip syariah, BL pada tahun 2008, telah mepgeluarkan PBI
Nomor 10/32/PBI22008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS)* Diharapken
denpan efektifnya fupgsi KPS i dapat menunjang ierpenuhinyd kesesuatan
syariah dalam semua aspek pelaksanaan kebijaken pengembangan perbankan

syariah termasuk dalam regulasinya.

Dengan diberlakukarnya UUPS, pada tanggal 16 Juli 2008, dan juga
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
pada tanggal 7 Mei 2008, maka sebagai tindak lanjut amanat kedue undang-
undang tersebut, beberapa kebijakan baru barus disusun dan beberapa ketentuan
yang telah dikeluarkan Bl harus disesuaikan dengan tetap terfokus kepada enam
aspek. Keenam aspek yang dimeksud meliputi kepatuhan pada prinsip syariah,
pemenvhan aspek kehati-hatian, pengembangan cfisiensi operast dan daya saing,
kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perckonomian, peningkatan kompetenst

dan profesionalisme sumber daya manusia, serfa optimalisasi fungsi sosial bank

M Dircktorat Perbankan Syarizh Bank Indenesis, “Laporan Perkembangan Perbankan
Sverich  Tshun 2008, <M fwvww bl goidfwelfid/Publikasi/PerbavkanvduniStabiliias+
KewpngardLaporan+t Perbarkar +Syarichfipps 08 ke, divkses 30 Mei 2069, him. b
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syariah dalam memfasilitasi sektor voluntary/sosial dengan upaya pemberdayazn
ekonomi rakyat.

Selanjuteya dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya
saing perbankan syariah dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,
Bl telah menerbitkan persturan yang terkait dengan kelembagaan maupun
pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk untok mengakomodasi penyelesaian
masalah perpajakan Bank Syariah. Selain itu, guna lebibh mempermudah proses
pengembangan produk dan jasa bagi Bank Syariah, BI telah menerbitkan Buku
Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Infernasional, dengan harapan industri
perbankan syariah Indonesia ferinspirasi untuk lebih giat dalam mengembangkan
produk dan/atau jesanya dalam rangka memenuhi kebutuban pasar yang terus
berkembang sesuai dengan trend perkembangan kevangan syariah global *

Gubsrmur Bl membernikan araban kepada perbankan pada Pertemuan
Tahunan Perbankan 2009, 30 Januari 2009 yang bensikan terutamna tentang ajakan
untuk kembali ke Ydtiak atau back fo basics yang memerlukan beberapa
kebijakan pokok untuk mengawal fungsi intermediast perbankan agar tetap
berjalan dengan bertumpu pada dua pilar yaitu: goed governance dalam
pengelolaan masing-masing bank dan good supervision oleh otoritas perbankan
Penetapan Undang-Undang Nemor 21 tghun 2008 tentang Perbenkan Syariah
merupakan mifesione pengembangan industri perbankan syarigh yang telsh
diclaborasi ke dalam peraturan-persturan tekmis seperti PBI dan Surat Edaran
Ekstern pada semester kedua 2008 akan dilanjutkan pada fabun 2009 terutama

mengenai peraturan terkait pelaksanaan prinsip kehati-batian yang lengkap.™

B rhid,

2 ghid, ha si-xid,
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B. Tafa Kelola Perusahsan Perbaokan Syarish Pasca Undang-Undang
Perbankan Syariah

1. Tata Kelola Perusahaan Perbankan Syarish dalam Undang-Undang
Perbankan Syariah

UUPS mengatur mengenal Tata Kelola Perusahaan vang terdapat dalam
Bah VI vang berjudul Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko
Perbankan Syariah.

Pasal 34 UUPS berbunyi:

{1} Bank Byariah dan UUS wailb menerapkan fata kelola yang baik vang
mencakup  prnsip  Uansparansi, akuntabilitas, pertanggungiawaban,

profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur infernal mengenai
pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasai 35 UUPS berbunyt:

(1) Bark Syariah dan UUS dalam melakokan kegiatan usahanya wajib

menerapkan prinsip kehati-hatian,

{2} Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada HBank Indenesia laporan
keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rogi tahupan serta
peniclasannya yang disusun berdasarkan primsip akuntansi syarish yang
berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam wakte dan bentuk vang
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

(4) Bavk Indonesia dapal menctapkan pengecuslian terhadap kewaiiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Universitas Indonesia
Penerapan Prinsip..., Wahyu Adhy Nugroho Ramona, FH Ul, 2009



8¢

{5) Bank Syariah wajtb mengumumkan neraca dan lzporan laba rugi kepada
publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36 UUPS berbunyi: Dalam menvalwrkan Pembiayaan dan

melakukan kegiatan vsaha lainnya, Bank Syariah dan UUS waiib menempuh cars-
cara yang Hdak merugikan Bank Syariah dan/atan UUS dan kepentingan Nasabah
vang memercayakan dananya.

Pasal 37 UUPS berbunyi:

{1} Bank Indonesia menetapkan ketentoan mengenal batas maksimum penyaluran
dana berdasarken Prinsip Syariagh, pemberian jaminan, penenpatan investasi

surat berharga vang berbasis syarigh, atau hal lain yang serupa, yang dapal
dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas
atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, tenmasuk kepada

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Svariah dan JUS vang
bersangkutan,

(2) Batas maksimum scbagaimana dimuaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi
30% (tiga puluh persen) dari modal Baok Syariah sesuai dengan ketentvan

vang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaiuran

dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi,

surat berhargs, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank

Syariah kepada:

a.

pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) ataw lebih dari
modal disetor Bank Syariah;

anggota dowan Komisaris;
anggota direksi;

keluarga dari pthak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huref b, dan

huruf ¢;

pejabat bank lainnya; dan
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f. perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam huref 2 sampai dengan huruf ¢

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidek boleh melebitd
20% {dua puluh persen) dard modal Bank Syartah sesual dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia,

Pasal 38 ULIPS berbunyi:

{1} Bank BSvariah dan UUS wapb menerspkan mangiemen nsiko, prinsip
mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

{2} Ketentunn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia.

Pasal 39 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi: Bank Syariah dan
UUS wajib menjelaskan kepada Nasabsh mengenal kemungkinan timbulnya
risiko kerugian schubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalud
Bank Svarigh danfatau UUS.

Pasal 40 UUPS berbunyi-

(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewaiibannya, Bank
Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau scturuh Agunan, baik melalui
maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh
pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari
pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebul wajib
dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) fahun

{2) Bank Syarigh dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah pada Bank
Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Byariah dan UUS, selisih
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kelebihan jumiah tersebut barus dikembalikan kepada Nasabah setelah
dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan

proses pembelian Agunar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, ayat (2), dan ayat (3) diatur deogan Peraturan Bank Indonesia.

2. Berbagai Peraturan Terkait Mengensi Tata Kelola Perusahaan
Perbankan Svariak Pasea Undang-Undang Perbankan Syariah

UUPS mengamanatkan Bl untuk membentuk Komite Perbankan Syariah
yang beranggotakan para ahli syariah dari unsur Bi, Departemen Agams dan
masyarakat lainnva. Fungsi dard Komite Perbankan Syariah adalsh membantu
Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan perbankan syarish yang sesua
dengan fatwa DSN-MUL Terkall itu, dalam ishun 2008, Bank Indonesia felah
menerbitkan PBI Nomor 10/32/PBU2008 tentang Komite Perbankan Syariah,
Diharapkan dengan keberadaan Komile ind dapat mendukung berbagat wpaya
mewyjudkan perbankan syariah nasional yang schat dan memenuhi prinsip

syarizh secara batk.**

Selaip itu, guna mendorong konsistens! penerapan pringip-prinsip syariah
dalam produk dan operasional Bank Syariah pada tahun 2008 telah dilakukan
penyempurnaan ketentuan mengenai standar akad penghimpunan dan penyaluran
dana dengan menerbitkan PBI Nomor 10/16/PBI2008 tentang Perubahan Adas
PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
dan PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha
Svariah. Dalam PBI yang terakhir ini, mekaniame penerbitan produk baru dapat
dilakyukan tanpa melalui proses perizinan dari Bank Indonesia sepanjang produk
baru tersebut adalah produk perbankan Syariah vang sama dengan vang telah
diterbitkan oleh bank lain dan telah didokumentasikan didalam Beku Kodifikasi
Produk Perbankan Syariah. Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dimaksud

¥ Direktorat Perbankan Syarish Bank Indonesis, “Laporan Pekerbangan Perbankan
Syariab Tahun 2008, Op.Cit., him. 1.
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ditetapkan dalam Surat Bdaran Baok Indonesia dan akan terus diperbaharui sesuat
perkembangan produk perbankan syariah.®*

Sejalan dengan diberlakukansiya ketentuan transparansi bagi perbankan
syarigh, maka pada fahun 2008 telah dilaksanakan kerfjasama Bl dengan lkatan
Alamian Indonesia untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi Kantor
Akuntan Publik untuk meningkatkan pemahaman auditor eksternal dalam
mengaudit Bank Syarish, Ketentuan transparansi perbankan syarigh tersebut juga
mengatar mengenal bahwa selain opint mengenai kewajaran laporan kevangan,
Alkumntan Publik jugs harus mendapatkan opim DPS bank tenfang kepatuban Bank
Syariah yang diawasinya ™

Upaya lain yang telah dilakukan untuk menunjang pemenuhan kepatuhan
terhadap prinsip syariah adalah dengan melakukan kajian-kajian, khususnya
produk dan jasa yang dapat dilaksanakan oleh perbankan syarizh. Pada tahun
iaporan telah dilakukan kajian produk dan instrumen kevangan syariah berupa: {3}
Kajian Akad Instrumen Moneter Berbasis Syariah dan (i) Pengembangan
Instrumen Lindung Nilai Berbasis Syaniah. Hasil kajian-kajian ini tumut
menzmbah khazapah pengetabuan tentang kaidah syatah yang dapat diterapkan
perbankan syariah. Kajian-kajian fersebut merapakan masukan bagi penyusunan
ketentuan ferkait, Program edukasi dan sostalisasi dengan materi yang relevan
kepada prakiisi perbankan syariah maupun masyarakat v fetap dilaksanakan
untuk mensosialisasikan kegiatan operasional Bank Syariah secara benar dan tepat
sehingga dapat mengarangi potensi penyimpangan aspek syariah **

Penyvempurnaan kefentuan yang terkait dengan Kkelembagaan, prinsip
kebati-hatian (prudemtial}, dan laipnya yang felah ditetapkan selama tahun 2008
adalah**

1. PBI Nomor 10/16/PBl/2008 tentang Perubahan Atas PBI  Nomor
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanzan Prinsip Syarish Dalam  Kegiatan

22 rpid,
22 bid., him. 12,
2 10id, him. 2.

3 i, i, 2-3,
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Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serfa Pelayanan Jasa Bank
Syartah.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana,
penyaluran dana dan pelayanan jass yang dilskukan oleh perbankan dengan
menggunakan prinsip-priosip syariah merupakan jasa perbankan. Dengan
dernikian diharapkan PBI ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan
hukum bagi semua pihak bahwa produk perbankan syarigh termasuk “Jasa
perbankan” yang memurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambaban Nilai
adalah salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Perlambahan Nilai.

2. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaba
Syarish, Dalam ketenfuan sebelumnya, mekanisme pengeluaran produk barmu
dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam PBI
terbaru ini, pengeluarsn produk baru dapat dilakukan tanpa izio dati Bank
Indonesia (hanya terkena kewajiban melapor) sepanjang produk baru tersebut
memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang terdapat dalam Buku
Rodifikasi Produk Perbankan Svariah. Buku Kodiftkasi Produk Perbankan
Syariah dimaksud difetapkan dalam Suvrat Edaran Bank Indonesia dan akan
terus di-up date sesuat perkembangan produk perbankan syarizh nasional.

3. PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukfurisasi Pembiayaan Bagi Bank
Syarizh Dan Unif Usaha Syariah. Ketentuan ini penting disusun karena selama
ini pengaturan mengenai restrukfurisasi pembiayaan Bank Syariah masih
mengacu kepada ketentuan Bank Konvensional. Dengan demikian, diharapkan
PBI ind dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbankan syariah
dafam melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai kerakieristik produk
perbankan syariah tersebut,

Sedangkan ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan sebagai tindak
lanjut dan amanah tfndang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
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Syarish dan Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara adalah:™*

1. PBI Nomor 10/24/PBI2008 ieniang Perubahan RKedus Ates PBI Nomor
8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ind bertujuan
untuk  meningkatken perkembangan sektor kesangan dan mendukung
pengembangan surat berharga syariab di Indonesia dengan melakukan
penyesuaian ketentuan mengenai pernlaian kualitas aktiva natuk Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal penting yang menjadi pokok perubahan
ketentuan tersebut terkait dengan penambahan kategori penempatan aktiva
bank pada surat berharga syarish yang sebelumnya hanya boleh untuk dimiliki
hingpa jatuh tempo (bold to manaity), menjadi dapat dipindahtangankan
{available for sale} dan diperdagangkan (froding).

2. PRI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Berdasarkan
U] Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia diberi
tugas wituk membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotzkan pama
ahli syariah dari wnsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan maesyarakat
lainnya, Fungsi dard Komite Perbankan Syariah adalah member masukan
kepada Bank Indonesia dalam rangka implementasi fatwa ke dalam PBL

Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan sebagai respon  terhadap
taniangan vang dihadapi perbankan syarigh terksif krisis kevangan global adalah
PBI Nomor 1{/23/PBI2008 tentang Perubshan Kedua Atas PBI Nomor
&/21/PBY2004 tentang Gire Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
Bagi Bank Umum Yang Melasksanakan Kegiaten UUssha Berdasarkan Prinsip
Syarish. Penyempurnaan kefentuan inl adalabh dengan pertimbangan bshwa
pengendalian Bkuiditas melalui penyesuvaian Gire Wajib Minimum merupakan
salah satu pilthan untuk menjaga ketersediaan likuiditas Rupiah maupun valuta
asing perbankan syarigh. Dalam ketentuan baru tersebut penyediaan Gire Wajib
Minimum dalam valuta asing bagi perbankan syarialy dituruokan dimana semula

sebesar 3 persen dari jumlah DPK dalam valuta asing menjadi 1 persen saja.

M6 1hid., him. 4.
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C. Pengaturan Tata Kelols Perasahaan yang Baik Pada Perbankan Syariah

1. Penerapan Tata Kelola Perusahasan yang Baik Untuk Menceggh
Terjadinya Krisis Perbankan

Sebagaimana yang kita, ketabui krisis monefer, yang terjadi pada tahun
1998 yang kemudian berobah berubsh menjadi krisis ckonomi vang
berkepanjangan di Indoncsia, disebabkan karena adanya kesalaban dalam sistem
perckonomian kita. Pada hakekatnya krisis tersebut tegjadi karena beberapa hal,

antara lain:®’

1. Sehagian besar pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak
berdasarkan pada manfaast yang dapat dihasilkan oleh usala veng dibiayai
sehingga timbul kondisi zholint! (riba);

2. Uang telah dijadiken komoditi karena pemerintab telah memanipulasi nilat
tukar dengan memberikan proteksi vang beriebiban pada matls uang rupiah,
sehingga banvak perusahear vang memakai pernbiayaan dalam valula asing
untuk usaha yang membertkan hasil {pendapatan) dalam rupiah;

3. Banyak terjadi pemalsuan dan penggelapan dalam transaksi pembiayaan mulai
dari permungutan upeti sampai kepadapa praktek mark-up besar-besaran yang
telah menimbulkan kerogian cukup besar (gharar);

4, Banyak pihek, baik perusahaan maupun perorangan yang berani mengambil
risiko yang berlebihan karena mengharapken perlindungan dan pemernintah
dengan memakai pengaruh pihak-pihak yang dekat dengan kekussaan
{maysir).

Dengan demikian, timbul transaksi-transaksi semu yang memberikan

keuntupgan yang semu, dan ekonomi dalam kondisi seperti ini biasa disebut

dengan bubble economy (ekonomi gelembung atau semu), yaitu semuanya serba

*¥ iwan Pontiowinoto, “Masyarskat Ekonomi Syariah; Masa Depan dan Tantangan,”
Jurnal Hukam Bienis, Volume 28, Agustus-September 2002, him 33,

Universitas Indonesia
Penerapan Prinsip..., Wahyu Adhy Nugroho Ramona, FH Ul, 2009



95

semu, seakan-akan besar namun pada kenyataannya tidsk ada substansinya.” Hal

seperti itu berfentangan dengan prinsip syariah Islam kerenz dalam ekonomi

syarizh ada beberapa prinsip dalam bertrasaksi (akad) vang tidak boleh dilanggar,

yaim:zw

1. Transaksi harus diyakini dapat memberi manfaat bagi pibak-pihak yang
melakukan akad tersebut, sehingga hasitnya tidak berupa riba;

2. Uang tidak boleh dijadikan schagal barang dagangan (komeodit]), schingga
tidak hisa investasi atau memberikan pinjaman dalam valuta asing untuk
kegiatan vsaha atau transaksi vang dilakukan dalam mats vang rupiaky

3. Pengaturan-pengaturan trapsaksi (akad) harus meninggalkan gharar dan
maysir.

Dampak positif dari krisis ekonomi tahun 1998 adalah bahwa masyarakat
Indonesia semakin sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem ekonomi vang
kita terapkan selama ini. Karena itu tunbul tekad yang kuat untuk berubah menuiju
suatu sistern yang lebih baik, Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalzh
umat Islam, maka dapat dimengerti bila mereka mulxi mencari pemecahan
masalah ckonomi dengan meiihat pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam
agama Islam. Kemudian masyarakat mulai sadar bahwa mereka juga perlu ikut
serta berpariisipasi dalam kegiatan usaha, karena tanpa usaha tidak mungkin
ckonomi Indonesia dapat tumbub kembali, Kegiatan usaba masyarakat yang
berkisar seputar kegiatan konsumsi dan produksi inilah yang telah memutar roda
perekonomian pada saat pemerintah dan konglomerat sudab tidak berdaya lagi. ™

¥ Palam Al-Quran, yang disebut dengan transaksi ekonomi pada hakekainva adalah
transaksi pertukaran (Jual-beli), baik suatu produk (barang) maupun jase. Kemudian karena
perkembangan kemajuan jaman dan masyarakat yang semakin kompleks, timbul kebutuhan akan
trangaksi pertukaran yang tidak tupai, Hal tersebut dapat tedadi karena pihsk pembeli tidak
menmiliki vang funai dalam jumish yang cukug, maupan penjualnya tidak memilikd barang dalam
Jjumlah yang cukup. Sehingga dart transaksi tersebut, timbul suaty kewsjiban yang harus dipenubi
&i mauss mendatang sesuai dengan kesepakatan pade sast melzkukan transaksi Al-Quran juga
mensyaratkan afas tansaksi yang tidak fonai tersebut, dilakukan pencataian oleh pihak ketigs yang
dapat dipereaya schingga dari transakel atas bareng danfatau jasa (fransaksi ritl) terscbut Gmbutiah
wranzakst keunngen, f5id, him. 32,

b

20 rbid,
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Dari krisis yang terjadi, lembaga keuangan juga merasakan kebutuhan
untuk meningkatkan moda! dan mengelola risiko pembiayasan. Kajian yang
mereka lakukan menunjukkan bahwa dengan memberikan jasa-jasa yang sesuai
dengan syariah, maka secara struktural kebutuban modal sendini akan berkurang.
Karena pada beberapa transaks: persbiayaan yang sesual dengan syariab, risiko
akan ditanggung bersama antara pemegang saham dengan pemilik dana.

Krisis keuangan global di tahun 2008, yang belum juga menunjukkan
tanda akan beshenti, telah berimbas dam memberikan dampak buruk kepada
perckonomian Indonesia sebagaimana pengaruhnya yang telah meluas ke seluruh
duria. Namun krisis global ini tak membuat perbankan syarizh di Indonesia
mengalami perlambatan. Perbankan syarish Indonssia membuktikan dapat
menjadi industr kenangan yang kokeh., Meskipun krisis ekonomi mulai ferasa
berat di awal kuerts! keempat tahuo 2008 laly, perbankan syariab Indoresia tetap
menunjukkan kondisi yang stabil. Antusiasme masyarakat menyambut perbankan
svariah seolah menjadi lahan potensial bagi pertumbuban dan perkembangan
industri berbasis nonbunga ird. Terbukti, separjang 2008, kinerja dari sisi aset,
dana pibak ketiga (DPK), dan pembiaysan meningkat. Januari sampat November
2008, data ketiganya naik Rp 500 miliar sarnpai Rp 1 friliun ustuk setiap bulan ™
Sektor pernbiayaan pada Januari 2008 mencapai Rp 27 triliun. Pada Novemnber
tahun yang sama menjadi Rp 38,3 taliun. DPK meningkat Rp 7 triltun menjadi Rp
344 triliun pada November. Asefnya pun tumbuh pesat dari Rp 35,8 friliun pada
Januari 2008 menjadi Rp 47,1 tiliun®

Faktor vang membuat perbankan syariah tetap kokoh di tengah ancaman
krisis tak lepas dari kerja keras pava stgheholders perbankan syariah seria realitas
sistem perbankan syariah masib relatif rendah fingkat integrasinya dengan sistem
keuangan global. D1 samping itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kegiatan
operasional perbankan syariah masih berads dalam kondisi baik yang tercermin
dart pertumbuhan volume usaha selama tahun 2008 yang masih cukup tingm yaitu

Bl wperbankan Syarish Tetap Kokoh™ <hup./iwww.sebi.ac idiindex.php?option=conr
cantentdtask=vigw&id=528& ftemid=33>, dikutip dari Republike 14 Janvari 2009, diskses 18
Juni 2008,

2 thid,
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mencapai 35,6 persen™ Kondisi ini tentunya harus dapat dipertahankan dan
bahkan ditingkatkan. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam kaitan ind
adalah implementasi GCG dan juga Risk Based Supervision dari sisi pengawasan.

Faktor penting lainnya adalgh hadirnya sejumiah peraturan pendukung
industri tersebut, yaitu antara lain Undanpg-Undang Perbankan Syarigh vang
diharapkan dapat memacu perfumbuhan perbankan syariah. Scbapai otoritas
perbankan, BI dinilad sudah sangat mendukung perkembangan perbankan syariah
di Indonesia. BI mengeluarkan berbagai bentuk peraturan dan surat edaran
mengenai Operasi Moneter Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah {(SBIS),
Komite Perbankan Svadah, Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum dan
Svarigh dan Unit Usaha Syariah, dan produk Bank Umum Syarigh (BUS) dan
Unit Usaba Syarish (IJUS). Peraturan BI (PBI) tentang Operast Moneter Syariah
membuat Bank Syariah dapat menjaga kondisi likuiditasnya, selain adanya
kejelasan tata cara transaksi repurchase agreemenmt (repo) SBSN dengan Bl
Dengan firancing io deposit ratio (FDR) perbankan syarish yvang rata-rata 100
persen membuat repe SBSN dan SBIS sangat membantu meniaps likuiditas
perbankan syariah, ™

Memasuki kuartal keempat 2008, sejumlabh Bank Syariah terkesan
menahan pembiayaan, Kendati begitu, secara nasional kadar pembiayaan tidak
menurun dan tetap stabil hingga November 2008, Pembiayaan Bank Syariah
selarna kuartal keempat mencapai Rp 38 trafiun hingge Rp 39 triliun, Meski agak
melambat, bukan berarti pembiayaan {ersebut berada dalam kondisi stapnsn.
Sejumlah Bank Syariah tetap melakukan pembiayaan dengan prinsip kehati-
hatign, Contohnya yang dilakukan oleh VUS Bank Jabar, Bank Svariah Mandinl
(BSM), maupun UUS Bank BNL™ Bank syarigh pertama di Indonesia, Bank

2 Direktorat Perbaokan Syariah Bank Indonesiz, “Laporan Perkembangan Perbankan
Syariah, Op.Cit, hlm. Hi

4 uperbankan Syaciah Tetap Kokoh, Op.Cit.

2 Hepalp Divist Syariah Bank Jabar, Ruktana, mengatakan di tengah krisis kewangan,
pihaknya kini bersikap lebih prudent {(berbati-ti) dalam mengelvarkan pembisysan, Sebagai
bentuk kelrati-hatian, pembiayaan hanyo diberikan untul jangha waktu setshun dan kepada nsahs
yang tak terpenganuh keisis dan valas, seperti Usaha Keoll dan Menengah (UKM). fbid,
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Muamalat, pun bersikap hati-hatfl dengan memberikan pembiayaan kepada usaha
yang memang memiliki prospek bagus atau perdagangan di kancah lokal.

Krigis keuangan global di satu sisi juga telah membawa hikmah bagi
perkembangan perbankan syariah di dunia pada umomnya, dan di Indonesia pada
khususnya. Masyarakat, para ahli dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja
melirik tetapt lebih dard itu mercka ingin menerapkan konsep perbarkan syariah
ini secara serins. Di Indonesia prospek perbankan syariah semakin cerah dan
menjanjikan. Kondisi Bank Syariah di negeri ini, divakini akan terus tumbuh dan
berkembang., Perkembangan industri lembaga syariah ini dibarapkan mampu
memperkuat stabilitas sistera kevangan nasional. Apalagi dengan pertumbuhan
industri vang rata-rafa mencapai 60 persen dalam Hma fahun belakengan
ini. Penyebaran jaringan kantor perbankan syanah saat ini megalami periumbuahan
pesat. Jika pada tahun 2006 jumish jaringan kantor henya 456 kantor, sekarang ini
jumiah tersebut menjadi 1440 kantor (Data BI Oktober 2008}, Dengan demikian
jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 persen Jaringan kantor terscbuf telah
menjangkan masyarakat di 33 propinst dan di banyak kabupaten/kota. Sementara
it jumlah BUS juga bertambah dua bank lagi, sehingga sampai Okfober 2008
menjadi berjumiah lima Bank Umum Syawriah ™

Indusixi perbankan syariah diharapkan tetap akan mengalami pertumbuban
yang cukup tinggi pads tahun 2009, Proyeksi ini  diambil dengan
mempertimbangkan beberapa kondisi, yaitu kinerja permintaan domestik masih
relatif tinggt di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemudian, seperti vang kita
ketahni bersama, industri perbankan syariab nasional masih dalam ishapan
perkembangan awal dan belum memiliki tingkat infegrifas vang finggi dongan
sistern kevangan global. Ekposur pembiayaan perbankan syariah masih
didominasi oleh pembiayaan pada aldivitas perekenomian domestik, artinya
masih dapat bertumbuh dengan cepat sebagaimana kinerja pertumbuhan
pembiayaan yang tinggi sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan

vang cukup baik., Disisi fain, kineria ckonomi sektor riil berupa peningkatan

% uperbankan Syariah Dan Optimisme Menatap 2009,” <hifp Amajalahekonomisyariah,
com/ index phppweb/news/index/2/101772696>, 19 Januari 2009, diakses | Juni 2009,
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inflasi ditkuti penurunan konsumsi yang terus terjadi sejak awal tahun tahun 2008
memberikan fekanan pada pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mulal
triwulan If tahon 20087

Perlambatan pertumbuhan ekonom dunia dalam periode wakitu yang cukup
panjang akan menyebabkan fekanan likuiditas pada sistern perbankan nasional,
termasuk perbankan syariah. Diperkirakan, semakin banyak nasabab korporasi
akan menarik dana sebagai implikasi dari penurunan kondisi usaha. Secara makro,
otoritas moneter akan bernsaha memperiahankan nilai tokar untuk mencegah
terjadinya capitel outflow vang ditandai oleh peningkatan suku bunga yang relatif
tinggi, Sementara ifu, ada angin segamya tersedianya dana investasi global yang
berlimpah, terutarma yang berasal dari kawasan berpenghasilan minyak bumi dari
timur tengah, siap dialirkan ke berbagai tojuan investssi di seluroh dunia
Perkiraan besarnya surplus dana investasi ini mencapai sekitar U$ 1,5 tillan pada
tahun 2009, Perbankan syariah nasional di tahun 2009 diperkirakan masih akan
berada dalam fase highgrowth-nya. Optimisme tersebut didasarkan pada asumsi,
bahwa faktor-fakior yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah
akan dapal dipenubi, antara Jain realisasi konversi beberapa UUS menjadi BUS,
impicméntasi LURS, Implementasi Undang-Usndang Nomor 19 tabun 2009
tentang SBBN {cbligasi syariah), serte dukungan dari amandemen Undang-
Undang Perpajakan,

Scjumish negara barat mulai melirik perekonomian syariah sejak terjads
krisis kapitalisme, sebagai salah satu alternatif lantaran perbankan syariah hampir
tak tersentub dampak besar krisis global. Prinsip syarizh yang bersifat universal
membuatnya dapat diterapkan di berbagai negara, dan dalam bal ini umat Islam
pun berperan sebagal faktor katalis untuk mengakseclerasi pertumbuhan perban
kan syarigh, artinya bank syarizh harus meounjukan kinerja terbaiknya sehagai

miira sektor riil.

Menurut pengamat perbankan syariah dan skademisi, Sofyan 8 Harshap,
ketahanan perbankan syariah bisa berlangseng lama, atsu babkan untuk

2 1hid,

28 rbid.
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selerusnya, jika pringip syariah benar-benar dijalankan para pelakunya. Di tengah
badai krisis, sistem industei syariah nasional justru harus menawarkan keunggulan
prinsip-prinsip  syarialinya kepada masyarakat serta kondisi ini  harus
dimanfaatkan ol¢h para pelaku usaba perbankan syariah dengan baik wntuk
mengembangkan perbankan syariah nagional. Sementara itu terkait dengan
industri perbankan syariah, BI merevisi target pencapaian total aset perbankan
nasional dari ehun ini dan tshun depan menjadi tabum 2010, Depuit BI, Sii
Fadjirah, berpendapat bahwa diundurnya pencapaian target tersebut karena

kondisi ekonomi saat ini memang melambat.

Warman Karim, direktur Karime Consulting, berpendapat bahwa ada empat
hal yang harus dilerapkan oleh Bauok Syariah kepada Bl dan pemerintah agar Bank
Syariah berkembang lebih cepat. Pertama, adanys instrumen likuiditas. Kedua,
jika Bank Syariah ingin twmbuh lebih cepat, pemerintah meourunkan kewajiban
modal untuk pendirfan bank yang baru, yakni Rp 500 miliar®* ¥etiga, adanya
kejelasan dan kepastian mekanisme spin off. Kecmpat, yaitu harapan Bank
Syariah di Isdoncsia mengenai penyelesaian persoalan pajak, Riawan Amin,
Direktur Utama Bank Muamalat, mengajak seluruh pelaku industr perbankan
syariah di tabun 2009 agar menjadikan momentem krisis keuangan global sebagai
momentum untuk memperbaiki kinerja syariah nasional, justru dalam kondisi
krisis seperti ini, perbankan syariah perlu menunjukan kineda terbaiknya sebagai

mitra sektor il >

Akar krisis ekonomi global, yang bermula dari Amerika Serikat tersebut,
diakibatikan olech kredit macet sektor peromahan darl orang-orang yang
sebenarnya tidak layak diberikan pinjaman perumahan, atau dapat disebut sebagai
sub-prime morigage, Ulang orang-orang yang janh darn kriteria credit worthiness
ini kemudian diolah dan diperjualbelikan lagi kepada pihak ketiga, keempat, dan
seterusnya dalam bentuk Collaterized Debr Obligation (CDD) sampai tidak bisa
teridentifikasi secara jelas struktur risiko der instrumen keuangan tersebut.

Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan semakin banyaknya jumnlah transaksi

* tbid

0 1
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short selling, di mana penjual produk derfvafive memperjualbelikan sesuaty yang
bukan menjadi hak miliknya dengan sewenang-wenang. ™

Analisis terhadap krisis ekonom yang terjadi belakangan ini bisa dilihat
dari berbagat macam sudut pandang. Namun, ada beberapa rambu-rambu syariah
terkait dengan krisis ckonomi global yang masih terjadi hingga saat ini:™?

1. Rambu pertama, bahwa jual beli ntang tidak diperbolehkan. Terlebih jual beli
uang, karena uang bukan komoditas dan hanya bisa digunakan sebagai alat
tukear atau alat ukur nilat suatu komoditas, Utang hanya boleh dipejuatbelikan
jika sesvai dengan par value, tidsk boleh lebih stau kurang karera kekurangan
atau kelebihannya akan menyebablkan riba.

2. Rambu kedua, jual beli harus afss sesuatu yang menjadi hak milik
Pelangparan terhadap prinsip ini akan mendorong tindakan spekulatif secara
berlebihan yang berakibat pada ketidakstabilan sistem keuangan, Maka dari
itw, transaksi shor! seliing tidak mendapat tempat dalam kewangan syariah.

3. Rambu kefiga, sefiap transaksi bisnis harus selalu terkait dengan usaha riil.
Artinya, svariah tidak memfasiitasi pengembangbiakan uang yang berasal
dari uang atau ufang.

Dalam kasus kredit perumahan AS (sub-prime mortgage), bank sering kali
memberikan pimjaman jauh melebili nilai il dari sebush rumah dengan
memberikan bunga tetap vang kemudian dikonversi menjadi bunga tidak tetap.
Ketika tingkat svku bungs naik dan nilai rumah turun, debitur semakin tidak
mampu membayar yang berakibut pada banyaknya kasus kredit macet. Model
tersebut tidak difasilitasi dalam Kevangan syariah, Hylmun lzhar berpendapat
bahwa kevangan syarah memberikan setidakova (iga alteratif pembiayean,
yaitu:

B fylown Izher, “Keusngan Syariah dan Krisis Ekonomi” <bitp:&www.madani-
ri.com/2008/ 1 M3 fkenongon-syariah-dan-krisis-gkonomit», 3 Movemher 200§, diakses 1 Juni
2009,

B2 1bid,

22 mhid.
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1. Model pertama, bank membeli rumah dan kemudian menjualnya kembali
kepada nasabah. Nasabah dapat membayar angsuran yang nilainya tetap

sarmpai pelunasan utang,

2. Muodel kedua, bank dan nasabsh sccara berserikat membeli rumah sehinggs
rumsh meniadi milik berssma antars bank dan nasabah, Secara berkala
nasabah membayar sewa kepada bank atas persentase yang bukan menjadi hak
miliknya. Sebagian porsi pembayaran juga bisa dipakai untuk membeli
kepemilikan bank atas mumah sehingga pada akhimya rumah dimiliki
sepenuhrya oleh nasabah.

3. Model ketige, rumah yang sudsh dimiliki oleh bank disewakan kepada
nasabah dengan memberikan opst pembelian pada akbir konirak, Besarnya
porsi pembelian bisa disesuatkan dengan jumish uang sewa vang telah
dibayarkan kepada bank sebagai pemilik properti/romah.

Setiap peristiwa selalu memberikan pelajaran (ibrak) terutama bagi orang-
orang yang berpikir dan menyadarinya, seperti yang tertulis dalam ayat Al Quran
yang berbunyi: “Laksana siang dan malam, sesunggnhnya pada yang demikian ity
terdapat pelajaran vang besar bagl orang-orang vang mempunyal pemahaman”
(US: 24:44). Berbagai krisis ckopomi yang telah ferjadi sebenamya dapat
dijadikan pelajaran bahwa banyak hal buruk yang terjadi jika prinsip-prinsip
syarigh dianggar, Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahua
2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat lebih
bertahan dalam menghadapi texpaan badal kisis kevangan, batk yang bersifat
lokal maupun global karepa para siakeholders sudah memiliki pedoman
bagaimana harus bertindak sesumi denpan prinsip syariah vang diatur dalam
undang-undang tersebut. Kedudukan Bank Syariah kini juga lebih kuat karena
sudah memiliki undang-undang tersendin.

Salah satu dampak negatif dari krisis keuangan global ialah ketersediaan
pembiayaan cenderung mengetat kettka persepsi risiko meningkat dengan situasi
likuiditas yang tersebar tidak merata terntama di pasar vang. Untuk menghadapl
kondisi pengetatan likuiditas yang tidak terduga, BI terus mengembangkan
instrumen-instrumen altematif vang dapat digunakan ountuk membantu perbankan
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syariah seperti perluasan Fasilitas Pendansan Jangka Pendek Syariah (FPIPS).
Selain itu, industri harus pula dapat mengembangkan kemampuannya dalam
memanfaatkan sumber-sumber pendanaan jangka pemdek melalui perjanjian
kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain dan peningkatan tingkat
loyalitas nasabab perbankan syariah terutama padae ssat perbapnkan syariah
mengalami tekanan kenaikan tngkat suku bungg ™

Langkah antisipasi lainnya untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan
syarish ialah dengan menyempumakan penerapan mangjemen risiko pada
perbankan syarigh. Untuk itu Bl akan mengeluarkan peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan mangjemen ristko di Bank Syarah, Sebagai pendukung
pelaksanaan manajemen risiko fersebut, akan ditingkatkan puld transparansi
kondisi keuangan Bank dan iaporan keuwangan Bank, anfars lain menyangiut
penyampaiarn informasi kepada investment account holder secara tepat wakin dan

mermadai.™”

2. Perbandingan Penerapan Tata Kelola Perusabaan yang Baik Bank

Konvensional dengan Bank Svariak

Sebetum diundangkannya UUPS, perbankan syariah menpgunakan PBl
Nomor 8/4/PBL2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI
Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporote Governance Bagi
Bank Umum. Nawmun fimbul pertanvasn dan keraguan bagi sebagian pihak
mengenai kesesuzian dan kecovokan pedoman aturan pelaksanaan GUG Bank
Umum Konvensional jika diterapkan pada Bank Syariah.

Pasal 34 ayat (1) UUPS berbunyi Bapk Syarah dan UUS wajib
menerapkan tats kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pasal ini
ternyata sama dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) vyang
terdapat dalam Pasal 1 angka 6 PBI Nomor 8/4/PB1/2006 tanggal 30 Januar 2006

4 bid., him. 97.

5 Ihid.
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sehagaimana divbah denpgan PBI Nomor 8/14/PBI2006 Tentang Pelaksaniaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yaine Good Corporuie
Goversunee adalah suatu tats kelolas Bank yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (fransparency), akuntabilitas {gecowntability), pertanggungjawaban
{responstbility), independensi (independency), dan kewsjaran (fairmess). Frinsip-
prinsip yang sama juga terdapat dalam Pedoman Good Corporate Governarce
Perbankan Indonesia yang dikeliarkan oleh Komite Nasional Kebijakan
Corporaie Governance pada balan Januarn 2004,

Pasal 34 ayat (2) UUPS berbunyi: Bank Syariah dan UUS wajib menyusun
prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-pringip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). Sebelum diundangkannya UUPS, Bank Syariah sudah
melaksanakan prinsip Tata Kelcla Perusahaan yang Baik berdasarkan PBI Nomor
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana drubah dengan PBI Nomor
8/14.PBU2005 Tentang Pelaksanaan Good Corporafe Governance Bagh Bank
Usmunm, seperti yang sudah dilakukan oleh Bank Muamalal. Bank Muamalat juga
mencantumkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam Laporan Tabunannya,
Contoh lainnya, yaitu PT Bank Syariah Mega Indonegia, yang secara khusus
mengeluarkan Laporan Pelaksannan Good Corporate Covernance FT Rank
Syariah Mega Indonesia Tahan 2008.7¢

“¢ Bank Mega Syariah menyatakan telah melaksanakan penerapan GCG secara konsisten
terus meneros, dan dilaksanakan dan dikembangkan pada seluruh jenjang tingkatan mulal dari
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Diireksi, Pefabat Bksekuiif, sampsai Selurul tingkatan
Pepawai, sehinges mempereleh @

{. Tereapainya kelangsongan perusshean dengen tata keloln yang berazaskan pada azag
Transparanst, Akuntabilitas, pertangoungiswaben, Independensi, dan Kewailaran;

2. Pemberdayasn fumgsi masing-masing organ perusahasn yang terdinl stas RUPS, Dewsn
Komisaris dan Direksp;

3. Kebijakan dan Kepubusan dalarn pengslolagn perusahaan dilandagd oleh nilai moral yang tinggi
dan kepatuhian kepada ketentuan dan perondang-undangan;

4, Nilai yang opiimal bagi permegang saham |, Stakeholder lainnya dan Lingkungannya;

3. Daya saing secara nasional maupun global.

Bank Mega Syariah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penerapan GG, oleh karena it hal-

ha! vang terkait dengan penyempurnaan polaksansan GOG akan dilakukan secara terus menerus

dan berkesinambungan. “Pelaksanaan Geod Corporate Gavermance PT Bank Syariah Megs

Indonesia Taohun 2008, <hp/Avew. bomi onidiuploaded file/GUG Laporan GOG 2008 pdfs,

diakses 14 Juni 2009,
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Pasal 34 ayat (3) UUPS berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenal tata
kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia. Sampai seat ini, PBI yang secara khusus mengator mengenai
Tata Kelola Perusabaan yang Baik (GCG) Bank Syargh memang belum
dikeluarkan oleh Bl Namun PBI Nomor 11/3/PBL200% Tentang Bank Umuom
Syariah Pasal 24 ayat (2} menyebutkan mengenai GCQ, yaitu: Pengawasan oleh
Dewan Komisaris schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
berpedoman antara lain pada ketentuan Baok Indonesia mengenal pelaksanaan
good corporate governance yang beraku bagi Bank. Ketentuan dalam pasal
tersebut memang tidak secara khusus menyebutkan ketentusn BI mana yang
dimaksud mengenal GCG, pamun sepertinya memang mengarah ke PBI Nomor
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebegaimana diubsh dengan PBI Nomor
8/14/PB1/2006 Tentang Pelaksanzan (ood Corporate Governamce Pagi Bank

Umum.

Datam penjelasan vmum PBI Nemor 11/3/PB1/2008 Tentang Bank Umum
Syariah dijelaskan bahwa Bank Indonesia diamanabkan tanggung jawab oleh
UUPS unfuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Dalam melakyanakan
amanah dimeksud, Bank Indonesia secara profesional mengacu pada prinsip
syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktek perbankan vang lazim (international
best practices) agar industri perbankan syariah nasional menjadi sehat dan
tangguh serta berkembang (susfoinable). Pencrapan prinsip syarish pada Bank
Syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua stakeholder karena
dalam kegiatan usahawya Bank Syarish menghindad transaksi keuangan yang
bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan
mendorong perfumbaban sektor riil. Kegiatan operasional perbankan syariah vang
mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperii kegiatan pembiayaan
berbasis bagi hasil (prudharabak dan musvarakal), jual beli (murabahoh, salam
dan istishng), sewa (farah) dan jasa lainnys (rahs, sharf dan kafalah) telah
menjadikan bank syariah Jebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat

(universal banking).

Menurut FBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana
diubab dengan PBI Nomor 8/14/PB1/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
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Goverremce Bagl Barnk Umum, pelaksanazn GCG pada industrl perbankan harus

senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

1. Tranparansi (poansparency), yaitu keterbukaan dalam  mengemukakan
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan;

2. Akuntabilitas {(accountabilityl vyaite keielasan fupgsi dan pelaksanaan
pertangeungjawaban organ bank schingga pengelolaannya berjalan secam
efekiif;

Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank

Lol

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
pengelolaan bank yang sehat;

4. Independens: (independency) vaity pengelolaan bank secara profesional tanpa
pengarul/lekanan dari pihak manapun;

5. Kewajaran (fafrness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuohi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank
wajib berpedoman pada berbagal ketentuan dan persyarafan minimom seria
pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Dalam wpaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanasn good
corporale governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment
techadap kecukupan pelaksanaan goed corporate governance dan menyusun
Iaporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan
maka dapat segera dilekukan tindakan-tindakan korektif yang diperiukan.

Seperti vang telah penulis bahas sebelumnya, Tata Kelola Perusahaan di
Bank Syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional, yaitu Bank
Syariah harus mematuhi prinsip syariah. Kepatvhan terhadap prinsip syariah
merupakan pembeda utama dalam mekanisme tata kelola di Bank Syariah. Dalam
prakicknys, perbedaan ufama vang menyangkut kerangka dari tata kelola
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perusabaan pada Bank Syariah tersebut adalah keberadaan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) beserta konirol internal yang mendukungnya.

Algoud dan Lewis berpendapat bahwa isu tata kelola pada Bank Syariah
sangat berbeda dengan Bank Konvensional sefak karakteristik yang unik yang tak
terpisabkan melekat pada Bank Syarish. Mercka menyimpulkan bahwa sebnah
Bank Syariah mewakili penyimpangan mendasar dari sebuah Bank Konvensional,
dan dar sudut pandang tata ke¢loda perusahaan, berbagai ciri khas yang menarik
berkembang sejak kegiatan Bank Syariah dibaruskan sesuai dan scjalan dengan
mode!l pembiayaan Islami, penyeriaan modal, dan pengaturan mengenai sistem
bagi hasil dan risiko.™

Kepastian kepatuban terhadap prinsip syariah pada kegiatan Bank Syariah
merupakan pokok persoalan mengensd tata kelola perusabaan yang paling
mendasar, Sementara itu, komitmen mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah
merupakan pokok persoalan utama terkait dengan twjuan pendinian Bank Syariah,
dimana motivasi awgl umat Islam mengembangkan Bank Syariah entuk
mewujudkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, sebaikaya PBI teniang Tais
Kelola Perusahaan vang Baik Bank Syariah mengatur secara khusus mengenm
kepatuhan terhadap prinsip syarigh dan DPS selain prinsip sramsparency,
accountability, responsibility, independency dan Jairness {TARIF). Keberadaan
DPS sangat diperlukan dan wajib dibentuk di BUS dan di Bank Konvensional
yang memiliki UUS, sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 32 UUPS, lalu
keheradaannya diperkuat oleh Pasal 34 ayat (13 PBI Tentang Bank Umum
Syariah, yang berbunyi: Bank wajib membentok DPS vang berkedudukan di
kantor pusat Bank. ™

7 Sigit Pumome, “Corporate Governance in Islamic Bank: Critica) Tssues and The
Suitability of Cenventional Corporate Governance Mechanism,” Jursrad SEBI, Vol. @1 No. 01, Juli
2008, him. 114,

28 Bank Indonesia, Perafuran Bank Indonexic Tentang Bark Unnum Svariak, PRI Ne.
F1/3/PBI/2069, LN Tahun 2008 N, 28 DPbS, TEN Ne. 4978 DFDS, Psl, 34 ayat (1),
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

UUPS hingga kini dirasakan belum memberikan pengaruh secara langsong
dan signifikan terhadap pengaturan Tata Kelola Perusshaan Perbankan
Syariah di Indonesia. Alasan utamanyaz adalzh belum keleuarnya PBI yang
secara khusus mengatur mengenai hal tersebut, yang kemudian akan
mengganiikan PBI Nomor 8/4/PBI2606 tanggal 30 Januvari 2006 vang diubah
dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 mengenai Goad Corporate Governance
{Tata Keloks Perusahaan yang Baik). Kalangan perbankan syariah di Indonesia
juga sudah terbjasa menerapkan aturan mengenal Tata Kelola Pervsahaan
yang Baik yang dikeluarkan oleh OECD maupun IFSB sclain PBI tersebut.
Selain itu, Islam sendiri sudah jach mendabuls kelahiran Tata Kelola
Perusahaan vang Balk/GCG yang kini meniadi acuan bagt {aia kelola
perusahean yang haik di dunia. Prinsip-prinsip ity diharapkan dapat menjaga
pengelolaan institusi ckonomi dan keuangan syariah secara profesional dan
menjaga intersksi ckonomi, bisnis dan sosial berjalan sesual dengan aturan
permainan dan beyt praciice yang berlaku. Prinsip-prinsip dan nila-nilas
bisnis yang digjarkan dan dipraktekkan Nabi Mubammad SAW tersebul
sangat identik dengan semangat Taia Kelola Perusshaan yasg Baik yang
dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahasn vang Baik felah menjadi prinsip penting dalam
aktivitas dan kehidupan seorang musiim, Islam sangat intens mengajarkan
diterapkannya prinsip ‘wdeloh  (keadilan), fawazun (keseimbangan),
mas uliyah {akuntabilitas), skhloq (moral), shiddig (kejujuran), @nanch
{(pemenuhan kepercavaan), jathgnah (kecerdasam), rabligh (transparansi,
keterbukaan),  hwrrivesr  (independensi  dan kebebasan  yang
bertanggungjawab), thsan (profesional), wasathan  (kewajaran), ghirah
{militansi syariah), idarah (pengelolaan), Zhilafah (kepemimpinan), agidah
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(keimanan), ifabiyah (berfikir positif), ragabah (pengawasan), gira'ah dan
ishlgh (organigasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Islam
sudah jauh mendabului kelahiran Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG
yang kini menjadi acuan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dunia
Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi
dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi,
bisnis dan sosial berjalan sestai dengan aturan permainan dan best practice
yvang bedaku. Disshkannya UUPS, pada tanggal 16 Juli 2008, memasng
semakin mempertegas eksistensi industri perbankan syarigh dalam sistem
perbankan nasional, sehingpa diharapkan pengembangan industri perbankan
syarizh akan lebih mendapat pethatian serius dalam rangka mewujudkan
sistern perbankan yang sehat menuin pada terwujudnya sistem keuvangan
nasional yang stabil. UUPS juga dianggap sebagai milestene pengembangan
industri perbankan syariah nasional. Undang-undang ini mengandung pokok-
pokok pengaturan dasar industri perbankan syariah menyju sistem perbankan
syariah yang efisien, stabil dan taham terhadap gejolak keuangan. Pokok-
pokok pengaturan fersebut akan diclaborasi ke dalam peraturan-peraturan
teknis (Peraturan Pemerintzh dan PBI) yang telah dimulal sejak semesier
kedua tahun 2008. Upava elaborasi UUPS akan terus dilanjutkan di tahon
2009 sehingga industri perbankan syariah memiliki perangkat peraturan
prudeniial yang semakin lengkap,

. Bentuk penyesuaian prnsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah
1eriihat pada pengaturan pada pasal 34 sampai pasal 40 UUPS yang terdapat
dalam Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan
Rigsiko Perbankan Syariah. Pasal-pasal tersebul mengatur secara jelas
mengenai kewajiban Bank Syariah dun UUS dalam melaksanakan Tata Kelola
Perusahaan yang Batk. Pengatoran dalam pasal-pasal ini sebenarmya telah
diatur dalam peraturan-peraturan lain schelumnya, baik yang mengatur bank
secara umum {Bank Kenvensional), maupun yang khusus mengatur Bank
Syariah. Seperti pada Pasal 34 UUPS mengenai prinsip tata kelola perusahaan,
fernyata sama dengan PBI Nomor $/4/PBU2006 tanggal 30 Janvard 2006
sebagaimena diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan
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Good Corporate Governanice Bagi Bank Umom. Namun dengan adanya
UUPS, Bank Syarish sudab memiliki pedoman yang lebih khusus dalam
melaksanakan Tata Kelola Perusahaan vyang Baik, walau masih haros
menunggu dikeluarkannya PBI yang akan mengatur mengenai ketentuan ind
lebih lanjut.

. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat melindungi Perbankan Syariah dari
krisis perbankan dengan cara mengatur dan memastikan Bank Svariah sebagal
lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme skonomi di
sekior riil melalui aktivitas kegiatan usaha, dalam beniuk investasi, fnal beli,
atau lainnya, berdasarkan prinsip syariah, yaitu atwran perjanjian berdasarkan
hukure Islam antara bank dan pihak lain sntuk penyimpanan dana dan/atan
pembiayaan kegiatan usaba, atau kegiatan lainnys yang dinyalakan sesuai
dengan nilai-pilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai
makro vang dimaksud adalah keadilan, masiahah, sistem zakat, bebas dan
bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produkiif seperti
perjudian (maysiry, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan memgukan
(gharar), bebas dari hal-hal vang rusale atau tidak sah (Bathil), dan
ﬁeugganaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang kar;us
dimiliki oleh pelaku Perbankan Syadah adalah sifat-sifat mulia yang
dicontobkan oleh Rasulullah Nabi Mubammad SAW, yaitu shiddiy, amanah,
iabligh, fathawah. Selain itu, dimensi keberhasilan Bank Syariah melipui
keberhasilan  dunia dan  akhirat Uong term oriented) yang sangat
memperhatikan kebergihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaaian hasil,
Falctor yang membuat perbankan syariah tetep kokoh di tengah ancaman krisis
tak lepas dari kerja Keras para stakeholders perbankan svariah serta realitas
sisiem perbankan syariah masih refatif rendah tingkat integrasinya dengan
sistern kevangan global. Kondisi baik ini tentunya harus dapat dipertabankan
dan bahkan ditingkatkan. Salab satu hal penting vang perlu dilakukan dalam
kaitan ini adalah implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan juga
Risk Based Supervision dari sisi pengawasan. Faktor penting lainnya adalah
hadimya sejumlah peraturan pendukung industri tersebut, yaitu antara lain

UUPS yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perbankan syariah
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Dalam Tata Kelola Perusshaan yang Baik pada perbankan syariah, selain hal-
hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur gevernance akan
melibatkan lebih banvak pihak karena adanya karakteristik khusus dad
perbankan syariah terviama kewajiban pemenuhan prinsip syariah dan
perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat discbut investment account holders.
Adapun nilai-niiai prinsip svartah yvang relevan dengan Tata Kelola
Perusabaan yang Baik adalah Iman, Ahlag, Kepemimpinan Hakiyeh, Amarnah
dan Loyal, Jama’ah, Komunikatif, Efisienst dan Optimalisasi Sumber Daya,
Niat Ikhlas dan Ishich. Konsep perbankan syariah mendasarkan kegiatan
operasionalnya pada larangan atas bunga (inferest free) dan menggunakan
prinsip bagl hasil {profit wnd loss sharing} sebagal penggantinya. Bank
Syariah diharapkan dapat tampil pelopor dan pemimpin dalam pelaksanaan
Tata Kelola Perusabaan yang Baik, baik di sekior perbankan atau bahkan di
sektor korporasi di Indonesia, karena hal fersebut dapat digupakan unsuk
mengurangi moral haeard yang mungkin tegadi di berbagi sektor dalam
operasional Bank Syariah. Prinsip perbankan syariah sangat memerhatikan
azas kemaslahatan bagi erang banyak (masiahah al-‘ammah). Realisasinya,
dalam pembiayaan, misainya, harus menghindari kemungkinan hal-hal yang
dapat merusak moral masyarakat dan lingkungan serla harus memenuld
kriteria Aalal menuruat syariah Iglam. Selanjutaya, prinsip perbankan syariah
juga mengutarnakan transaksi-transaksi yang diback-wp dengan wnderlying
asset yang jelas. Adenya wnderlying assef ini, pada satu sisi akan
mensinkronkan atan meminimalisasi disiorsi antara sektor finansial dengan
perkembangan sekior mil dan pada sisi lain juga meonghindari transaksi
derivative yang melakukan buying without paying and sefling without owing,
atau bahasa figh-nya terhindar dant dharar dan Maysir, Walalkcdan karakieristik
tersebut tertu saja dapat memberi dampak positif dalam memngkatkan
pertumbuhan ¢konomi dan mengatast masalah inflasi, yang menjadi hal yang
menakutkan bagi para pengambil kebijakan.
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1.

Perlu segera diterbitkan PBI yang khusus mengatur mengenai Tats Kelola
Perusahaan yang Baik pada Perbankan Syarish vang sesoai dengan prinsip
syariah Islam. PRI tersebut harus disosialisasikan secara intensif kepada Bank
Syariah beserta stnkeholders-nya, terutama masysrskat awam agar mereka
mengerti dan memahami bahwa salah satu keunggulan perbankan syariah
adalah pelaksapaan Tata Kelola Perusehazn yang Baik secars konsisten dan
terkelanjutan, adanya DPS, dan juga adasya prinsip kepatuhan terhadap
syariah Islam,

Pihak manajemen Bank Syarish haras kousisten menerapkan aturan mengenai
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan
Risiko dalam kegiatan operasional Bank Syarighnya den harus dicantumkan
dengan jelas, lengkap dan transparan dalam laporan tahunan Bank Syarizh
mereka masing-masing agar pihak  yang terkait (stakeholders) dapat
mengetahuinga, Kualitas SDM Bank Syariah juga harus lebih ditingkatkan
agar dapat menjalankan kegiatan operasiopal Bank Syariah sesual dengan
UUPS, PBI dan juga prinsip syariah Islam,

Fungsi pengawasan Bank Syariah vang dijalanksn oleh Bl dan DPS harus
lebih ditingkatkan lagl agar Bank Syariah benar-benar menjalankan kegiatan
operasional perbankannya dan produk-produk yang dikeluarkannya sesual
dengan prinsip syariab Islam, jangan hanya seperti Bank Konvensional yang
berganti baju saja. Hal tersebut untuk menjaga dan menjamin bahwa Bank
Syariah terscbut dapal bertahan darl dampak krisis perbankan atau bahken
dapat mentadi penyelamat terpenting dari krisis kevangan, SDM Bank Syarish
Juga harus dipersispkan dan diatih dengan baik agar dapal menjalankan
tugasnya dengan profesional dan sclalu patub terhadap prinsip-prinsip
perbankan syariah Islam agar senantiase siap dalam menghadapi pengaroh
buruk dari krisis ekonomi. Apabila semua langkah tersebut dilaksanakan,
tidak tertutup kemungkman perbankan syariah tiduk akan terpengaruh dampak

krisis ekonomi global sama sekali.
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